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ABSTRAK

Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena disamping merusak
fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan social masyarakat, berpotensi mengganggu
sendi-sendi  keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju
masyarakatyang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satu usaha rasional yang
digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan
hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan formulasi tentang
perbuatan mengedarkan sebagai tindak pidana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika sudah sesuai atau belum dengan dasar-dasar pembenar kebijakan kriminalisasi,
selanjutnya apakah kebijakan formulasi tentang sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku
tindak pidana yang mengedarkan dalam ketentuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah sesuai
atau belum dengan prinsip-prinsip kebijakan penalisasi, serta bagaimana sistem pertanggung
jawaban pidana dalam kasus narkotika dan psikotropika dengan pelaku yang melibatkan
korporasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Spesifikasi penelitian dalam tesis
ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan
analisis kebijakan.Metodepenelitian ini adalah penelitian kepustakaan(library research), yaitu
penelitian terhadap data sekunder, terutama pengaturan tentang kejahatan narkoba telah
diatur dalam Undang-UndangNo. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009.Hasil dari penelitian ini, kebijakan formulasi tentang perbuatan
mengedarkan sebagai tindak pidana yang dianut dalam Undang-Undang tersebut sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Kemudian kebijakan formulasi tentang sanksi pidana yang
diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang mengedarkan dalam ketentuan Undang-
Undang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan penalisasi, serta sistem pertanggung
jawaban pidana dalam kasus narkotika dan psikotropika dengan pelaku yang melibatkan
korporasi dalam ketentuan Undang-UndangNarkotikadanPsikotropika untuk
pertanggungjawaban korporasi dimana korporasi berbuat, pengurus bertanggung jawab,

seharusnya untuk korporasi juga dikenakan pidana sebagai efek jera.

Kata kunci: Kebijakan Formulasi, Kejahatan Narkotika, Kebijakan Kriminalisasi, Kebijakan

Penalisasi, pertanggungjawaban korporasi.
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ABSTRACT

Drug crime is at a dangerous level, as well as physical and mental damage also affects the social
life of the community, has the potential to disrupt national security joints in the framework of
national development towards a just and prosperous society which such idealized and destination
countries listed in the preamble of the UUD 1945 fourth paragraph. One of the business
rationale used to combat drug-related crime is the criminal law policy approach. The problem
faced is whether the policy formulation of the act is a crime to circulate as adopted in the UU No.
35 Year 2009 on Narcotics and the UU No. 5 Year 1997 is appropriate or not to the basics of the
criminalization policy justification, then what formulation of policies that threatened sanctions
against the perpetrators of criminal offenses which circulate in the provisions of UU No.35 Year
2009 on Narcotics and UU No.5 Year 1997 is appropriate or not to penalization policy
principles, and how the system of criminal liability in the case of narcotics and psychotropic
substances by involving corporate actors within the provisions of UU No. 35 Year 2009 on
Narcotics and the UU No 5 Year 1997. Specifications research in this thesis is a descriptive
analysis of the types of normative legal research with this approach is the analysis of policy.
Methode of this research is using library research, the research on secondary data, particularly
the setting of drug-related crime has been stipulated in the UU No. 5 Year 1997 on Psychotropic
Substances and the UU No.35 Years 2009. Result of this research, policy formulation of the act
is a crime to circulate as adopted in the Act is in conformity with the principles of
criminalization. Then the formulation of policies that threatened sanctions against the
perpetrators of criminal offenses which circulate in the provisions of the Act is in conformity
with the principles of penalization policies, as well as the system of criminal liability in the case
of narcotics and psychotropic substances with the actors involved in the provision of the
corporation to liability Narcotics and Phsycotropics’s law corporation where the corporation act,
the board is accountable, it should also apply to corporations as a criminal deterrent effect.

Keywords: Policy Formulation, Narcotics Crime, Criminalisation Policy, penalization policy,
corporate accountability.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini merupakan salah satu
gejala sosial yang marak terjadi dalam masyarakat Indonesia khususnya di kota-
kota besar atau bahkan juga terjadi di desa-desa. Tidaklah mengherankan apabila
masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah menjadi masalah
nasional, karena masalah ini sudah terjadi dimana-mana.

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba yang sudah menjadi
masalah nasional tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana
(penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama
mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana
menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat
ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan
formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (penal
law reform) vyaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan
perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP
baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba pada masa
mendatang.

Narkotika sebenarnya adalah obat yang berasal dari tanaman, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.*
Begitu pula dengan Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah
maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh
selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada
aktivitas mental dan perilaku.? Di satu sisi narkotika dan psikotropika merupakan
obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya
pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Untuk mempermudah penyebutannya narkotika dan psikotropika dapat
disingkat dengan istilah “narkoba” yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang
berbahaya. Pada umumnya masyarakat belum tahu tentang narkotika dan
psikotropika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media
cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba,
meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya
ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat
patologis, dapat menimbulkan disfungsi sosial dan occupational, berpengaruh
negatif pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba haruslah menjadi perhatian segenap pihak, karena

! pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



disebabkan kecepatannya dapat menimbulkan Kketergantungan sehingga
penanganan dan penyembuhannya sangat sulit untuk diatasi. Ini terbukti dengan
tingginya angka relaps (kambuh) tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh
dunia.

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila
ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang
Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika) hanya melarang
terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh undang-undang
yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya,
penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk
kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu,
dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana
kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai
narkoba khususnya generasi muda.

Seperti telah disebutkan di depan ancaman bahaya penyalahgunaan
narkotika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan ancaman nasional yang perlu
ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban
manusia yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan
mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ancaman penyalahgunaan obat-

obatan terlarang tersebut dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran



pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu
ditanggulangi oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya
merupakan masalah besar yang harus dihadapi oleh banyak negara di dunia.
Masalah ini tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-sepenggal tetapi harus
merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi umat
yang sesat.

“Oleh karenanya sejak tahun 1992 PBB telah mencanangkan suatu
gerakan Kampanye hidup sehat dan produktif, serta menjauhi perbuatan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.
Langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan zat-zat adiktif lainnya secara regional maupun internasional
telah dilakukan yang dikoordinir oleh badan-badan PBB dengan dukungan
dana yang cukup besar untuk memperkecil kegiatan-kegiatan produksi
gelap narkotika dan zat adiktif lainnya, untuk memutus mata rantai
peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-upaya
yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan
narkotika.”

Di Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 tahun 2002 yang
dikeluarkan pada bulan Maret 2002 telah menetapkan perubahan nama Badan
Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) menjadi Badan Narkotika Nasional
(BNN), yang mempunyai tugas pengentasan masalah narkotika dengan cara
mencegah, terapi rehabilitasi, penegakan hukum, serta penelitian dan

pengembangan inilah lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada

presiden. Tujuannya, agar lembaga ini dapat lebih leluasa dalam penentuan

® Pramuka Saka Bhayangkara, Wahai Kaum Muda, Jangan Berpacu Dengan Ekstasi.
Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika. Bina Darma Pemuda Printing, Jakarta, 2007, him. 143.



kebijakan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam hal ini
pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk
menanggulangi penyalahgunakan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya.
Badan Narkotika Nasional (BNN) ini tidak bosan-bosan mengadakan seminar,
simposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna
menunjang usaha dan upaya pemerintah ini. Peranan masyarakat, keluarga,
sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan
mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah
banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan
hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi
faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran
narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif
dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta
perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.
“Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan
psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan
yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan.
Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar
narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain

seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas
daerah operasinya.”

* 0.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peredarannya di Indonesia: Reformasi Hukum
Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2002, him. 260.



Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal
pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat
membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga
pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberpaiki terpidana di lembaga
pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada
para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku
kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu,
dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut
konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan
demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti
sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat,
padahal tidak demikian yang terjadi, contohnya Ratu Narkoba, Alin, yang tidak
jera untuk menjalankan bisnis narkoba meskipun sudah di dalam penjara,

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana
penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematik, yaitu melalui apa
yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan
hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya
merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Kebijakan formulatif, yaitu kebijakan penegakan hukum inabstrakto oleh

badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.



2. Kebijakan aplikatif, yaitu kebijakan penerapan hukum pidana oleh aparat
penegak hukum mulai Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebaagai
tahap kebijakan yudikatif.

3. Kebijakan eksekutif, yaitu kebijakan pelaksanaan hukuman pidana secara
konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap
kebijakan eksekutif dan administratif.

Dalam arti sempit, maka kebijakan kedua dan ketiga biasanyaa disebut
sebagai kegiatan penegakan hukum (Law Enforcement). Menyangkut pilihan
pidana yang digunakan dalam kebijakan formulatif, dari berbagai jenis sanksi
pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di
Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia,
karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia.
Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan
kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah
afektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara itu.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) atau penal-law enforcement policy
operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan
legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi
(kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau
perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap
penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undangundang. Tahap aplikasi

adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari



kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah
tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh
Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya
pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana.
Kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang
dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
pada tahap aplikasi dan eksekusi.’

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : dalam tahap formulasi ini
peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan
tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan
yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut
proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat
melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan
baik berupa pidana maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut, maka
akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundangundangan
pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang
diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian

tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan

> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, him. 48-49



kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan
pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-
undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap
peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu
sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat
disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan
politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan
memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat.

Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan
mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-
undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan
fungsi instrumental.®

Sebagai akibat banyaknya penggunaan pidana penjara pada tahap kebijakan
formulatif, maka dalam tahap kebijakan aplikatif pidana penjara menjadi jenis
pidana yang dominan dalam penerapannya, yang pada tahap berikutnya bermuara
pada persoalan pelaksanaan (eksekusi) terpidana penjara. Begitupun kebijakan
formulatif pada Undang-Undang Narkotika maupun  Undang-Undang

Psikotropika.

6 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, him.
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Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana
narkotika dan psikotropika dapat dilakukan melalui jalur ’penal” (hukum pidana)
dan ” non penal” (di luar hukum pidana)”.

Dalam Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal” lebih
menitikberatkan pada sifat ”repressive” sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur
”non penal” lebih menitikberatkan pada sifat ’preventive”
(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.”

Dalam hal ini penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur “penal”
(hukum pidana) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika tercantum dalam
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5
Tahun 1997 tentang psikotropika yang berisi:

1. Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan
sebagai perbuatan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika diatur
dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 dan Undang-Undang Psikotropika diatur
dalam Pasal 59 hingga Pasal 72.

2. Subyek tindak pidana (yang dapat dipidana) menurut Undang-Undang
Narkotika tersebut berupa orang perorangan maupun korporasi. Namun di
samping itu, ada pula subjek yang bersifat khusus, yaitu pimpinan rumah
sakit/puskesmas/balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu

pengetahuan, pimpinan pabrik obat, dan pimpinan pedagang besar farmasi.

" Barda Nawawi Arif, loc.cit.,
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3. Kebijakan sanksi pidana dan pemidanaannya antara lain jenis sanksi dapat
berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur
hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan
hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).

Beberapa contoh putusan pengadilan dalam melaksanakan penegakan
hukum di bidang narkoba yang lebih menekankan pada sifat represif diantaranya
Putusan Pengadilan Negeri No. 75/Pid.B/1999/PN. Tegal mengenai kasus
kepemilikan Narkotika Golongan | oleh Terdakwa Agus Salim yang menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar haruslah diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan. Contoh lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur No. 772/Pid/B/1999/PN.Jkt. Tim. mengenai kasus kepemilikan Narkotika
Golongan | oleh Terdakwa Heri Chandra yang menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa tersebut selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus
ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar haruslah
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan dua contoh putusan hakim yang mencerminkan kebijakan
aplikatif maupun kebijakan eksekutif (1) lebih menekankan pada sifat represif
yaitu menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda, tanpa menghiraukan
sifat preventif, yang bisa saja dilakukan oleh hakim, seperti misalnya dengan

menambahkan instruksi untuk melakukan rehabilitasi, (2) ringannya pidana
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penjara yang hanya 3 (tiga) tahun, dipastikan tidak akan menimbilkan efek jera
bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

Hukuman bersifat represif lebih cocok dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana
narkoba yang berperan sebagai produsen baik yang menyediakan narkoba dengan
cara memproduksi, menanam, eksportir dan importir atau pun yang berperan
mengedarkan narkoba tersebut. Penggolongan pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkoba ini diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pemidanaan,
Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Bab XIV tentang Ketentuan Pemidanaan, Pasal 59 sampai
dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Melihat kebijakan formulatif dalam Undang-Undang Narkotika maupun
Undang-Undang Psikotropika tersebut di atas, maka kebijakan formulatif ini lebih
menitik beratkan pada kebijakan represif dari pada kebijakan preventif. Meskipun
dalam Undang-Undang Narkotika telah diatur juga mengenai kebijakan preventif
yang diatur pada Pasal 54 hingga Pasal 59 dan Undang-Undang Psikotropika
diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 41 yaitu tentang rehabilitasi pada orang yang
kecanduan narkotika dan/atau psikotropika, namun dalam menjalankan kebijakan
aplikatif ataupun kebijakan eksekutif, para penegak hukum lebih cenderung
menitik beratkan pada kebijakaan represif, yaitu menghukum dengan pidana
penjara dan/atau pidana denda. Dalam menjatuhkan vonisnya terhadap perkara-

perkara narkoba seorang hakim lebih mengutamakan hukuman pidana penjara
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ataupun pidana denda dan mengesampingkan pilihan pidana yang berupa
rehabilitasi.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo® pada kebijakan legislatif ada ketidak
jelasan tentang falsafah pemidanaan. Aspek ini ditegaskan dengan redaksional
sebagai berikut:

“Akan tetapi peran lembaga legislatif tidak kalah pentingnya, karena
sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati nurani dan
rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana merupakan salah satu
tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk
bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai
dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini. Menurut saya,
ketidakjelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang
serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke
arah negara yang lebih demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula
kebijakan pidana (criminal policy) yang sampai Kini belum dirumuskan.
Merupakan impian criminal justician, agar para pengambil keputusan di
bidang hukum, khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,
Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian dan DPR untuk duduk
bersama, urun rembug menghasilkan criminal policy, dengan dilandasi
falsafah pemidanaan yang tepat untuk Indonesia.”

Menurut teori relatif atau nisbi, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti
dengan suatu pidana. Untuk ini, tindakan cukup adanya suatu kejahatan, tetapi

harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi

® Dalam Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam llmu Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia pada tanggal 8 Maret 2003 dengan judul: Rekonstruksi Konsep Pemidanaan:
Suatu gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia, beliau dengan terminologi
“falsafah pemidanaan mengatakan di Indonesia saat ini ada Kketidakjelasan tentang falsafat
pemidanaan.
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si penjahat sendiri. Tindakan saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa
depan.’

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan
pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan”
(doel-theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di
kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi
umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan
ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan
takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditunjukkan kepada si
penjahat, sedang dalam preverensi umum diusahakan agar para oknum semua juga
takut akan menjalankan kejahatan. Kedua macam gagasan ini mempunyai
penganut-penganut yang gigih berdebat satu sama lain.

“Sebagai penganut prevensi khusus, Zevenbergen menyebutkan dua
penulis, yaitu Van Hamel dan Grolman. Sebagai penganut prevensi umum,
Zavenbergen, Van Hattum, dan Hazewinkel Suringa disebut terutama Paul
Anselm Feuerbach yang menitik beratkan pada ancaman pidana, termuat
dalam aturan hukum pidana. Penulis ini mempergunakan pengertian
psychologischedwang, yang berarti bahwa dengan ancaman pidana ini
orang-orang didorong secara psikis tidak secara fisik untuk tidak
melakukan kejahatan. Teori relatif atau teori nisbi ini melihat bahwa upaya
untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi
orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan. Menurut

Zevenbergen, terdapat tiga macam “memperbaiki si penjahat” ini, yaitu
perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan

° Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2009, him. 59-64.
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yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati undang-undang.
Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan
jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan
si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi. Zevenbergen
menunjukan sebagai pembela dari ketiga macam perbaikan ini masing-
masing Stelzer, Groos, dan Kraus™°

Kebijakan formulatif baik dalam Undang-Undnag Narkotika maupun dalam
Undang-Undang Psikotropika yang memberikan porsi yang sama baik sifat
preventif maupun represif-nya, pada tataran kebijakan aplikatif ataupun kebijakan
eksekutif, seperti contoh di atas, kebijakan formulatif tersebut tidak dijalankan
dengan benar.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang
masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni
pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian
view).™ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif
terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga
pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap
kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.
Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-looking).

“Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau
kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin
dihasilkan dengan dijatunhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di

pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain
dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini

10 H
Ibid.,
1 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, New Edition, Stanford University
Press, California, 2008, him. 9.
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dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus
mempunyai sifat pencegahan (detterence).”

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika
merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap
penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian,
diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi
peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi
acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana
putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini,
peneliti akan mencoba meneliti tentang kebijakan formulatif hukum pidana dalam
penangulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika, suatu studi Kritis
terhadap Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai
berikut:
1. Apakah kebijakan formulasi tentang perbuatan mengedarkan sebagai tindak

pidana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

12 1hid, him. 10.
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Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika sudah sesuai atau belum dengan dasar-dasar pembenar kebijakan
kriminalisasi?

2. Apakah kebijakan formulasi tentang sanksi pidana yang diancamkan terhadap
pelaku tindak pidana yang mengedarkan dalam ketentuan Undang- Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang No. 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip
kebijakan penalisasi?

3. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam kasus narkotika dan
psikotropika terhadap pengedar narkoba yang melibatkan korporasi dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali,
menghubungkan dan membuat forecasting atas suatu kejadian. Setiap penelitian
yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Jadi, tujuan dari penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah Kkebijakan formulasi tentang perbuatan
mengedarkan sebagai tindak pidana yang dianut dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor
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5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah sesuai atau belum dengan dasar-
dasar pembenar kebijakan kriminalisasi.

2. Untuk mengetahui Apakah kebijakan formulasi tentang sanksi pidana yang
diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang mengedarkan dalam
ketentuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah sesuai/belum
dengan prinsip-prinsip kebijakan penalisasi .

3. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana dalam kasus narkotika
dan psikotropika terhadap pengedar narkoba yang melibatkan korporasi dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan data penelitian dan literatur yang bermanfaat bagi
pengembangan keilmuan hukum pidana dan ilmu pengetahuan
pengetahuan lainnya.
b. Memberi masukan bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan
mengenai hukum pidana khususnya mengenai kebijakan hukum pidana
(kebijakan penal) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan

psikotropika.
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c. Bermanfaat sebagai bahan kajian awal yang lebih mendalam bagi peneliti
lainnya yang akan melakukan kajian atas kebijakan hukum pidana
(kebijakan penal) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan
psikotropika.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait seperti anggota
kepolisian, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana
(kebijakan penal) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan
psikotropika.

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
dapat memberikan informasi dalam memahami bagaimana pelaksanaan
kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) dalam penanggulangan tindak

pidana narkotika dan psikotropika.

E. Kerangka Teori/Kerangka Pemikiran
Membahas tentang kebijakan formulatif hukum pidana (kebijakan penal)
tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar
bahasa indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan
asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan
pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk

manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan.
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“Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah
suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis
untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih
baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-
undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau
pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.” *3

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan formulatif dalam
hukum pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena
hal ini dapat menghambat kebijakan aplikatif atau eksekutif yaitu penaggulangan
kejahatan dengan hukum pidana.

”Di samping itu, kebijakan formulatif dalam hukum pidana merupakan
usaha penanggulangan kejahatan melalui formulasi atau pembuatan
undang-undang (hukum) pidana yang pada hakikatnya juga merupakan
bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan
usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dengan
demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga
merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (sosial
policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang
rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
mencakup perlindungan masyarakat.”*

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum
pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti
penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan.

“Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat

3 Barda Nawawi Arif, op.cit, him. 23.
“ Ibid, him. 27.
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hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan
bagaimana penegakan hukum pidana itu dijalankan.”

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu ia dipidana
karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan
dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan
apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Untuk dapat
dipidananya seseorang, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijtbaarheid)
yang objektif terhadap perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana
berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat
tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena
perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat
dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa
pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam
melakukan tindak pidana tersebut.

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan adalah merupakan hal

yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai

5 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,
Bandung, 2005, him. 24.
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kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi
kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.*®
Dalam pengertiannya, tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban
pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana
ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak
pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi
pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan
tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain,
apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.
”Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang
melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa,
sehingga orang itu patut dicela. Apabila pelaku tindak pidana memang
mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan
dijatuhi pidana. Tetapi, apabila pelaku tindak pidana tidak mempunyai
kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan
perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana.
Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas
fundamental dalam pertanggung jawaban pelaku tindak pidana karena telah
melakukan tindak pidana.”*’
Karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan,
kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka kesalahan ini hanya dapat diterapkan
pada manusia karena untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab,

biasanya dilihat dari usia. Apabila seseorang sudah berusia 21 (dua puluh satu)

tahun atau lebih atau sudah menikah, maka ia sudah dianggap memiliki

16 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System &
Implementasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 81-82.

" bid.,
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kemampuan bertanggung jawab karena sudah dapat membedakan yang baik dan
yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang harus dihindari. Dengan demikian,
kemampuan bertanggung jawab ini tidak kepada setiap orang tetapi hanya kepada
orang yang sudah dianggap dewasa, kecuali dalam kondisi tertentu. Begitu juga
dengan unsur kesengajaan, unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku memang
memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memaksudkan
dengan tindak pidana tersebut tercapai suatu tujuan tertentu.

Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
perangkat peraturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut adalah Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika)
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Undang-Undang
Psikotropika). Sebelum terbitnya Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang
Psikotropika, banyak kasus-kasus yang menyangkut narkotika dan psikotropika
yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu,
namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah untuk
ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah. Selain peraturan
perundang-undangan yang khusus mengatur tentang psikotropika memang belum
ada, masalah psikotropika juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.
23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, karena psikotropika tidak diatur di dalam

kedua undang-undang tersebut.
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Dalam konsideran Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang
Psikotropika tersebut antara lain dipertimbangkan, dalam pembangunan kesehatan
dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini
ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran
gelap narkotika dan psikotropika. Dipertimbangkan pula, bahwa kedua zat
tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu adanya jaminan akan ketersediaan
barang tersebut. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat
merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, pada giliranya nanti akan
mengancam ketahanan nasional.

“Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika dan Psikotopika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah
meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun
1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illict
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances, 1998”8

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-
Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi pidana
yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan
justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera
dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat

diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak

atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

18 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007, him. 156.
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Pada dasarnya, pengertian secara filsafati ‘filsafat pemidanaan” dapat
mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pemidanaan”
dan “teori pemidanaan” Khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan
proses peradilannya di Indonesia.’® Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka
“filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif
atau kaidah yang memberikan pedoman, kretaria atau paradigma terhadap
masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik
bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat.
Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah
itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan,
dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini
sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai
teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori
pemidanaan.?’

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief,
menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai
berikut:?!

1. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;

2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;

3. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang.

Y Lilik Mulyadi, Op. Cit, him. 100 — 108.

20 M. Sholehuddin, op. cit, him. 81-82.

! Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni,
Bandung, 1984, him. 4.
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Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada
“sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (prime
guarantor) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (prime threatener)
atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan.
Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional
sebagai berikut:??

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang
maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (The criminal sanction
is indispensable; we could not, now or in the foresecable future, get
along without it).

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang
kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar
dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
(The criminal sanction is the best available device are have for dealing
with gross and immediate harm and threats of harm)

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik”
dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan
manusia. la merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan
manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara
sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once prime
guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Sedangkan terhadap “sistem pemidanaan” atau ‘“the sentencing system”
menurut L.H.C. Hulsman merupakan “aturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (the statutory rules relating
to penal sanctions and punisment).” Menurut Barda Nawawi Arief apabila

pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses

%2 Herbert L. Packer, op. cit, hlm. 364-366.

2 L.H.C. Hulsman, The Ducth Criminal Justice System From A Conparative Legal
Perspective, di dalam D.C. Fokkema (Ed), Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers (Kluwer
Deventer, The Nederlands 1978), him. 320.

26



pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa
sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:*

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;

2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

3. Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk
fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana;

4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana
hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret
sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua
aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum
Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan
sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem
Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem
hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Secara global dan representatif pada pokoknya “sistem pemidanaan” atau
“the sentencing system” mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu: Pertama,
dapat dikaji dari perspektif pemidanaan itu sendiri. Menurut Ted Honderich®
maka pemidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation)
dan kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan
sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada

dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek
yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain.

2 Barda Nawawi Arief, op. cit, him. 136.

% Ted Honderich, Punishment: The Supposed Justications, resived edition, Penguin Books,
Harmondsworth, 1976, him. 14-18, dalam: Yong Ohoitimur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal,
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, him. 2-3.
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Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja
karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena
melawan hukum yang berlaku secara sah.

2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara
hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah
suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku
personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan
merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar
hukum yang mengakibatkan penderitaan.

3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan
hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar
hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur
ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman
kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-
orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum
pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang
diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau
peraturan.

Kedua, sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi
pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik
tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas
personal) ;

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas
culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’);

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku;
ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam
memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan
harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian)
dalam pelaksanaannya.”®

Dari konteks tersebut di atas jelaslah bahwasanya “Filsafat pemidanaan™
berorientasi kepada “pidana”, “sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan”.

Sekarang yang jadi permasalahan utama adalah apakah memang ada “filsafat

%6 Barda Nawawi Arief, op. cit, him. 43
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pemidanaan” tersebut dalam kerangka kebijakan legislatif ataukah kebijakan
aplikatif tersebut di Indonesia?

Memang, hakikatnya untuk saat ini kebijakan pidana (criminal policy) pada
kebijakan legislatif terlebih lagi khususnya kebijakan pemidanaan dalam takaran
aplikatif diperlukan dan mendesak sifatnya. Ada beberapa aspek mengapa
kebijakan ini perlu dirumuskan, yaitu: Pertama, untuk sedapat mungkin
diharapkan relatif menekan adanya disparitas dalam pemidanaan (disparity of
sentencing) terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan
ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama.

Pada hakekatnya, disparitas menurut Molly Cheang merupakan penerapan
pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau
terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan
(offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.*’

Dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif maka hakim
dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan
pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis,
moral justice dan sosial justice. Konkretnya, konsekuensi logis aspek ini maka
putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekatkan diri pada
keadilan yang mencerminkan nilainilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi,

kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman pemidanaan yang dapat sebagai

%" Molly Cheang, Disparity of Sentencing, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd., 1977,
him. 2.
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barometer dan katalisator bagi hakim. Aspek ini ditegaskan oleh Sudarto sebagai
berikut:

“KUHP  kita tidak memuat pedoman pemberian  pidana

(straftoemetingsleiddraad) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat

oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu

diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya

aturan pemberian pidana (straftoemetingsregels)”.®

Dimensi ini identik dengan keadaan hukum di Negara Singapura, dimana

aspek ini lebih detail dideskripsikan oleh Molly Cheang bahwa:

“The formal law as expressed in our criminal law gives enormous

discretionary power to the judge without guidance as to how that power is

to be exercised. The law generally outhorises a wide range of possibilities.

The legislature often does little than establish an upper and lower limit”.?

Kedua, pedoman pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan

aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang-undang sebagai
kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa apa yang dikehendaki oleh pembentuk
undang-undang. Aspek ini penting sifatnya oleh karena sebenarnya kebijakan
legislatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan oleh karena
kesalahan dalam kebijakan legislatif akan berpengaruh besar kepada kebijakan
aplikatif yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu tentu diperlukan

sikronisasi, transparansi dan latar belakang yuridis tentang hakekat apa dari suatu

undang-undang, apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang

%8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, him. 79-80.
% Molly Cheang, op. cit, him. 4.
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terkonkretisasi sehingga hakim sebagai kebijakan aplikatif tidak salah
menerapkan undang- undang.

Ketiga, pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator
guna menjadi “katup pengaman” bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada
terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif,
manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan
terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut maka
diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga
tercermin adanya nilai kepastian hukum (rechtsZekerheids) yang dijatuhkan
hakim dalam putusannya.

Dengan tolok ukur demikian maka hakekatnya ‘‘filsafat pemidanaan” juga
berorientasi kepada “model keadilan” yang ingin dicapai dalam suatu Sistem
Peradilan Pidana. Konkritnya, bagaimana hakim sebagai pengendali kebijakan
aplikatif dalam hal menjatuhkan putusan juga berorientasi kepada dimensi secara
teoritik serta pula harus mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai
oleh semua pihak. Lebih jauh anasir ini dikatakan Sue Titus Reid sebagai berikut:

“Menurut Sue Titus Reid maka “model keadilan” sebagai jastifikasi
modern untuk pemidanaan. Model ini disebut pendekatan keadilan atau
model Just desert (ganjalan setimpal) yang didasarkan atas dua teori
(tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi
(retribution). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai
dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-

kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang
tepat akan mencegah pra kriminal itu melakukan tindakan-tindakan
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kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan
kejahatan.”*°
Apabila ditarik “benang merah” terhadap “model keadilan” implisit adanya
“filsafat pemidanaan” di dalamnya. Pada dasarnya, “model keadilan” tersebut
berkorelasi dengan teori pemidanaan dimana dimensi ini juga mempunyai
orientasi ruang lingkup “filsafat pemidanaan” yang bersifat integratif dalam
artian gabungan ruang lingkup “filsafat retributif, deteren dan rehabilitasi”.
Konkretnya, menurut Muladi®® karena tujuannya bersifat integratif maka
perangkat tujuan pemidanaannya adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b)
perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d)
pengimbalan/pengimbangan. Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa
tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal ini sifatnya kasuistis.
Selanjutnya, terhadap aspek ini maka Muladi lebih detail mengemukakan
pendapatnya bahwa:
“Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan
itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang
disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan
dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut
berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan
terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan
masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat,

tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang
diakibatkan oleh tindak pidana.**”

%0 Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedures and Issues, West Publishing Company, New
York, 1987, him. 352.

3 Muladi, op. cit, him. 4-5.

%2 M. Sholehuddin, op.cit, him. 51.
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Konsekuensi logis dengan diterapkannya “filsafat pemidanaan yang bersifat
integratif” maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim pemidanaannya
mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap
menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ;

2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan
pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejahatan ; dan

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh
terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Pada dasarnya, konsepsi dan aplikasi pemidanaan dan hukum berorientasi
kepada keadilan.

“Menurut Aristoteles dalam The Ethics of Aristoteles maka pada dasarnya
ada 2 (dua) teori tentang keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan
korektif/lkomutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan
bagian kepada setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak
didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan. Sedangkan
keadilan korektif/komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada
setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa seseorang.
Keadilan korektif/komutatif memegang peranan dalam hal tukar
menukar pada peraturan barang dan jasa, dalam mana sedapat mungkin
terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Sehingga keadilan
korektif/komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan,
sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara
masyarakat khususnya negara dengan perseorangan. Secara koseptual F.
Geny juga berpendapat bahwa tujuan hukum ialah keadilan, dan sebagai
unsur dari pengertian keadilan adalah kemasyarakatan dan kepentingan
daya guna. Aspek ini juga ditegaskan oleh D.H.M. Meuwissen memang
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tujuan dari hukum untuk sebagian terletak dalam merealisasikan
“keadilan”.>

Kemudian Donald Black mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial
pemerintah, sedangkan Lon Fuller hukum merupakan “upaya menjadikan perilaku
manusia tunduk kepada penyelenggara aturan”.*

”Akan tetapi walaupun hukum dipreposisikan demikian, ternyata keadilan
menurut masyarakat tidaklah homogen. Artinya, ukuran dan dimensi
tentang keadilan bersifat situasional, kontekstual dan kasuistis. Oleh karena
demikian, maka tujuan hukum yang mengacu kepada keadilan harus
tercermin dalam ketentuan hukum. Tegasnya, konteks keadilan “menurut
hukum” yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk
undang-undang.”*

Dengan titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada ‘filsafat
pemidanaan yang bersifat integratif” maka dikaji dari perspektif teori
pemidanaan maka penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat
pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (detterence) dan
adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya
(rehabilitasi).

Pada hakekatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail dan terperinci maka
“filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” mengandung beberapa dimensi.

Pertama, bahwa dengan “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif”

diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan

% D.H.M. Meuwissen, Teori Hukum, dalam Pro Justitia, Tahun XII, Nomor: 2, April, 1994,
him. 14

% Lawrence M. Friedman, American Law in Introduction, Second Edition, Terj., Penerbit:
PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, him. 26

%S, Tasrif, Bunga Rampai Filsafat Hukum, Penerbit: CV. Abardin, Jakarta, 1987, him. 98.
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oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban
akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara.
Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan
kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat
dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkretnya,
penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antara
kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan
yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas
fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “asas legalitas”
(yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas culpabilitas” atau asas
kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual. Kedua, secara langsung
ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka ‘filsafat pemidanaan
yang bersifat integratif” pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu,
bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik)
semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-
nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada
hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis
seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat
humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat
pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya

vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan.
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Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis,
sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan
dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice,
sosial justice dan legal justice. Ketiga, diharapkan putusan hakim di samping
mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga
sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada
masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya,
putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga
sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi).
Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim
bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan
rehabilitasi. Keempat, bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan
pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu
kepada “daad-dader strafrecht” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana
memperhatikan pelbagai kepentingan yang  meliputi kepentingan negara,
kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban
kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara
“perlindungan masyarakat” yang mengacu pada ‘“asas legalitas” dan
“perlindungan individu” yang bertitik tolak pada “asas culpabilitas”. Pada
pokoknya terhadap “perlindungan masyarakat”, maka termaktub adanya ide
individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa:

pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal),
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kemudian pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas;
‘tiada pidana tanpa kesalahan’), dan  pidana harus disesuaikan dengan
karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas
bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi)
dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam
pelaksanaannya.

Memang salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep
tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan
pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-
aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo
klasik. Perbedaaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-
masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-
aliran tersebut.

“Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari
ancient regime di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan
ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran
ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will)
manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga
dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik
pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi
tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif
terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana
dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan
kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan
jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan
penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya
menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan
pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.”*®

36 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, him. 29-32.
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Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis,
terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan
pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari
proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik
temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan
formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.
Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan
teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar
pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa
pandangan.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok
yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; dan c) Teori
retributifteleologis.®” Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata
karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak
yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

" Ibid, him. 49.
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Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai
pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat
untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi
ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan
kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan,
baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan
umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan
utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif
(prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan
terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa
takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan
jangka panjang.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan
retributif sebagai satu kesatuan Teori ini juga sering dikenal sebagai teori
integratif atau teori paduan.

Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter
retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab
tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa
tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku

terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya
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kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang
mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian
dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai
sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya
bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan
umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas
masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang
merupakan titik berat sifatnya kasusistis.
“Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam “memperbaiki si penjahat”
ini, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.
Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati undang-
undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia
insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa
kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.”*®
Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut
dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah
dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat
berjalan.
Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment

terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan

dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.*

% Teguh Prasetyo, Sari Hukum Pidana, Andi, Yogyakarta, 2004, him. 89.
% M. Solehuddin, op. cit, him. 61.
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Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai
justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid.

”Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau
model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua
teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan
retribusi  (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model
menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut
diterima olen mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah
dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan
tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain
melakukan kejahatan.”*°

Di samping just desert model juga terdapat model lain yaitu restorative
justice model yang seringkali dihadapkan pada retributive justice model. Van Ness
menyatakan bahwa landasan restorative juctice theory dapat diringkaskan dalam
beberapa karakteristik :**

1. Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to
victims, communities and the offenders themself; only secondary is it
lawbreaking.

2. The overarching aim of the criminal justice process should be to
reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.

3. The criminal justice process should facilitate active participation by
victims, offenders and their communities. It should not be dominated by
goverment to the exclusion of others.

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa restorative justice model

mempunyai beberapa karakteristik yaitu:*?

“% Sye Titus Reid, op.cit, him. 62.

* Daniel W. Van Ness, Restorative justice and International Human Rights, Restorative
Justice: International Perspektive, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications,
Amsterdam, The Netherland, 2006, him. 23.

2 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 2005, him. 127.
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1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain
dan diakui sebagai konflik;

2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan
kewajiban.pada masa depan;

3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;

4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi
sebagai tujuan utama;

5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar
hasil;

6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;

7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah
maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak
pidana didorong untuk bertanggung jawab;

9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman
terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan
ekonomis; dan

11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

F. Definisi Operasional

1. Kebijakan Formulatif
Yaitu kebijakan penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-
undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Dalam hal penegakan
hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika maka kebijakan formulatif ini
merupakan kebijakan yang diambil pada saat pembuatan Undang-Undang
Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika.

2. Kebijakan Pemidanaan
Adalah kebijakan penjatuhan sanksi terhadap suatu tindak pidana yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan.
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3. Konsep tentang Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
Yaitu penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan jalur
hukum pidana namun juga melakukan penanggulangan secara preventif.

4. Tindak Pidana Narkotika
Adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan,
mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan
pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

5. Tindak Pidana Psikotropika
Adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menyimpan, mengedarkan,
dan/atau menggunakan Psikotropika tanpa pengendalian dan pengawasan yang
ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Konsep Tentang Peredaran Narkotika dan Psikotropika
Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyaluran atau penyerahan narkotika maupun psikotropika, baik dalam
rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

7. Konsep Tentang Pengedar Narkotika dan Psikotropika
Adalah pelaku peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melakukan
kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika maupun psikotropika secara

tanpa hak dan melawan hukum.
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G. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif kualitatif
dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis
kebijakan.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang juga mencakup
penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematik hukum,
perbandingan hukum dan literatur.*?

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pendekatan analisis kebijakan
penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci,
sistematis dan menyeluruh mengenai kebijakan formulasi tindak pidana
narkoba menurut ketentuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Kebijakan formulasi yang dimasudkan adalah kebijakan yang diambil

legislative dan eksekutif sebelum undang-undang tersebut terbentu.

2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian berupa data sekunder yang dikumpulkan

peneliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap data-data

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 2001, him. 53.
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sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah

yang akan diteliti. Data sekunder yang diteliti meliputi:

a. Bahan-bahan hukum primer, vyaitu pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang terkait seperti: Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika.

b. Bahan-bahan hukum sekunder vyaitu bahan-bahan yang berhubungan
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-
bahan hukum primer seperti tulisan ilmiah para ahli.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain, artikel,

majalah atau koran serta internet.

3. Metode Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan oleh peneliti dengan metode:
a. Studi Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan hukum
primer yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan
dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Pustaka
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Yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat
kaitannya dengan kebijakan formulatif hukum pidana dalam
penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika, guna
mendapatkan landasan teoretis dan memperoleh informasi dalam bentuk

ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

4. Metode/pendekatan masalah

a. Pendekatan Yuridis normatif
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan
cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menganalisis hukum
sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya yang mengatur masalah kebijakan kriminalisasi
terhadap narkotika dan psikotropika. Penelitian yang demikian ini
disebut dengan penelitian hukum normatif/doktrinal.

b. Pendekatan Kebijakan
Kebijakan hukum pidana subtansinya adalah pembatasan (limitation)
kekuasaan baik yang dimiliki rakyat maupun kekuasaan/penguasa
penegak hukum untuk berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Secara lebih detail kebijakan hukum pidana meyangkut ruang lingkup,
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5.

serangkaian proses mulai dari kongkretisasi, aplikasi, fungsionalisasi

dengan tahap sebagai berikut;**

1.  kebijakan formulasi/legislatif yaitu tahap perumusan, penyusunan
hukum pidana

2. kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana

3. kebijakan admatif inistratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan
hukum pidana.

Dalam  hal ini  peneliti  menekankan pada kebijakan

formulasi/legislatif yaitu yang memiliki tahap perumusan, dan

penyusunan hukum pidana terutama pada saat pengkriminalisasian

perbuatan yang berkenaan dengan narkotika dan psikotropika di DPR.

Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan
metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif karena penelitian berusaha
mendeskripsikan atau menerangkan tentang kebijakan formulatif dalam
penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika, sedangkan
kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif

sehingga tidak menggunakan rumus atau angka-angka.

25-26.

* Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana hal
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H. Sistematika Penelitian
Dalam menyusun tesis ini peneliti  membaginya dalam beberapa bab,
yang kesemuanya terdiri dari lima bab dan dalam bab ini masih dibagi lagi dalam
beberapa sub-sub bab yaitu:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya
diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan Masalah Penelitian,
Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang diharapkan, dan Hipotesis
yang diajukan serta Sistematika Penulisan.
A. Latar Belakang Masalah
Memuat fakta-fakta atau sebab yang relevan sebagai titik tolak dalam merumuskan
masalah penulisan dan mengemukakan alasan penentuan masalah.
B. Rumusan Masalah
Menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin dicari jawabannya.
Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan terperinci mengenai
ruang lingkup permasalahan yang dibahas
C. Tujuan Penelitian
Dalam tujuan penelitian ini disebutkan secara spesifik maksud yang ingin dicapai
dalam penulisan.
D. Manfaat Penelitian

Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari:
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« Aspek teoretis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoretis apa yang
dapat dicapai dari masalah yang diteliti.
» Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang
dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.
E. Kerangka Teori
Argumentasi penulis yang didasari pada teori-teori ilmiah yang telah
dikemukakan dimuka.
F. Metode Penelitian
Menguraikan paradigma/pendekatan/metode yang dipergunakan dalam
penelitian. Serta berisi uraian tentang Teknik Pengumpulan Data dan Teknik

Analisis Data yang digunakan.

BAB Il  TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Bab ini berisi tentang pengertian dan macam-macam tindak pidana, dan
dikhusukan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika maupun
psikotropika besarta modus operandi tindak pidana tersebut serta dampak atau
akibat dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

A. Pengertian dan Macam- Macam Tindak Pidana
Memuat pengetian tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan
macam-macam tindak pidana.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
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Sub bab ini berisi tentang pengertian dan macam-macam tindak pidana
penyalahgunaan narkotika.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
Sub bab ini berisi tentang pengertian dan macam-macam tindak pidana
penyalahgunaan psikotropika.

D. Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
Sub bab ini membahas mengenai cara kerja pengedar narkotika dan
psikotropika dalam perbuatan mengedarkan narkotika dan psikotropika dalam
suatu jaringan hingga samapai ke tangan konsumen.

E. Dampak Atau Akibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
Membahas tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika terhadap kondisi fisik, mental, dan kehidupan sosial dari para
pengguna narkotika dan psikotropika.

BAB 111 TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN KRIMINALISASI

DAN PENALISASI

A. Kebijakan Kriminalisasi
Membahas mengenai pengertian kebijakan kriminalisasi, dasar-dasar yang
harus dipertimbangkan atau orientasi yang mendasari kebijakan kriminalisasi,

serta nilai-nilai yang harus dilindungi dalam kebijakan kriminalisasi.

50



B. Kebijakan Penalisasi
Membahas mengenai pengertian kebijakan penalisasi, dasar-dasar yang harus
dipertimbangkan dalam kebijakan penalisasi, dan pola-pola pengancaman
dalam kebijakan penalisasi.

BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN

PIDANA KOORPORASI

A. Pengertian Koorporasi
Berisi tentang berbagai definisi mengenai korporasi dari berbagai ahli, baik
definisi korporasi dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana.

B. Sejarah Perkembangan Koorporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Subyek
Delik/ Tindak Pidana
Sub bab ini membahas tentang perkembangan korporasi, baik di dunia
maupun di Indonesia sendiri, berikut perkembangan ketentuan-ketentuan yang
mengatur mengenai korporasi yang akhirnya menjadi subjek hukum
disamping subjek hukum manusia.

C. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Koorporasi Sebagai Pelaksana Tindak
Pidana
Membahas mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat per-
tanggungjawaban pidana korporasi, dimana terdapat model pertang-
gungjawaban korporasi, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan

penguruslah yang bertanggung jawab; korporasi sebagai pembuat dan
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pengurus bertanggungjawab; dan korporasi sebagai pembuat dan juga

sebagai yang bertanggung jawab.

BAB V KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA

A. Kesesuaian Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan- Perbuatan Sebagali
Tindak Pidana Yang Dianut Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dan Dalam UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dengan Dasar- Dasar
Pembenar Kebijakan Kriminalisasi
Berisi analisa dalam bentuk narasi dan tabel untuk menemukan apakah ada
kesesuaian atau tidak, antara kebijakan formulasi tentang perbuatan-perbuatan
sebagai tindak pidana yang dianut dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika dan dalam UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan
dasar-dasar pembenar kebijakan kriminalisasi berdasakan tiga pendekatan dari
pendapat Soedarto.

B. Kesesuaian Kebijakan Formulasi Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Narkoba Dalam Ketentuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Dan UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan Prinsip-
Prinsip Kebijakan Penalisasi
Berisi analisa dalam bentuk narasi dan tabel untuk menemukan apakah ada

kesesuaian atau tidak, antara kebijakan formulasi tentang perbuatan-perbuatan
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sebagai tindak pidana yang dianut dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika dan dalam UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan
dasar-dasar pembenar kebijakan penalisasi, baik dilihat dari system
perumusan sanksi pidana maupun system perumusan lamanya sanksi pidana.

C. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam kasus narkotika dan psikotropika
terhadap pengedar narkoba yang melibatkan korporasi dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Membahas mengenai metamorphosis pengaturan pertanggungjawaban
terhadap korporasi pada tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia
untuk mencari kesesuaian pertanggungjawaban pidana dengan teori tiga model
pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

A. Pengertian dan Macam-macam Tindak Pidana
1. Pengertian tentang tindak pidana

Istilah ”pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa
Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) yang
artinya "hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus
hukum, pidana adalah hukuman.*

Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana
dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan
masalah tindak pidana.46 Masalah tindak pidana merupakan masalah
kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk
masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada tindak pidana.

Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yang sangat
mendasar dalam hukum pidana. Untuk mempelajari suatu tindak pidana,
harus terlebih dahulu memahami pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana dikenal istilah tindak

% Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, hal 83
*® Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hal 23
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pidana. Istilah tersebut tumbuh dari pihak kementrian kehakiman yang
sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata tindak lebih pendek dari
kata perbuatan, tapi hanya menyatakan keadilan konkrit. Mengenai istilah
tindak pidana, Moeljatno kurang setuju, istilah yang lebih tepat yaitu
perbuatan pidana.47

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa
sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan
pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda.
Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh
undangundang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat
dihukum.*®

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan
manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau

bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.*

*" Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta , Rineka Cipta. 2000, hal 55

*® Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik), Jakarta,
SinarGrafika, 1991, hal. 4

* Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana I , Alumni, Bandung, 1986, hal. 41
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Peristiwa pidana meliputi perbuatan (handelen atau doen, positif) atau
melalaikan (nien, doen, negatif) maupun akibatnya, istilah peristiwa tidak
hanya menunjuk kepada tindakan manusia.>

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang
dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang
dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut
dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik
bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang

mengetahuinya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Untuk dapat mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan suatu
tindak pidana, maka suatu perbuatan tersebut harus mempunyai syarat-syarat
sebagai suatu tindakan pidana, yaitu :>
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d. Unsur melawan hukum yang obyektif
e. Unsur melawan hukum yang subyektif

%0 www.kontras.com, Dissenting Oponion, Jony Wainal Usman, diakses jum’at 17 Juni 2011

pukul 09.57 WIB
> Moeljatno. Op.cit. hal 69
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Menurut Moeljatno, bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan
sebagai perbuatan atau tindak pidana jika suatu perbuatan tindak pidana
tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu :>2
a. Suatu perbuatan manusia
b. Perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
c. Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat
dijabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam
yaitu unsur-unsur obyektif, yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif
adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
pada diri si-pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang
terkandung di dalamnya hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur-
unsur obyektif adalah unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat
pada diri si-pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk
kedalamnya vyaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya hatinya,
sedangkan yang dimaksud dengan unsure obyektif adalah unsur-unsur yang
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan mana
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut P.A.F Lamintang, penjabaran dari kedua unsur tersebut

adalah sebagai berikut:

%2 1bid., hal 12
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a) Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan
yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus
dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

(1) Melanggar hukum atau wederechtelijk;

(2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP
atau “keadaan sebagi pengurus atau komisaris dari suatu
perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398

KUHP;

(3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya
yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini
terdiri dari:

(1) Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa);

(2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang
dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;

(3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain
sebagainya;

(4) Perasaan takut atau vress;

(5) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad.

3. Macam- Macam Tindak Pidana
Rumusan macam-macam tindak pidana terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP.
KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan
umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai

aturan umum dimuat dalam buku 1, sedangkan tindak pidana- tindak pidana

tertentu dimuat dalam buku Il dan I1I.

181

¥ pAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal
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Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau
bidang dalam hukum pidana, misalnya tentang batas-batas berlakunya hukum
pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta
memberatkan pidana, tentang percobaan, tentang perbarengan, tentang
penyertaan dan lain sebagainya. Aturan umum hukum pidana ini berlaku tidak
saja bagi tindak pidana-tindak pidana yang ada dalam buku Il dan buku Il
KUHP, melainkan juga terhadap tindak pidana yang ada di luar KUHP
sepanjang dalam UU lain itu tidak ditentukan lain (pasal 103).

Tindak pidana- tindak pidana yang dimuat dalam buku Il dan Il tadi,
adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun
pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana
tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan
itu.

Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan
mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam UU adalah
sebagai suatu ciri dari suatu tindak tertentu, yang membedakan dengan aturan
mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.>*

Kejahatan yang dimuat dalam buku IlI, pada kenyataannya
mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran

ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan

** Soerdjono, Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005, hl. 27.
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sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu
kepentingan hukum (recbtsbelang) yang dibahayakan/dilanggar.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan
dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai
perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan
menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai
ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Berarti UU
telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan- kepentingan hukum
tersebut.

“Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP,
berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh
hukum pidana. Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan
atau dibedakan, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Oleh
karena pelanggaran atas suatu kepentingan hukum, dapat juga
melanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya,
pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingan hukumnya
lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga
adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat. Ada
suatu kepentingan hukum perorangan apabila kepentingan hukum itu
juga merupakan suatu kepentingan hukum masyarakat.”>

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke

dalam:

1. Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang

lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati,

% Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, llmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2007, him. 152.
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misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam
lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP).

. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya,
melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan378 KUHP) dan tidak
menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang,
misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.

. Kejahatan (Buku 1l KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela,
terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu
disebut juga sebagai delik hukum.

. Pelanggaran (Buku Il KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah
satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga

disebut delik Undang-undang.

Aturan/sistem pemidanaan umum dalam KUHP berorientasi
berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/subjek tindak pidana, tidak
berorientasi pada “badan hukum/korporasi” maupun “korban”; berorientasi
pada sistem pidana mininal umum, maksimal umum dan maksimal khusus;
dan tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus. Selain itu juga
berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa
“kejahatan” dan “pelanggaran”. Pembuatan ketentuan yang menyimpang atau

berbeda dalam perundang-undangan khusus tentunya tidak merupakan
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masalah, karena memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut sistem
hukum pidana yang berlaku yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 103 KUHP.

Namun aturan/ketentuan khusus itu akan menimbulkan permasalahan
juridis dilihat dari sudut system pemidanaan, apabila tidak tidak menyebutkan
menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”.
Dalam hal percobaan tindak pidana misalnya, dalam ketentuan KUHP diatur
bahwa percobaan melakukan kejahatan dipidana dengan maksimum pidana
pokok dikurangi sepertiga (pasal 53). Sedangkan melakukan percobaan
pelanggaran tidak dipidana (pasal 54).

Selanjutnya Hukum Acara pidana juga menentukan syarat
penangkapan. Terhadap tersangka pelanggaran tidak diadakan penangkapan
kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak
memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (pasall9 ayat 2 UU No 8
Tahun 1981). Sedangkan untuk tersangka pelaku kejahatan dapat dilakukan
penangkapan untuk paling lama satu hari (pasal 19) ayat 1 UU No. 8 Tahun
1981). Dalam hal pembantuan terhadap kejahatan dipidana dengan pidana
pokok dikurangi sepertiga (pasal 57 ayat 1 KUHP) sedangkan membantu
pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP).

Demikian juga halnya dalam hal pemberatan karena gabungan
perbuatan pidana, dalam pasal 64 disebutkan bahwa apabila gabungan
perbuatan itu adalah kejahatan dan pelanggaran maka hanya diterapkan satu

aturan pidana yaitu yang terberat (Pasal 64). Sedangkan untuk beberapa
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perbuatan kejahatan dengan ancaman pidana sejenis, maka ancaman
hukumannya adalah maksimum pidana terberat ditambah sepertiga (Pasal 66).
Bila dihubungkan dengan tenggang waktu melakukan penuntutan pidana
(pasal 78 KUHP), maka:®
1. untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan
percetakan, daluarsanya adalah sesudah satu tahun;
2. untuk kejahatan dengan ancaman pidana denda, kurungan atau
maksimal tiga tahun, daluarsanya adalah sesudah enam tahun;
3. untuk kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun,
daluarsanya adalah sesudah dua belas tahun;
4. untuk kejahatan dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah delapan belas tahun.
Selanjutnya dalam hal kewenangan menjalankan pidana dapat hapus
karena lewat waktu (daluarsa) yang diatur dalam Pasal 84 KUHP dimana
untuk semua pelanggaran lamanya adalah dua tahun, sedangkan untuk
kejahatan dengan menggunakan percetakan lamanya adalah lima tahun,

selanjutnya untuk kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan

tenggang waktu bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti

terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa

% www.google.com, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

diBidang Medis, Sri Sumiati, diakses kamis 23 Juni 2011 pukul 13.00 WIB
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narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan
yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak

sadarkan diri.

“Pengertian Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang
dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan
dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi
harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah
selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan
daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.”’

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika diartikan sebagai
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan
dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut Graham Blaine, seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan

narkotika adalah :®

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-
tindakan yang berbahaya dan memiliki resiko tinggi, sehingga
mereka mempergunakan narkotika agar keberaniaannya timbul.

2. Untuk menentang suatu otoritas, seperti misalnya orang tua, guru,
hukum, pemerintah, maupun instansi berwenang lainnya yang
dianggap mengekang kebebasan.

%" Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan
Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 5

%8 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju,
Bandung, 2003, hal 5
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3. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian. Hal ini terjadi karena
pemakai merasa dirinya kurang diperhatikan, merasa disingkirkan,
sehingga mereka memakai narkotika agar dirinya dianggap ada.

4. Untuk melepaskan diri dari masalah dan ingin pikiran yang tenang,
sehingga dengan menggunakan narkotika mereka (pemakai) dapat
menemukan arti hidup.

5. Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk rasa solidaritas
dengan kawan-kawan.

6. Karena didorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just
for kicks).

Dalam pasal-pasal maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam pertimbangan atau
pengantar Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 ini disebutkan bahwa
mengimpor,  mengekspor,  memproduksi,  menanam,  menyimpan,
mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan
pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana
penyalahgunaan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang
sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta
ketahanan nasional Indonesia.

Pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara keseluruhan
diatur lebih terperinci lagi dalam Pasal 111 hingga 147 Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2009 atau Undang-Undang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap,

sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang

makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya
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pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya
pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan
komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.
Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai
bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap
memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah
supply meningkat.

Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat
korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang
korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan

ketergantungan mereka akan narkotika.*®

. Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Seperti diterangkan di atas macam-macam tindak pidana penyalahgunaan
narkotika ini diatur secara terperinci dalam pasal 111 hingga 147 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 atau Undang-Undang Narkotika sebagai
berikut:
a. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Narkotika mengatur
tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman.
Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap

orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

% 1bid, hal 1
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memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan
| dalam bentuk tanaman, sedangkan Pasal 111 ayat (2) menyebutkan
bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan | dalam bentuk
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur
tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan | bukan
tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika Golongan | bukan tanaman dan Pasal 112 ayat (2) menyebutkan
bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika Golongan | bukan tanaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 113 Undang-Undang narkotika mengatur tentang tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan | tanpa hak atau
melawan hukum. Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang
yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, sedangkan ayat (2)
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menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaaan narkotika dalam hal
memperdagangkan narkotika Golongan | diatur dalam Pasal 114 ayat (1)
dan ayat (2). Dalam pasal 114 ayat (1) Undang- undang Narkotika
disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan
I, sedangkan Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau
dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Selanjutnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal
pengiriman dan pengangkutan diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Narkotika. Pasal 115 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap
orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,

mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan | dan Pasal 115 ayat
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(2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima)
gram.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan orang lain baik
menggunakan narkotika terhadap orang lain ataupun memberikan
narkotika Golongan | untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika yang masing-masing
menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan narkotika Golongan | terhadap orang lain atau memberikan
narkotika Golongan | untuk digunakan orang lain dan dalam hal
penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan | untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

. Pasal 111 hingga Pasal 116 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak
pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, maka Pasal 117 hingga
Pasal 121 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana
penyalahgunaan narkotika Golongan I1.

. Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur
tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan dalam hal

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan
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Il tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang
Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
Golongan Il dan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal
perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika
Golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram.

Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur
tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1l tanpa
hak atau melawan hukum. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Narkotika
menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika
Golongan Il dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika
Golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram.

Selanjutnya Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika
mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat
dikategorikan sebagai perdagangan atau jual beli. Pasal 119 ayat (1)
Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
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menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
narkotika Golongan Il dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal
perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram.

. Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak
pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan Il. Pasal 120 ayat (1)
Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa
hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau
mentransito narkotika Golongan Il dan ayat (2) menyebutkan bahwa
dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
narkotika Golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya
melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak
pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan narkotika atau
memberikan narkotika Golongan Il untuk orang lain. Pasal 121 ayat (1)
Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa
hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan Il tehadap
orang lain atau memberikan Narkotika Golongan Il untuk digunakan

orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan
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Narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan Il
untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

. Selanjutnya Pasal 122 hingga Pasal 126 Undang-Undang Narkotika
mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan Ill. Pasal
122 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika Golongan Ill. Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap
orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan Il dan ayat (2)
menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,
menguasai, menyediakan narkotika Golongan Ill sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau
menyalurkan narkotika Golongan Ill. Pasal 123 ayat (1) menyebutkan
bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 11l dan
ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan Il

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
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0. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dalam hal memperjual belikan atau memperdagangkan narkotika
Golongan Il tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 124 ayat (1)
menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan
Il dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan Ill sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

p. Selanjutnya Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dapat dikaegorikan pengiriman dan
pengangkutan narkotika Golongan Il tanpa hak atau melawan hukum.
Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
narkotika Golongan Ill dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal
perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan 11l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram.

g. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dalam hal menggunakan atau memberikan narkotika untuk digu

nakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum. . Pasal 126 ayat (1)
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menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika Golongan 1lIl tehadap orang lain atau
memberikan Narkotika G olongan 111 untuk digunakan orang lain dan ayat
(2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang
lain atau pemberian Narkotika Golongan Ill untuk digunakan orang lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau
cacat permanen.

Pasal 128 ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang tua atau wali dari
pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor juga
dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.
Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau
Undang-Undang  Narkotika mengatur tentang tindak  pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelakunya. Namun pasal-
pasal selanjutnya seperti pada pasal 128 juga diatur macam-macam tindak
pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika.

Pasal 129 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana
yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekusor narkotika sebagai
berikut:

1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor

narkotika untuk pembuatan narkotika;
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2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor
narkotika untuk pembuatan narkotika;

3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor
narkotika untuk pembuatan narkotika;

4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor
narkotika untuk pembuatan narkotika.

Pengertian tentang prekusor narkotika terdapat dalam Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa prekusor narkotika

adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan

dalam pembuatan narkotika.

Sementara itu Pasal 130 Undang-Undang narkotika menyebutkan bahwa

tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam

pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-Undang Narkotika selain bisa

dilakukan orang perorangan juga bisa dilakukan korporasi. Dalam Pasal 1

ayat (21) yang dimaksud korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari

orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.

. Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur jenis tindak

pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang dengan

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika

atau prekusor narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk
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melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor

narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor

narkotika secara terorganisasi.

Pasal-pasal selanjutnya mengatur tindak pidana yang terkait dengan
penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika, seperti:

a. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu
muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan
tindak pidana (Pasal 133 Undang-Undang Narkotika).

b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak
melaporkan diri (Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Narkotika).

c. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 134
ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika (Pasal
134 ayat (2) Undang-Undang Narkotika).

d. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135 Undang-Undang
Narkotika). Sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Narkotika mengatur
bahwa (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan
Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika; (2)
Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain
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yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan,
ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya
dan (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan
Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan,
menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan,
menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang,
harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak
pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika (Pasal 137,
ayat (a) Undang-Undang Narkotika).

Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,
penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau
transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk
benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud
yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak
pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 ayat (b) Undang-Undang
Narkotika).

. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta
penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau
tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 137

Undang-Undang Narkotika).
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h. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal
28 (Pasal 139 Undang-Undang Narkotika). Pasal 27 Undang-Undang
Narkotika menyebutkan bahwa (1) Narkotika yang diangkut harus
disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat
yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan
oleh pengirim; (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan
Narkotika yang diangkut; (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib
melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor
pabean setempat; (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam
kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan
cukai; dan (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa
dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di
dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan
pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera
melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang
berwenang. Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Narkotika menyebutkan
bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi

kapten penerbang untuk pengangkutan udara.
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Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal
89 (Pasal 140 Undang-Undang Narkotika).

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87,
Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) (Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Narkotika).

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141
Undang-Undang Narkotika).

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara
melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil
pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142 Undang-

Undang Narkotika).

. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang
pengadilan (Pasal 143 Undang-Undang Narkotika).

Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan
pengulangan tindak pidana (Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang

Narkotika).
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0. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak
pidana Prekursor Narkotika, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),
Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik
Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 14
Undang-Undang Narkotika 5).

p. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran
keluar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146 ayat (1) Undang-
Undang Narkotika).

g. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146
ayat (2) Undang-Undang Narkotika)

r. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang
memasuki wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146 ayat (3)
Undang-Undang Narkotika).

Selain itu diatur juga tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan oleh pemimpin rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu
pengetahuan, pimpinan Industri Farmasi dan pimpinan pedagang besar
farmasi sebagaimana diatur Pasal 147 Undang-Undang Narkotika yang

menyebutkan:
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pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan,
sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang
mengedarkan Narkotika Golongan Il dan 1l bukan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan;

. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli,
menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan;

pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika
Golongan | bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
atau

. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan
| yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau
mengedarkan Narkotika Golongan Il dan 1l bukan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan
ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tindak

pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan pengiriman dan

pengangkutan narkotika Golongan Il tanpa hak atau melawan hukum. Pasal

125 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan

hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika

Golongan 11l dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I11
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram
sangatlah perlu untuk dikendalikan karena suatu tindakan yang dikategorikan
pengiriman, membawa, mengangkut, atau mentransito Narkoba dapat menjadi
titik awal dari perluasan narkotika.

Dalam pengertian diatas tampak Undang- Undang bermaksud
membatasi peredaran narkotika pada kegiatan penyaluran dan penyerahan.
Hal ini terlihat jelas dengan menyebutkan secara tegas, bahwa peredaran
narkotika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Agar penulisan tidak melebar, penulis juga akan membatasi pembahasan
mengenai Narkotika hanya tentang pengedar saja. Yang dimaksud dengan
peredaran dalam pasal 35 Undang- undang No 35 Tahun 2009 adalah
Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,
bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini dikarenakan penulis menganggap pembahasan mengenai
pengedar lebih krusial dibandingkan dengan pengguna atau bandar narkotika.
Pengedar dianggap penulis sebagai kunci terjadinya penyalahgunaan
narkotika. Pengedar merupakan kepanjangan tangan dari bandar, atau sebagai
perantara antara bandar dengan pengguna. Jika tidak ada pengedar, maka
bandar tidak bisa menyebarkan narkotika secara ilegal, karena dalam berbagai

modus, hubungan langsung antara bandar dengan pengguna adalah suatau hal
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yang dihindari oleh masing-masing pihak dengan alasan keamanan. Sehingga
ketergantungan hubungan antara pengguna dengan pengedar cukup tinggi.
Karena itu jika ingin melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika secara menyeluruh, hal yang paling utama adalah
memotong akses antara bandar dengan pengguna, begitu juga sebaliknya,
dengan melakukan pemberantasan terhadap para pengedar.

Pengedar disini bisa berdiri secara pribadi, atau sebagai kaki tangan dari
para bandar. Sebagai pribadi dalam artian seseorang yang secara sadar
melakukan kegiatan-kegiatan peredaran narkotika untuk keuntungan pribadi,
yaitu sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang, dimana hubungannya
dengan bandar terpisah. Modusnya adalah dengan “membeli” narkotika dari
bandar, untuk dijual lagi kepada pengguna. Hubungan pengedar dan bandar
jenis ini terputus setelah terjadi transaksi, dan baru akan berhubungan lagi jika
pengedar kembali membutuhkan narkotika untuk ia jual kembali. Lain halnya
dengan pengedar yang sebagai kaki tangan dari para bandar antara lain
sebagai kurir, pengirim, pengantar, atau pengangkut narkotika, dimana
kegiatan-kegiatan tersebut mereka lakukan karena mereka berada dalam satu
jaringan peredaran. Hubungan pengedar dan bandar jenis ini tidak terputus
selama jaringan masih solid. Karena bandar tidak bisa menyuruh sembarang
orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi, hanya tertentu bagi orang-
orang yang sudah mereka percaya saja. Sehingga pengedar disini masih akan

terus melakukan pekerjaannya selama dibutuhkan para bandar. Sistem
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hubungan pekerjaan mereka seperti antara majikan dangan karyawan, dimana
bandar memberi upah dengan jumlah tertentu bagi para pengedar untuk
melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan. Dan besarnya upah tadi
tergantung dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan dan tergantung pula
pada berapa banyak narkotika yang harus mereka edarkan.

Mengingat sepenting itu posisi pengedar di lingkup peredaran gelap
narkotika di Indonesia khusunya, maka pembahasan tulisan ini akan
difokuskan pada pengedar saja.

Didalam pasal 1 ayat (6) juga dijelaskan tentang peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika. Yang dimaksud dengan peredaran gelap
nakotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika.

Pasal yang mengatur tentang penyerahan dan penyaluran narkotika
maupun prekusor narkotika terdapat pada pasal 113 ayat (1),(2); pasal 114
ayat (1),(2); pasal 118 ayat (1),(2); pasal 119 ayat (1),(2); pasal 123 ayat
(1),(2); pasal 124 ayat (1),(2); dan pasal 129. Untuk pasal 130 mengatur
tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan secara korporasi.

. Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
a. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
Psikotropika menurut Undang-undang No.5 tahun 1997 merupakan zat

atau obat, baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika yang berkhasiat,
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psikoaktif melalui pengaruh selektif menurut susunan syaraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan
syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya
halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam
perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek
stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Akibat peredarannya yang
makin tidak terkontrol dan mulai berbahaya, maka Dewan Perserikatan

Bangsa Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan

peredaran psikotropika (Convention on psychotropic substances) yang

diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971,

yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.
Psikotropika menurut  tujuan penggunaan dan tingkatan risiko
ketergantungannya terbagi dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan 1, psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi
kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

2. Golongan Il, psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan dapat
digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki

potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
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3. Golongan 1ll, psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan banyak
digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki
potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan.

4. Golongan 1V, psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan sangat luas
digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki
potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Zat adiktif hampir semuanya termasuk ke dalam psikotropika, tetapi tidak
semua psikotropika menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yang
sekarang sedang populer dan banyak disalahgunakan adalah psikotropika
Golongan |, diantaranya yang dikenal dengan Ecstasi dan psikotropika
Golongan Il yang dikenal dengan nama Shabu-shabu. Rumus kimia XTC
yang sering disebut ecstasi adalah  3-4-Methylene-Dioxy-Methil-
Amphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di
penghujung akhir abad lalu.

“Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat
mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan MDMA sebagai
serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai oleh para
dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit
diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan
terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku,
serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung
berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa
juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan
sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu
lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat
dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala
terasa kosong, rileks dan "asyik". Dalam keadaan seperti ini, kita

merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga
untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan
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berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu
kita akan merasa sangat lelah dan tertekan. Shabu-shabu adalah hasil
sintesis dari zat Kkimiayang disebut amfetamin. Shabu-shabu
berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan
cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari
ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap Yyang
ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa Yyang
didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter
karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian
pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut
efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang
terhirup. Shabu sering dikeluhkan sebagai penyebab paranoid (rasa
takut yang berlebihan), menjadi sangat sensitif (mudah tersinggung),
terlebih bagi mereka yang sering tidak berpikir positif, dan halusinasi
visual. Masing-masing pemakai mengalami efek tersebut dalam kadar
yang berbeda.”®

Apabila dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf
pusat manusia, Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi :

a. Depresant yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas
susunan saraf pusat (Psikotropika Gol 4), contohnya antara lain : Sedatin/Pil
BK, Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrak (MX).

b. Stimulant yaitu yang bekerja mengaktif kerja susan saraf pusat,
contohnya amphetamine, MDMA, N-etii MDA & MMDA. Ketiganya ini
terdapat dalam kandungan Ecstasi.

c. Hallusinogen yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi
atau khayalan contohnya licercik acid dhietilamide (LSD), psylocibine,

micraline.

%0 http://dampaknegatifpsikotropika.blogspot.com/
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Disamping itu Psikotropika dipergunakan karena sulithya mencari
Narkotika dan mahal harganya. Penggunaan Psikotropika biasanya dicampur
dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan
efek yang sama dengan Narkotika.®

Dalam pengantar, pasal-pasal maupun penjelasan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tidak disebutkan secara eksplisit
mengenai pengertian tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Namun
dengan mengambil analogi terhadap pengertian tindak pidana penyalahgunaan
narkotika, maka pengertian pengertian tindak pidana penyalahgunaan
psikotropika adalah seluruh kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi,
menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan psikotropika tanpa
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan
tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tindak pidana penyalahgunaan
psikotropika juga sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar
bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan
nasional Indonesia.

Pengertian tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ini kemudian
diatur lebih terperinci lagi dalam pasal 59 hingga 72 Undang-Undang Nomor

5 tahun 1997 atau Undang-Undang Psikotropika.

*! 1bid
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b. Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

Seperti diterangkan di atas macam-macam tindak pidana penyalahgunaan

psikotropika ini diatur secara terperinci dalam pasal 59 hingga 72 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2009 atau Undang-Undang Psikotropika sebagai

berikut:

a. Pasal 59 Undang-Undang Psikotropika mengatur macam-macam tindak

pidana penyalahgunaan psikotropika dalam hal:

menggunakan psikotropika golongan | selain dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) yang mengatur bahwa selain penggunaan psikotropika untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk tujuan ilmu
pengetahuan, psikotropika Golongan | dinyatakan sebagai barang

terlarang; atau

. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi

psikotropika golongan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang
menyebutkan bahwa psikotropika Golongan | dilarang diproduksi
dan/atau digunakan dalam proses produksi, atau

mengedarkan psikotropika golongan | tidak memenuhi ke-tentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang menyebutkan
bahwa Psikotropika golongan | hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat
dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau

lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan; atau
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mengimpor psikotropika golongan | selain untuk kepentingan ilmu
pengetahuan; atau
secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa

psikotropika golongan I.

b. Selanjutnya Pasal 60 Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang

penyalahgunaan psikotropika dalam hal memproduksi dan mengedarkan

psikotropika sebagaimana diatur sebagai berikut:

memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan
Pasal 5 yang menyebutkan bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi
oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa psikotropika, yang diproduksi
untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau
persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya; atau

memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang
tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa psikotropika yang berupa obat hanya dapat
diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di

bidang kesehatan.
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c. Sementara itu Pasal 61 Undang-Undang Psikotropika mengatur ekspor

impor psikotropika yang diatur sebagai berikut:

mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan
dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa (1) Ekspor psikotropika
hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi
yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku; (2) Impor psikotropika
hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi
yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku, serta lembaga penelitian
atau lembaga pendidikan; dan (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk

mengedarkan psikotropika yang diimpornya, atau

. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan

ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 yang menyebutkan bahwa (1) Eksportir psikotropika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat
persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor
psikotropika; (2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap

kali melakukan kegiatan impor psikotropika; dan (3) Surat persetujuan

91



impor psikotropika golongan | hanya dapat diberikan untuk
kepentingan ilmu pengetahuan; atau

iii. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa
dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan
impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang
menyebutkan bahwa penanggung jawab pengangkut ekspor
psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan
surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat
persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor atau
Pasal 22 ayat (4) yang menyebutkan bahwa penanggung jawab
pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik
Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan
surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan
ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.

d. Selanjutnya Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika menyebutkan bahwa
barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa
psikotropika termasuk tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

e. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang
pengangkutan, ekspor dan pengemasan kembali psikotropika sebagaimana
diatur sebagai berikut:

i. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen

pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang menyebutkan
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bahwa setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib

dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika; atau

. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang menyebutkan
bahwa setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito
psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari (1)
pemerintah negara pengekspor psikotropika; (2) pemerintah negara
pengimpor atau tujuan semula ekspor psikotropika; dan (3) pemerintah
negara tujuan perubahan ekspor psikotropika; atau

melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa
pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau
sarana angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan
terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus

dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang;

Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang pelabelan,

pengiklanan dan pemusnahan psikotropika sebagaimana diatur sebagai

berikut:

tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang
menyebutkan bahwa (1) pabrik obat wajib mencantumkan label pada
kemasan psikotropika dan (2) label psikotropika adalah setiap keterangan

mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar
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dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau
dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari

wadah dan/atau kemasannya; atau

. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan
pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan; atau
mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa psikotropika hanya
dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media
cetak ilmiah farmasi; atau

melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan bahwa
pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud (1) dilakukan oleh
suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang
berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat
terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah
mendapat kekuatan hukum tetap; (2) khusus golongan 1, wajib
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; (3)

dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab
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atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu,
serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan
oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan,
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana
dimaksud pada ayat tersebut atau Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan

bahwa setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.

g. Pasal 64 Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang tindak pidana

psikotropika yang berhubungan dengan pengobatan dan rehabilitasi

sebagaimana diatur sebagai berikut:

menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani
pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 yang menyebutkan bahwa (1) pengguna
psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban
untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan dan (2) pengobatan
dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

fasilitas rehabilitasi; atau

. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) yang menyebutkan bahwa
penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis hanya dapat dilakukan atas

dasar izin dari Menteri;

h. Pasal 65 Undang-Undang Psikotropika menyatakan termasuk tindak

penyalahgunaan psikotropika bagi seseorang yang tidak melaporkan adanya
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penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) yang menyebutkan bahwa
masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui
tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
Pasal 67 Undang-Undang Psikotropika mengatur jenis tindak pidana
penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh warganegara asing,
sebagaimana diatur sebagai berikut:
Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika
dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik
Indonesia.
Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali
ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan
pengadilan.
Pasal 68 Undang-Undang Psikotropika menyatakan bahwa tindak pidana
penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu kejahatan dan Pasal 69
Undang-Undang Psikotropika yang menyebutkan bahwa percobaan atau
perbantuan dalam hal penyalahgunaan psikotropika dianggap sebagai
melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika itu sendiri.
Pasal 70 Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang jenis tindak pidana

penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh korporasi. disamping
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dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda
sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut
dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
Selanjutnya Pasal 71 Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang jenis
tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan secara
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,
menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau
Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.

Pasal 72 Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang jenis tindak pidana
penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan menggunakan anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di
bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua
tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang
dijatuhkan kepadanya.

Dalam pasal 71 Undang-Undang Psikotropika yang mengatur tentang
jenis tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan secara
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,
menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau

Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat akan lebih diperhatikan dalam
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hal ini, karena sudah adanya tindakan persekongkolan dalam hal
penyalahginaan tindakan pidana dalam penyalahgunaan psikotropika.

Agar penulisan tidak melebar, penulis juga akan membatasi
pembahasan mengenai Psikotropika hanya tentang pengedar saja. Yang
dimaksud dengan peredaran dalam pasal 1 ayat (5) Undang- undang No 5
Tahun 1997 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau
penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan
maupun pemindah tanganan.

Dalam pengertian diatas tampak undang-undang bermaksud membatasi
peredaran psikotropika pada kegiatan penyaluran dan penyerahan. Hal ini
terlihat jelas pada ketentuan pasal 8 yang menyebutkan dengan tegas, bahwa
peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pihak pihak yang dapat menjadi penyalur psikotropika sebagai mana
ditentukan pasal 12 ayat (1), yaitu pabrik obat, perusahaan farmasi, sarana
penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah dalam
rangka kesehatan.

Selain pengedar yang termasuk didalam pasal 12 ayat (1) adalah
merupakan pengedar tanpa hak atau melawan hukum, Psikotropika
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 59 ayat (1) huruf b,c,d; pasal 60 ayat
(1) huruf a,b,c; ayat (2),(3),(4) serta pasal 61 aayat (1) huruf a,b. Untuk pasal
70 mengatur tentang penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan secara

koorporasi
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Sama halnya dengan alasan yang penulis kemukakan mengenai
pembatasan pembahasan mengenai pengedar saja di lingkup tindak pidana
narkotika, demikian pula dengan pembatasan pembahasan yang akan penulis
lakukan di lingkup tindak pidana psikotropika. Ada pula satu hal yang
membuat penulis merasa perlu untuk memfokuskan pembahasan mengenai
pengedar saja di lingkup tindak pidana psikotropika ini, bahwa hanya pada
tindak pidana psikotropika sajalah sebuah apotek, yang notabene sebagai
perantara penjualan obat-obatan yang legal, dapat menjadi bagian dari
peredaran gelap narkotika. Hal ini terbukti dalam sebuah kasus yang terjadi di
Yogyakarta beberapa waktu lalu.

“Empat apotek di Yogyakarta pada tahun 2012 ditengarai melakukan
pelanggaran praktik penjualan obat-obatan psikotropika secara bebas.
Pemkot Yogyakarta menyiapkan sanksi keras kepada mereka.
Dari empat apotek yang diduga melanggar tersebut,satu di antaranya
yaitu Apotek Kusumanata di Jalan Kusumanegara dipastikan menjual
obat jenis psikotropika.Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan
terhadap apotek tersebut, Rabu 29 agustus malam. Dari pemeriksaan
itu, sebagian besar obat-obatan yang dijual merupakan jenis
psikotropika.

“95 persen dari obat-obatan yang dijual di Apotek Kusumanata ini
adalah obat-obatan psikotropika, sesuai aturan, harusnya apotek dalam
menjual obat proporsional,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
Yogyakarta Tuty Setyowati, Kamis 30 Agustus 2012.
Dinkes akan meminta organisasi profesi tersebut untuk melakukan
penelusuran dan selanjutnya memberikan sanksi apabila dokter yang
bersangkutan terbukti melanggar kode etik profesi.
Ketua 1l Ikatan Apoteker Indonesia (IAl) DIY Saiful Bahri
mengatakan secara umum, Apotek Kusumanegara dalam memberikan
obat-obatan psikotropika tanpa menjalani prosedur yang benar. Selain
tidak melalui proses screening resep, yang memberikan obat bukan
apotekter, malainkan karyawan langsung. Hal ini menyalahi aturan
praktik kefarmasian. “Kami menengarai, apotek ini hanya merupakan
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kedok untuk memperjualbelikan obatobatan psikotropika secara
bebas,” tandasnya.
Berdasarkan data 1AIl, jumlah apotek yang menjual obatobat
psikotropika pada tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu.Pada
tahun lalu dari 126 total apotek di Yogyakarta, tujuh di antaranya
ditengarai memperjualbelikan obat-obatan psikotropika secara bebas
dan pada tahun 2012 tinggal empat apotek.” ®
Hal tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Karena dengan adanya
keterlibatan oknum dokter dan apotek, peredaran psikotropika menjadi semakin
terbuka, bebas, walaupun terselubung. Untuk itulah perlu adanya pemfokusan
bahasan sebatas pengedar saja, karena pengedar dalam segala kegiatannya
menimbulkan bahaya yang sangat kompleks, tidak hanya secara moral, sosial,
ekonomi, tetapi juga secara fisik baik manusia sebagai individual, maupun
masyarakat dan bangsa ini. Dan kejahatan psikotropika merupakan kejahatan

kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada

generasi muda suatu bangsa yang beradab.

D. Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
Seperti telah diterangkan sebelumnya, tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam penggabungannya
disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang

Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana ini telah telah bersifat transnasional yang

82 http://daerah.sindonews.com/read/2012/08/31/22/668791/empat-apotek-jual-bebas-
psikotropika
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dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih,

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban,

terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam melakukan aksinya, penyalahguna Narkoba dapat melalui beberapa

cara atau modus operandi sebagai berikut®®:

1. Kelompok Pengedar, menggunakan modus operandi digunakan:
a. Guna melancarkan aksinya;
b. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan

C.

yang sangat luas yang ada kota-kota besar di Indonesia

Modus operandi peredaran Narkoba dari pengedar tingkat paling
bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, melalui dua
cara, yaitu:

1). Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis;

2). Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa.

2. Kelompok Penyelundup
Modus operandi yang digunakan kelompok penyelundup narkotika
termasuk luar biasa atau aneh-aneh, seperti misalnya:
a.

SO 0T

g9

Dengan ditelan, kemudian dikeluarkan kembali bersamaan dengan
tinja.

Disembunyikan di balik pakaian.

Dimasukkan dalam alat vital wanita.

Disembunyikan dalam mayat yang dikirim dari luar negeri.
Disembunyikan dalam boneka atau barang-barang elektronik.
Disembunyikan dalam lapisan koper.

Dan masih banyak lagi.

3. Kelompok Pengguna
a. Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui

telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah
ditentukan.

Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap
melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke
dan lain-lain.

Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna
mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi

® Hari Sasangka, op. cit, him. 63.
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bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta
lainnya.

E. Dampak atau Akibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan
Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa narkotika dan psikotropika itu
hanya dapat digunakan untuk kegiatan ilmu dan pengetahuan dan pengobatan. Jika
digunakan selain dari apa yang disebutkan diatas, ini dapat dikatakan sebagai
penyalahgunaan. Penyalahgunaan obat (drug abuse) diartikan mempergunakan obat-
obatan narkotika dan psikotropika yang tidak untuk tujuan pengobatan dan ilmu
pengetahuan.
“Akibat dari penyalahgunaan dapat menimbulkan efek yang sangat
berbahaya bagi para pemakai itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Apalagi
jika penggunaan narkotika dan psikotropika yang digunakan berlebih-lebihan
dan terus-menerus yang kadang kala silih berganti dari yang satu ke yang
lain dan tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Kondisi itu juga dapat
membawa akibat ketergantungan dan bahaya yang cukup serius yang dapat
mengancam keselamatan fisik dan mental bagi pemakai. Perlu diketahui
bahwa ketergantungan narkotika dan psikotropika adalah satu keadaan yang
timbul karena penggunaan jenis-jenis itu digunakan secara terus-menerus,
yang berakibat merusak fisik dan mental diri si pemakai.”®
Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan
interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan
lingkungan. Faktor pertama vyaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi

zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan

dan pengendalian peredarannya. Sementara  itu  dari  sudut individu,

® Moh. Taufik Makarou, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2003, him. 71.
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penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks

yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan
seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu :

a. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakina tentang diri sendiri dan tentang dunia
sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan
kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang
merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau
mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin
tercapai.

b. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri
sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan
kenyataan.

c. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah.

d. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul
keyakinan yang keliru.

e. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan
masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul
membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah

suasana hatinya.
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Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya

ketergantungan atau kecanduan, yaitu:®

1) Pola coba-coba; Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang

2)

sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk
menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan
ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi
narkoba.

Pola pemakaian sosial; Yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan
pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

3) Pola pemakaian situasional; Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti

pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk
mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha
untuk mengkonsumsi secara aktif.

4) Pola habituasi (kebiasaan); Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan

dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

5) Pola ketergantungan (kompulsif). Dengan gejala yang khas yaitu berupa

timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha
untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong,
menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya
sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang

ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta

bangsa dan negara, seperti halnya. Dampak atau akibat penyalahgunaan narkoba bagi

diri sendiri dapat berupa® :

a.
b.

C.

Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;

Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan
narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;

Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya
pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi
sehingga perlu dosis yang lebih besar;

Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis
yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;

% Ibid, him. 15
% Siswantoro Sunarto, Penegakan Hukum Narkotika dan Psikotropika Dalam Kajian
Sosiologis Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 101.
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e. Gangguan perilaku mental dan sosial;

f. Gangg_uan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan

g. lli/?zlgg;;?; ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna

narkoba.

Ketergantungan terhadap narkoba adalah penyakit kronis yang ditandai
dengan adanya gangguan fisik, psikologis dan sosial sebagai akibat pemakaian
narkoba secara terus-menerus dan berlebihan. Jika pemakaian zat dihentikan atau
dikurangi secara tiba-tiba maka akan muncul gejala putus zat dan berat ringannya
gejala putus zat ini akan sangat tergantung pada jenis, dosis dan lamanya pemakaian
narkoba yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin
lamanya pemakaian maka akan menimbulkan rasa sakit yang hebat.

Jika pemakaian heroin dihentikan maka akan timbul rasa nyeri diseluruh
tubuh (otot, sendi dan tulang), perut kejang, muntah, diare, flu, gelisah, sulit tidur dan
takut air. Disamping itu juga terjadi demam ringan serta tekanan darah dan denyut
nadi semakin meningkat. Gejala sakit karena sakauw dimulai 3-4 jam dari pemakaian
terakhir dan berlangsung selama 4-5 hari.

Jika berhenti minum alkohol atau pil penenang/obat tidur akantimbul rasa
mual, muntah, lemah, letih, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, tangan,
lidah dan kelopak mata bergetar, berkeringat, menggigil, mudah tersinggung dan
cenderung melakukan kekerasan. Gejala ini dapat berlangsung 24 jam setelah
pemakaian terakhir hingga 3-10 hari.

Kemudian jika pemakaian stimulansia (amfetamin, XTC, shabu-shabu)

dihentikan, timbul perasaan tertekan, sedih, mudah tersinggung, cemas, gangguan
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tidur, nafsu makan turun dan timbul pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini muncul 24
jam setelah pemakaian terakhir dan mencapai puncaknya setelah 2-4 hari.

Gejala putus zat pada penghentian ganja dapat lebih ringan bila dibandingkan
dengan jenis narkoba lain. Hanya berupa mudah tersinggung, gemetar, mual, nafsu
makan turun dan banyak berkeringat. Namun, gejala ini akan berlangsung hingga
berbulan-bulan.

Secara sistematis dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba terutama
terhadap kondisi fisik, mental, dan kehidupan sosial dari para pengguna narkotika,
sebagai berikut®’:

a.Kondisi Fisik

1). Dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi fisik, misalnya gangguan
impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artimia
jantung, gangguan fungsi ginjal, lever, dan pendarahan otak.

2). Akibat bahan campuran atau pelarut menimbulkan infeksi dan emboli.

3). Akibat alat yang digunakan tidak steril, menimbulkan berbagai infeksi,
berjangkitnya hepatitis, dan HIV serta AIDS.

4). Akibat tidak langsung, menimbulkan: gangguan malnutrisi, aborsi,
kerusakan gigi, penyakit kelamin, dan gejala stroke.

b. Kondisi Mental

1). Timbulnya perilaku yang tidak wajar.

2). Munculnya sindrom motivasional.

3). Timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri.

4). Gangguan depresi dan daya pikir.

c¢. Kondisi Kehidupan Sosial

1). Gangguan terhadap prestasi sekolah, kuliah, dan bekerja.

2). Gangguan terhadap hubungan dengan keluarga, suami, istri, dan teman.

3). Gangguan terhadap perilaku yang normal, munculnya keinginan untuk

mencuri, bercerai suami istri, dan melukai orang lain.
4). Gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam penggunaan
narkotika.

%7 Karsono, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Remaja Rosda Karya, Bandung,
2004, 67-68.
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Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena
mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat
memasok narkoba. Terjalinnya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan
menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut
terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba.

Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial
sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita
kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan

meningkat.®®

%8 1bid, hal.70
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BAB Il1

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN

PENALISASI

A. Kebijakan Kriminalisasi

1. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminal, yang sering juga disebut sebagai Politik kriminal
merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi
kejahatan".®® Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan
sebagai "the rational organization of the control of crime by society” Bertolak
dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels
mengemukakan bahwa "Criminal policy is the rational organization of the
social reaction to crime". Berbagai definisi lainnya dikemukakan G. Peter
Hoefnagels ialah:

a. Criminal Policy is the science of responses.
b. Criminal policy is the science of crime prevention.
c. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;
d. Criminal policy is a rational total of the responses to crime.
Kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai langkah-langkah/

proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang, Prof.

% Sudarto, op. Cit, him. 38



Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal,

yaitu: "

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi
dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen),
ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-
undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk
menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Istilah Kebijakan diambil dari kata "Policy" (Inggris) atau "Politiek"
(Belanda). Bertolak dari pengertian itu, maka kebijakan hukum pidana dapat
pula disebut dengan istilah "Politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan
politik hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah yakni "Penal Policy".
"Criminal Law Policy". Atau "Straffrechtspolitiek™. Politik hukum, yakni
sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Serta suatu Kebijakan dari negara
melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan
yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan,
apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-
citakan. Pengertian itu, dapat dipahami, sebagai prinsip-prinsip umum yang

berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam arti luas termasuk penegak

hukum, dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan, urusan-urusan

" sudarto , op.cit, hal. 161
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publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan
peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan
suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan,

atau kemakmuran masyarakat.

Barda Nawawi memberi pengetian mengenai kebijakan kriminalisasi
merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi
suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan.”t Pada
hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal
dengan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari

kebijakan hukum pidana.

Sudarto menyatakan bahwa kebijakan formulatif diawali melalui
kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan
merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.’® Proses ini diakhiri dengan
terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan

sanksi pidana.

Pada intinya kebijakan kriminalisasi, adalah sebagai suatu kebijakan
dalam menetapkan suatu perbuatan, yang semula bukan tindak pidana,
menjadi suatu tindak pidana. Sehingga pada hakekatnya kebijakan

kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal, dengan

! Barda Nawawi Arief, op.cit.,hal 2
"2 Sudarto, op.cit; hal 31
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menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan karena itu, merupakan bagian

dari kebijakan hukum pidana (penal policy).

2. Dasar-Dasar Yang Harus Dipertimbangkan/Orientasi Yang Mendasari
Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi terus berkembang dinamis seiring dengan
berkembangnya masyarakat. Perkembangan hukum pidana semakin banyak
digunakan dan diandalkan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat
melalui peraturan perundang-undangan. Dinamika hukum ini dapat dilihat
dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab
"ketentuan sanksi pidana" pada bagian akhir sebagian besar produk peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Dipandang dari sudut yang luas tentang kebijakan hukum pidana pada
prinsipnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan
yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistemik-dogmatik, tetapi
juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan
sosiologis, psikologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula
pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada
umumnya.

Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan

menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan
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mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi
apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Bertolak dari pendekatan disensi kebijakan itu pula, Sudarto
berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas,
yang sering disebut sebagai masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal
yang pada intinya sebagai berikut:"

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan
pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil
makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila;
sehubungan dengan inimaka (penggunaan) hukum pidana
bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan
pengayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi
dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak
dikehendaki”, yaitu perubuatan yang mendatangkan kerugian
(materiil dan atau sprituil) atas warga masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip
”biaya dan hasil” (cost benefit principle).

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas
atau kemampuan daya kerja dari badan-badanpenegak hukum,
yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overblasting).

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan

kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor

kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor;

"® Teguh Prasetyo, Kriminaliasi dalam Hukum Pidana, Nusamedia, 2010, hal 134.
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”The decision to criminalize or decriminalize should be based on
certain policy factors which take into account a variety of factors,
including:™

a. The proportionality of the means used in relationship to the
outcome obtained;

b. The cost analysis of the outcomes obtainedin relationship to the
objectives sought;

c. An appraisal of the objectives sought in relationship to other
priorities in the allocation of human-power, and;

d. The social impact of criminalization dan decriminalization in term
of its secondary effects.

Penjelasan lebih dari kebijakan tersebut di atas dapat dikembangkan

sebagai berikut:

a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya

dengan hasil yang ingin dicapai.

b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya

dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari.

c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber daya

manusia.

d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan

dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

™ 1bid; hal 136
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Problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah
kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi
kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-
nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Pidana hanya dibenarkan
apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak
diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Akan
tetapi kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah
nilai, terlebih bagi negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan garis
kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia
Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk
tujuan tersebut, maka pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal
ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan
masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri
mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau
nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminil perlu
memperhatikan beberapa kriteria umum diataranya apakah perbuatan itu

tidak disukai masyarakat karena merugikan, apakah perbuatan-perbuatan itu
menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga
merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat, atau kriteria lain mengenai

biaya kriminalisasi apakah seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Artinya
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biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta
beban yang dipikul oleh korban maupun pelaku kejahatan itu sendiri harus
seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Nilai-Nilai Yang Harus Dilindungi Dalam Kebijakan Kriminalisasi

Perspektif nilai kriminalisasi adalah perubahan nilai yang
menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang
tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang

dipandang tercela dan perlu dipidana.

Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial
dengan mcngenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar
peraturan pidana, merupakan suatu problem social yang mempunyai dimensi

hukum yang penting.”

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah
satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan
penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum
ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang
rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah

yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya

S Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam hukum pidana, Nusamedia, Bandung, 2001
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tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang
kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang
dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai
macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan
hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh Packer di atas,
tetapi juga merupakan masalah kebijakan (the problem of policy). Beliau
mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya

pidana dan hukum pidana. Adapun inti alasannya adalah sebagai berikut:

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan
yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk
mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan
terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam perimbangan antara
nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-
masing.

b. Ada usaha-usaha  perbaikan atau perawatan yang  tidak
mempunyai arti  sama sekali bagi si terhukum; dan di
samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelang-
garan-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu

dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
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c. Pengaruh pidana  atau hukum pidana  bukan  semata-
mata  ditujukan pada si  penjahat, tetapi juga  untuk
mempengaruhi orang yang tidak  jahat yaitu warga

masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Memperhatikan alasan-alasan di atas, maka adanya pidana dan
hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminil dan dari sudut tujuan, fungsi
dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan beliau
sendiri ialah "masih adanya dasar susila dari hukum pidana”. Jika kita
mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya tetapi dari sudut
ketentuan-ketentuan perintah dan larangan oleh karena itu selalu perlu ada
ketentuan atau larangan dan selalu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap
ketentuan dan larangan tersebut di mana tidak mungkin pemerintah
membiarkan perlindungan terhadap pelanggaran itu berada di tengah
individu.

Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah
bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal mana negara
berhak untuk bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum acara
pidana. Meskipun begitu, suatu kebijakan kriminal harus rasional, hal ini
penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan sering

ditetapkan secara emosional.
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Ini berarti pula bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana
sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar sudah
memperhitungkan semua faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya

atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.’

Dalam suatu Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang
antara lain menyatakan, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai
salah satu sarana untuk social defense. Pemilihan pada konsepsi inipun
membawa konskwensi pada pendekatan yang rasional, seperti yang

dikemukakan oleh J. Andenaes berikut ini :”’

”Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi
perlindungan masyarakat (social defense) maka tugas selanjutnya
adalah mengembangkannya serasional mungkin.

Hasil-hasil maksimum yang harus dicapai dengan biaya yang
minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu.
Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil
penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari
bermacam-macam sanksi.”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pidana dapat
dibenarkan bila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat.
Sebaliknya apabila pidana tidak diperlukan maka tidak dapat dibenarkan dan
berbahaya bila tidak ada sesuatu kebutuhan bagi masyarakat. Menurut
Bassioni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya

terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai

’® Sudarto ,op. cit, hlm 153
" Barda Nawawi Arief , loc. cit
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yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan tersebut menurut Bassioni

adalah :"®

1. Pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat.

2. Perlindungan masyrakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-
bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh
orang lain.

3. Memasyarkatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar
hukum.

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-
pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat
kemanusiaan, dan keadilan individu.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan kebijakan
hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
(policy oriented-approach) yang lebih pragmatis dan rasional, dan juga
pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pidana yang hendak dijatuhkan
kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang
beradab, tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-

nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan masyarakat.

® Muladi dan Barda Nawaei Arief, op. cit, hal 165-166
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B. Kebijakan Penalisasi
1. Pengertian Kebijakan Penalisasi

R. Soesilo yang menggunakan istilah “hukuman “ untuk menyebut
istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman
adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim
dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum
pidana.”® Secara umum istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah

hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang
menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang sedang
pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.
Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian

umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. %

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan

perkataan penghukuman.

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat
diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang
hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu
tidak hanya menyaangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga

" Tonggat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, UMM Press,
2004, hal 58.
® Ibid, hal 59
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hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana,
maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghkuman
dalam perkara pidana, yang kerap kali sininim dengan pemidanaan
atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman
dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau
vevoordeling.”®
Ditetapkannya sanksi pada suatu perbuatan melalui suatu proses.
Pertama ditentukan dulu perilaku yang layak diancam dengan sanksi pidana,
dan kemudian jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku
tersebut.®?

Untuk pengertian lebih jelasnya, Penalisasi adalah perumusan suatu
sanksi pidana dan/atau tindakan terhadap perbuatan yang dilarang ataupun
diperintahkan. Sedang lawan dari Penalisasi adalah Depenalisasi, yang
artinya menghilangkan ancaman pidana dari suatu perbuatan yang semula
dilarang, tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain,
yaitu melalui hukum perdata atau hukum administrasi.®

Lebih lanjut mengenai perumusan sanksi pidana, Harkristuti
Harkrisnowo menegaskan pada Orasi Pengukuhan Guru Besarnya di
Universitas Indonesia, sebagai berikut:®

“Menentukan parameter untuk menetapkan sanksi pidana dan

penjatuhan pidana dapat dilakukan setelah disepakatinya makna dan

tujuan pidana. Moral gravity dari setiap tindak pidana dapat disusun

melalui suatu penelitian eksploratoris, yang menuntut adanya upaya
sinergistik dengan disiplin ilmu lain, seperti kriminologi, psikologi

8 Sudarto; op. Cit hal 49
8 Harkristuti Harkrisnowo, op. Cit, hal 20
8 Sudarto, op.cit, hal 32
8 Harkristuti Harkrisnowo, op. Cit, hal 23
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sosial, sosiologi dan antropologi. Hasilnya menjadi landasan bagi
disiplin ilmu hukum pidana untuk menciptakan suatu indeks skala
penetapan pidana yang sunguh didasarkan atas collective conscience,
dengan performance indicator yang disumbangkan oleh disiplin-
disiplin lain. Perancangan setiap rumusan pidana, karenanya akan
mempunyai acuan yang jelas, yang -diharapkan- akan dapat
menghindarkan terjadinya inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam
penentuan sanksi.”

2. Dasar-Dasar Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Kebijakan
Penalisasi

Sebagaimana ditulis oleh Barda Nawawi Arief,® kebijakan formulasi
merupakan tahapan yang paling strategis dari “penal policy” karena pada
tahapan tersebut legislative berwenang dalam hal menetapkan atau
merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada
permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan
hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan saksi apa yang dapat
dikenakan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya
tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang
(aparat legislatif).

Perencanaan (planning) dalam penanggulangan kejahatan dengan

sistem hokum pidana pada tahapan formulasi pada intinya menurut Nils

8 Barda Nawawi Arief, Op.Cit ,hal.78-79
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Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur sistem hukum pidana, yaitu

masalah:®

1. Perumusan tindak pidana/Kriminalisasi dan Pidana yang diancamkan
(criminalization and threatened punishment)

2. Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing)

3. Pelaksanaan pidana (execution of punishment)

Sejalan dengan hal di atas konsep rancangan KUHP baru disusun
dengan bertolak pada 3 (tiga) materi/substansi/ masalah pokok dalam hukum
pidana, yaitu:

1. Masalah tindak pidana
2. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.
3. Masalah pidana dan pemidanaan.

Dari pengertian di atas Barda Nawawi Arief memberikan pengertian
pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan
pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan
mencakup pengertian:

*Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
*Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk

pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

8 Nils Jareborg,”The Coherence of the Penal System”, dalam Criminal Law in Action,
Arnhem,page.239, lihat dalam Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit ,hal.215.
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*Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

*Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hokum
pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga
seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Pendekatan terpadu (integral) antara pendekatan kebijakan dan
pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana sebagai sarana
penanggulangan tindak pidana, haruslah digunakan/diarahkan untuk
memecahkan secara rasional 2 (dua) masalah pokok yang perlu diperhatikan
dalam kebijakan hukum pidana, khususnya dalan tahap formulasi, yakni:
Pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; Kedua,
sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sehubungan dengan masalah sentral kedua yaitu penentuan sanksi apa
yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar atau penalisasi,
tidak berbeda dengan masalah kriminalisasi, penganalisaannya pun tidak
dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan
kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Artinya, pemecahan
masalah penalisasi harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dari
kebijakan sosaial politik yang telah ditetapkan dan harus pula dilakukan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).

Lebih lanjut dikatakan oleh Sudarto bahwa penelitian sangat penting,

karena hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak saja
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mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai
kemasyarakatan pada umumnya.®” Dengan demikian, berarti memilih dan
menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan
harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat
mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam
kenyataannya.

Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional, dan inipun
merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang
rasional.® Namun perlu pula dikedepankan, bahwa setiap ‘pendekatan’ dalam
penggunaan hukum pidana selalu terkandung kelebihan dan kelemahan
masing-masing.

“Jika Bassiouni pernah mengingatkan bahwa pendekatan yang
beroientasi pada kebijakan (a policy oriented approach) adalah
cenderung menjadi pragmatis dan kuantitatif karena kurang memberi
ruang untuk masuknya faktor subjektif misalnya nilai-nilai ke dalam
proses pembuatan keputusan.®® Maka pendekatan fungsional pun
mempunyai sisi kelemahan, yaitu oleh sementara kalangan dipandang
terlalu menitikberatkan kepada tujuan berupa kemanfaatan sosial, dan
tidak mempunyai ukuran legitimitas. Artinya tidak memberi dasar
keadilan.”®

Terlepas dari kelemahan yang disebut di atas, Johanes Andenaes justru

menyatakan untuk memanfaatkan hasil penelitian-penelitian ilmiah sebagali

landasan rasionalitas kebijakan penggunaan hukum pidana, di samping

8 Sudarto, Hukum dan..., op. cit, hal 35

8 Barda Nawawi, Bunga Rampai..., op. cit, hal 34
% 1bid, hal 33

% Sudarto, Hukum Pidana dan..., op. cit, hal 10
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pendekatan ekonomis. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat Johanes
Andenaes sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan: ™
If one bases the penal law on the concept of social defence, the task
will then be to develop it as rationally as possible. The manimum
result must be achieved with the minimum of expense to society and
the minimum of suffering for the individual. In this task, one must
build upon the results of scientific research into the causes of crime
and thr effectiveness of the various form of sanction.
(Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi
perlindungan masyarakat/social defence, maka tugas selanjutnya
adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum
harus dicapai dengan biaya minimum bagi masyarakat dan minimum
penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus
mengandalkan pada penelitian-penelitian ilmiah mengenai sebab-
sebab kejahatan dan efektivitasnya dari bermacam-macam sanksi).
Dari pandangan yang dikemukakan J. Andenaes di atas, dapat
diketahui bahwa dalam kebijakan yang rasional penggunaan hukum pidana,
khususnya dalam menetapkan sanksi pidana/penalisasi, jelas Andenaes
menghendaki sekurangnya diterapkan 2 (dua) pendekatan, yaitu dengan
melakukan penelitian (mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitasnya.
dari bermacam-macam sanksi), dan pendekatan ekonomis. Kedua pendekatan
tersebut dipandang penting, karena hasil penelitian-penelitian mengenai latar
belakang sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi
yang selalu melekat pada perkembangan suatu masyarakat akan selalu

memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk meninjau kembali masalah

kebijakan sanksi.

%1 Barda Nawawi, op. cit, hal 35
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Sedang  pendekatan  ekonomis  sangat  diperlukan  untuk
memperbandingkan antara biaya yang digunakan untuk
mengoperasionalisasikan hukum (sanksi) pidana dengan hasil yang ingin
dicapai.*?

Menggaris bawahi urgensi pendekatan ekonomis dalam kebijakan
hokum pidana, maka seharusnya dihindari adanya peraturan yang dihasilkan
dengan memakai tenaga, pikiran dan biaya yang banyak dan akhirnya tidak
dapat dijalankan. Terlebih mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan
untuk pembuatan suatu perundang-undangan (UU), maka seyogyanya tidak
hanya untuk kepentingan sesaat saja, tidak cepat using melainkan dapat
menjangkau masa depan. Untuk lebih memahami pendekatan ekonomis dalam
penggunaan hokum pidana, khusus penetapan pidana perlu dikemukakan
rekomendasi yang diajukan oleh Ted Honderich, yaitu:*®

Suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis

(economical deterrent) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1.pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

2.pidana itu itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih
berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana tidak
dikenakan;

3.tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan
bahaya/kerugian yang lebih kecil.

%2 1bid.,
% |bid., hal. 35
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Berbeda dengan Andenaes, maka Bassiouni lebih menitikberatkan pada
pendekatan pragmatis dan pendekatan nilai sebagai landasan rasionalitas

dalam kebijakan hukum pidana.

Dikatakan oleh Bassiouni bahwa disiplin hukum pidana bukan hanya
pragmatis, melainkan juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi

pada nilai (not only pragmatic, but olso value-based and valueoriented).**

Pendapat Bossiouni tersebut dilandasi pemikiran bahwa hakekat dari
kebijakan adalah sarat dengan nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang
ingin dilindungi atau dicapai atau diharapkan. Dengan demikian menurut
Bossiouni kebijakan hukum pidana erat kaitannya dengan pencapaian tujuan
dengan pidana, yaitu berupa nilai-nilai tertentu atau kepentingan-kepentingan
yang ingin dilindungi yang pada umumnya terwujud dalam kepentingan-
kepentingan sosial. Namun mengingat tidak semua kepentingan-kepentingan
sosial itu dilindungi dengan hukum pidana, maka kepentingan-kepentingan

social yang mempunyai nilai-nilai tertentu itu menurut Bassiouni:*

=

pemeliharaan tertib masyarakat;

2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau
bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh
orang lain

3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan

dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan

keadilan individu.

% Ibid., hal 36
% Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif..., op. cit, hal 40
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Selanjutnya bagaimana melindungi kepentingan-kepentingan sosial
yang mempunyai nilai—nilai tertentu itu dengan sanksi pidana, dalam hal ini
Bassiouni mengajukan 3 (tiga) syarat dalam kebijakan menetapkan sanksi
pidana (penalisasi), yaitu:*®

1. sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk
melindungi dan mempertahankan kepeentingan-kepentingan ini;

2. pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna
bagi masyarakat; dan

3. batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan
kepentingan-kepentingan ini dan nilai yang diwujudkannya.

Selain pendekatan fungsional, ekonomis, pragmatis, dan pendekatan
nilai sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pendekatan humanistik juga
merupakan pendekatan yang perlu diperhatikankan dalam kebijakan
penetapan sanksi pidana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Barda Nawawi
Arief yaitu, apabila pidana akan digunakan sebagai sarana mencapai tujuan
untuk membentuk Manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan
humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting karena pada hakekatnya
masalah kejahatan dan pidana itu merupakan masalah kemanusiaan;
Pendekatan humanistik di sini berarti penggunaan sanksi pidana kepada si

pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus harus dapat

% Barda Nawawi, Loc. Cit.,
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membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan
nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muladi®’, yaitu suatu
kenyataan bahwa setiap tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian-
kerugian baik yang bersifat individual maupun sosial, maka penggunaan
hukum pidana yang berlandaskan Pancasila akan menempatkan manusia
padaa keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi
dan sekaligus sebagai sebagai mahluk sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu
memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagian
hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan keserasian dan
keseimbangan antara kehidupan manusia baik sebagai pribadi (individu) dan
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka pendekatan humanistik
dalam kebijakan penetapan pidana harus memperhatikan kepentingan individu
di satu sisi dan kepentingan masyarakatdi sisi lain secara seimbang.

Sementara mengkaitkan pendekatan humanistik dengan fungsi ganda
dari hukum pidana, yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan
kejahatan yang rasional (sebagai bagian dari politik kriminal); dan fungsi
yang sekunder, yaitu sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial

sebagaimana dilaksanakan secara spontan oleh negara dengan alat

% Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Op, Cit. hal. 10-11
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perlengkapannya. Dalam fungsi sekunder ini, hukum pidana bertugas sebagai

policing the police, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan

penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak

benar.

Maka kesadaran untuk menjalankan kedua fungsi ini dengan

pendekatan humanistik terkait dengan kode etik penggunaan hukum pidana

sebagai berikut:*

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional untuk
melakukan pembalasan semata-mata;

Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana
perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya ;

Hukum pidana jangan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang
pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya
dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit;

Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang
ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang
diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;

Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (by-product)
yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang
akan dikriminalisasikan;

Jangan menggunakan hukum pidana, apabila tidak dibandingkan oleh
masyarakat secara kuat;

Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya
diperkirakan tidak efektif (unenforceable);

Hukum pidana harus uniform, unverying and universalistic.

Hukum pidana harus rasional;

Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order, legitimation
and competence;

Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence,
procedural faorness [yang betul adalah procedural fairness] and
substantive justice.

Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal,
moralis kelembagaan dan moralis sipil;

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan;

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.cit. hal. 73
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14) Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara
khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;

15) Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus
didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang
bersifat non — penal (prevention without punishment);

16) Penggunaan hukum pidana sebaiknya harus diarahkan pula untuk
meredam faktor kriminogen yang menjadi kausa utama tindak pidana.

Disamping pendapat diatas, perlu juga menyimak pendapat Dirk Merckx
mengenai Politik Perumusan Ancaman Pidana (Sactioning Policy Scheme) sebagai

berikut:*

Development of a sanctioning policy scheme with a sanctioning spectre:

1. Gathering knowledge and information on crime phenomena and their
social impact and threat. (informasi tentang perilaku yang
bersangkutan dan ancamannya pada masyrakat).

2. Determining legality and illegality as well as the social use of the
standard. (menentukan illegalita-kerugian harus masuk akal)

3. The definition process (deskripsi-alasan-standar yang dituju-perbuatan
seperti apa-kesalahan macam apa- lex certa et stricta)

4. Determination of the intensity of the sanctioning reaction. (menentukan
intensitas reaksi terhadap sanksi)

5. Determination of the necessity of sanctions. (menentukan tetap
perlunya sanksi — asas subsidiaritas)

6. If sanctions are necessary, which ones ? (tujuan-alasan-akibat-dan sifat
sanksi)

7. Determination of the sanction level. (asesmen absolut dan relatif — asas
proporsionalitas)

8. Assesment of the result of the sanction. (asesmen hasil daripada sanksi)

% Dirk Merckx, Sanctioning Economic Crime, Brussells University press, 2006, hal. 385
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9. The task of informing, convincing and educating the addressees of the
rule (memberi tahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan
mendidiknya)

10. Measuring of the impact / use of the regulation and the sanction linked
to it (mengukur dampak / penggunaan aturan dan sanksi peraturan
tersebut)

11. Re-evaluation and adaptation of the sanctions if necessary (melakukan
re-evaluasi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan)

12. Re-evaluation and adaptation of the regulation if necessary (melakukan
re-evaluasi dan perubahan terhadap peraturan, apabila diperlukan)

Dari pendapat Dirk Merckx tersebut, Prof. Mardjono Reksodiputro

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:**

1. Berat-Ringannya ancaman pidana tergantung pada 5 Kategori keseriusan
tindak pidana (sangat ringan —ringan —sedang —berat -sangat berat)

2. Legislator dan Hakim harus diberikan sejumlah jenis pidana, dari mana yang
bersangkutan dapat memilih

3. Minimum khusus, hanya diancamkan bila:
a) ancaman perilaku itu terhadap masyarakat sangat serius;
b) tujuan-alasan-akibat-sifat sanksi yang diperlukan sudah di evaluasi

4. Perlu “mengukur dampak” dan melakukan re-evaluasi peraturan dan
sanksinya secara berkala

5. Mengukur dampak penggunaan aturan dan sanksi tersebut serta re-evaluasi
peraturan dan sanksinya, dan bila diperlukan melakukan perubahan

199 Mardjono Reksodiputro, Kriteria Penentuan Berat-Ringannya Perumusan Ancaman
Pidana, Makalah, 2010
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6. Mencari kembali “norma-induk” dari masing masing aturan hukum pidana
di luar KUHP, ke dalam aturan-aturan di dalam KUHP

7. Membedakan antara “anticipatory offenses” , “offenses against the person”

(fatal vs non-fatal), “offences against property” (theft vs other than theft),
“offenses against public morals”, “offenses against public order” dan “other

offenses”.

8. Menghadapi Kejahatan oleh Organisasi - KOO (corporate criminality) dan
Kejahatan Terorganisasi — KTO (organized crime) sanksinya harus berbeda.

9. Bagaimana pula sikap kita terhadap perlunya pencantuman “sanksi
administratif” (administrative sanction) dan “sanksi perdata” (civil sanction),
Khususnya dalam tindak pidana ekonomi (economic crimes).
10. Untuk “Restorative Justice” lihat antara lain dalam Pedoman Pemidanaan
“hakim dapat memberi maaf, dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan”.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, ternyata pada hakekatnya
berkaitan dengan dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana
(khususnya masalah penalisasi) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik
perundangundangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan
sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan
kriminalisasi dan penalisasi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang
dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan
memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan
pembangunan nasional pada umumnya.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pernyataan-pernyataan para ahli

diatas mengenai dasar-dasar pembenar kebijakan penalisasi adalah bahwa

sanksi pidana sangatlah diperlukan, sekarang maupun akan datang. Sanksi

134



pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik dan tersedia, yang kita miliki
untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera untuk menghadapi
ancaman dari bahaya itu. Sanksi pidana merupakan penjamin utama yang
terbaik, tetapi dapat sebagai pengancaman utama dari beberapa manusia,
apabila digunakan secara tidak hemat, cermat dan secara manusiawi, akan
menjadi ancaman, bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Maka itu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya
atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak
dikenakan;

3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya

atau kerugian yang lebih kecil.

Maka dari itu, kesimpulan yang dapat ditarik tentang tujuan yang
ingin dicapai oleh pidana, umumnya terwujud dalam kebijakan yang berkaitan
dengan nilai yang akan dicapai melalui kepentingan sosial yang mengandung
nilai-nilai, yakni, Pertama, pemeliharaan tertib masyarakat. Kedua,
perlindungan warga masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahaya-bahaya
yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain. Ketiga,

memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum; Keempat, memelihara atau
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mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan
sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu. Berbagai tujuan tersebut
diatas harus pula sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan, antara lain yang
akan dipakai sebagai pisau analisi adalah prinsip humanis, dimana sanksi
pidana harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip ekonomis,
dimana sanksi pidana berfungsi sebagai alat pencegah atas terjadinya tindak

pidana.

3. Pola- Pola Pengancaman Dalam Kebijakan Penalisasi

Seiring dengan perkembangan kejahatan baru maka sistem
pemidanaan substantif yang terdapat di dalam KUHP mengalami
perkembangan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan Hukum
Pidana substantif di luar KUHP berupa undang-undang pidana khusus sebagai
pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan. Perkembangan hukum
pidana substantif di luar KUHP berupa “undang-undang pidana khusus”
menurut Sudarto adalah hal wajar, karena suatu kodifikasi hukum pidana
betapapun sempurnanya pada suatu saat akan tidak dapat memenuhi
kebutuhan dalam masyarakat termasuk KUHP; oleh karena itu di dalam
KUHP sendiri yakni Pasal 103 dinyatakan kemungkinan adanya undang-

undang pidana di luar KUHP. Adapun bunyi Pasal 103 KUHP (WVS), yaitu:

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap

perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undangan lain,
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kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tindakan umum pemerintah
(algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan

lain.

“Terhadap ketentuan Pasal 103 KUHP (WvS) ini, R. Soesilo
berkomentar, bahwa ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam bab
yang ke IX dari Buku | KUHP (Pasal 86 s/d 102) hanya berlaku untuk
menerangkan hal-hal yang tersebut dalam KUHP ini saja, sedangkan
sebaliknya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Bab I, 11, 1II, IV,
V, VI, VII, dan VIII (Pasal 1 s/d 85) selain untuk menerangkan hal-hal
yang tersebut dalam KUHP, berlaku pula untuk menerangkan hal-hal
yang dalam undang-undang dan peraturan peraturan hukum lainnya,
kecuali bila undang-undang, peraturan pemerintah atau ordonansi itu
menentukan peraturan-peraturan lain.”**

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sistem pemidanaan yang
termuat dalam Buku | KUHP berlaku juga bagi undang-undang pidana
khusus. Artinya, semua jenis-jenis pidana dan pelaksanaan pidana undang-
undangpidana khusus harus senantiasa mengacu pada ketentuan KUHP
sebagai induk semua peraturan hukum pidana, kecuali apabila undang-undang
pidana khusus itu mengatur sendiri dari ketentuan KUHP. Dalam hal
demikian berlakulah adagium lex specialis derogat legi generali (peraturan
yang bersifat khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan yang bersifat
umum). Di dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10, yang

menurut terjemahan R. Soesilo, yaitu:'%

101 R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya
Lenglap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal 106

192 1hid, hal.29
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Hukuman-hukuman ialah :
a. Pidana Pokok
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman keputusan hakim

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 No. 20,
Berita Republik Indonesia Il No. 24 Hukum Pidana Indonesia telah
mendapatkan satu macam pidana pokok baru, yakni apa yang disebutkan

Pidana Tutupan .2

“Selain jenis sanksi yang berupa pidana, di dalam KUHP terdapat pula
jenis sanksi berupa tindakan (maatregel/measure/treatment), misalnya
terhadap anak di bawah umur ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (1)
mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara; dan (2)
menyerahkan kepada pendidikan paksa negara. Bagi yang cacat mental
atau sakit jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu)
tahun.”**

Secara teoritis diakui dalam banyak hal batas antara pidana dan

tindakan sukar dibedakan dengan pasti, oleh karena pidana sendiri pun dalam

103 p A F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung, 1984, hal.37
104 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.199
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banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki;
demikian pula tindakan, walaupun tidak ada sifat pembalasan karena
ditujukan semata-mata kepada prevensi khusus, tetapi tindakan merupakan
sanksi juga karena berhubungan dengan pembatasan kemerdekaan . Namun

secara praktis tidak ada kesukaran untuk membedakan pidana dan tindakan.

Apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan
yang lain dari pada itu adalah tindakan. Jadi tindakan, walaupun merampas
dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika yang bukan disebut oleh Pasal

10 bukan pidana.'®®

Mencermati kebijakan sistem sanksi dalam KUHP di atas, timbul
kesan adanya kebijakan yang “samar” dalam menetapkan sanksi tindakan,
karena tidak ada ketentuan (pasal) yang secara eksplisit mengatur
pengelompokkan jenis sanksi tindakan. Sebaliknya jenis-jenis sanksi pidana
diatur secara konkret dalam Pasal 10 dengan keterangan “Hukuman-
hukuman”. Demikian pula Bab II yang mengatur mengenai sanksi hanya
diberi judul “Hukuman-Hukuman” padahal di dalamnya memuat pula sanksi
tindakan. Sehubungan dengan hal tersebut barangkali perlu dikemukakan
pernyataan Sudarto, bahwa sampai sekarang dengan adanya sanksi tindakan di
samping pidana yang berbeda dasar hukumnya, maka sistem sanksi pidana di

Indonesia atau pun di Nederland dapat disebut apa yang dinamakan

195 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Op.cit. hal .47
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Zweispurig keit atau Double-track system atau “Sistem dua-jalur”. Sistem
dua-jalur ini adalah pengaruh dari “Aliran Modern” dalam Hukum Pidana
terhadap W.v.S. Belanda dan Indonesia, yang merupakan buah hasil dari
Aliran Klasik. Yang pada prinsipnya hanya menganut Single track-system,
yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana saja. di samping itu

sistem pemidanaannya ditetapkan secara pasti (definite sentence).

Semakin beragam sanksi pidana dan tindakan yang disediakan bagi
aparat penegak hukum maka semakin baik, karena Hukum Pidana Modern
dalam memandang tindak pidana lebih menitik beratkan pada pelakunya,
sehingga harus ada individualisasi dan differensiasi dalam pemidanaan, yaitu
pemidanaan yang sesuai dengan keadaan dan diri si pelaku tindak pidana.
Menurut Barda Nawawi Arief , konsepsi atau ide “individualisasi pidana”

memiliki beberapa karakteristik, yaitu :'%

1) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas
personal);

2) Pidana yang diberikan kepada orang yang bersalah (“asas
culpabilitas”atau “tiada pidana tanpa kesalahan”);

3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku;
ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam
memilih sanksi pidana (jenis maupun jumlah/berat ringannya sanksi)
dan harus ada kemungkinan memaodifikasi pidana
(perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali) dalam pelaksanaannya.

106 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit. hal.39
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Pendek kata, sistem pemidanaan yang konsisten mengarah pada sifat
hukum pidana modern maka ‘“ide individualisasi pidana” harus melandasi
kebijakan pemidanaan dengan memberikan kebebasan yang lebih
longgar/elastis/fleksibel bagi hakim dalam memilih jenis pidana (strafsoort),
jumlah/berat  pidana  (starfmaat) = maupun  pelaksanaan  pidana

(strafmodus/strafmoduliteit) yang disesuaikan dengan karakter si terpidana.

Sehubungan dengan seberapa besar kebijakan undang-undang
(legislatif) memberikan kelonggaran/elastisitas/fleksibilitas bagi hakim dalam
memilih jenis maupun jumlah/beratnya sanksi (pidana), berdasarkan IImu
Pengetahuan Hukum Pidana dikenal beberapa jenis sistem perumusan sanksi

pidana (strafsoort) maupun jumlah/berat ringannya pidana (strafmaat) yang

akan diuraikan berturut-turut sebagai berikut :'%’

1. Jenis sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort), yaitu :
a) Sistem Perumusan Tunggal / Imperatif

Sistem perumusan sanksi pidana / strafsoort bersifat tunggal / imperatif
adalah sistem perumusan di mana jenis pidana dirumuskan sebagai satu
satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Sistem perumusan
tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja / kurungan saja / pidana
denda saja.

b) Sistem Perumusan Alternatif

Sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana sanksi pidana
dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lainnya; berdasarkan
urut-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan.

97| jlik Mulyadi, Op.cit. hal. 17
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Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang
dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.

c) Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya
ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana
penjara dan denda”.

d) Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

Sistem perumusan kumulatif-alternatif lazim juga disebut perumusan
“campuran / gabungan”. Sistem ini mengandung dimensi berikut :

(@) Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan
konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri
khusus kata “dan” di dalamnya;

(b) Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya. Aspek ini
tercermin dari kata “atau” yang bersifat memilih pada perumusan
alternatif;

(c) Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya.

2. Jenis sistem perumusan jumlah atau berat ringannya ancaman sanksi pidana
(strafmaat). Secara teoritis dalam menetapkan jumlah/berat ringannya
ancaman pidana dapat dilakukan dengan 3 (tiga) sistem atau pendekatan,
yaitu:

a) Sistem/Pendekatan Absolut atau Tradisional atau Indefinite atau
Maksimum

Yang dimaksud dengan sistem ini yaitu untuk setiap tindak pidana
ditetapkan ‘“absolut/kualitas”-nya sendiri-sindiri, yaitu dengan
menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga dengan
ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana.

b) Sistem/Pendekatan Relatif atau Imaginatif;

Menurut sistem ini, untuk setiap tindak pidana tidak ditetapkan
bobot/kualitas (maksimum pidananya) sendiri-sendiri, tetapi
bobotnya di’relatif’-kan, yaitu dengan melakukan penggolongan
tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan
maksimum pidana untuk setiap kelompok pidana.

c) Sistem/Pendekatan Praktis;
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Yaitu dengan menetapkan maksimum pidana yang disesuaikan
dengan maksimum pidana yang pada umumnya sering dijatuhkan
dalam praktek pengadilan.

Selain memberikan elastisitas/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih
jenis sanksi maupun jumlah/berat ringannya sanksi, maka kebijakan
pemidanaan yang berorientasi pada “ide individualisasi pidana” harus pula
memberi elastisitas/fleksibilitas terhadap pelaksanaan pidana dengan
memberikan kemungkinan adanya modifikasi/komutasi putusan pemidanaan
yang telah berkekuatan tetap berdasarkan pertimbangan perkembangan si

terpidana.
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BAB IV
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI

A. Pengertian Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian
tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang
erat kaitannya dengan badan hukum (rechtspersoon) dan badan hukum itu sendiri

merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

“Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: cor-poratie, Inggris:
corporation, ferman: korporation) berasal dari kata "corporatio” dalam
bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan
"tio", maka corporatio sebagai kata benda isubstantivum), berasal dari kata
kerja corporare, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan
atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata "corpus™ (Indonesia:
badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan
demikian, corporatio itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan
lain per-kataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan
perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi
menurut alam.”*®®

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk
menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu

berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai

198 gpetan K. Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, Jakarta, PT Pembangunan,
1955, him. 83.



sesu-atu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk

dicapai. Begitu pun manusia itu menggunakan iluminasi, bila lumen (cahaya)

dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.'® Berdasarkan uraian

tersebut di atas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum.

Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur

fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat

badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan

ciptaan hukum maka, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan

oleh hukum.°

“Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang kita terima dari
regime lama. Pasal 8 ayat (2) dari Reglement op de burgerlijke
rechtsvordering, yang lama memuat istilah korporasi, di mana
dikatakan "indien de eischende ofverwerende parti] eene corporatie
maatschap of handelsvereeniging is, zal hare benaming en de plaats
van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt,” tetapi pasal ini
dalam tahun 1938 diubah menjadi “indien de eischende of
verwerendeparti] een rechtso-ersoon ofvennootschap is zal haar
benaming" dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengacu ketentuan
Pasal 8 kedua ayat (2) dari Reglement op de burgerlijke
rechtsvordering, bahwa yang dimaksud dengan corporatie adalah
"sesuatu yang da pat disamakan denganpersoon,” yakni
rechtspersoon “f**

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi:

"lalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak

bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.

109 1hid.,

19 gatjipto Rahardjo, lmu Hukum, Alumni, Bandung, him. 110.
11 gpetan, K. Malikoel Adil, Op. cit., him. 87.
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Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak

kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing."**?

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas
sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan
pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.**®

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan corporatie
atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.**
Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi

adalah: 1*°

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau
perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi
yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah
sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak
menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu
adalah PT (perseroan terbatas), NV (namloze vennootschap), dan yayasan

(stichting); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

Corporatio (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum
atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara

untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah.

12 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987, him. 64.

3 A, Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, him. 54
14 gybekti dan R. Tjitrosudibio,op.cit, him. 34.

115 yvan Pramadya Puspa, Kamus Hukum,CV Aneka, Semarang , 1977, him. 256.
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Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu
terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu
dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu
persetuju-an menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang
seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua
fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang
suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu
organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat dirinci dalam beberapa

golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan

sendiri, yaitu:

1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan
para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya
perseroan terbatas, serikat pekerja.

2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan
kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan
nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung,

penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, ternyata dalam hukum
perdata (dagang) bahwa korporasi adalah badan hukum, menurut Utrecht, badan

hukum (rechtspersoon), vyaitu badan yang menurut hukum berkuasa
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(berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan
hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan

manusia.

”Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu yang riil,
merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak
terwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan
sebagainya, yang menjadi penting bagi pergaulan hukum adalah badan
hukum ini mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah
dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa
korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak
kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan
perdagangan, gejala ini sangat penting.”**®

Sedangkan, menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah
suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan
perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau

menggugat di depat hakim**’

Sedangkan, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengenai
istilah badan hukum berpendapat: "Dalam menerjemahkan zedelijk lichaam
menjadi badan hukum, maka lichaam itu benar terjemahannya badan, tetapi
hukum sebagai terjemahan zedelijk itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh

karena istilah zedelijk lichaam dewasa ini sinonim dengan rechtspersoon, maka

16 Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modemisasi dan
Penyimpangan-penyimpangannya, makalah disampaikan pada Seminar
Nasional Kejahatan Korporasi di FH-UNDIP, (Semarang: 23-24 Novem
ber 1989), him. 2.

7 1bid.,
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lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.*®

Sebagai badan hukum maka pendiriannya harus memenuhi beberapa

persyaratan :

1. Harus didirikan dengan akta otentik, yaitu akta notaris (Pasal 38
KUHP) oleh paling sedikit dua orang. Akta pendirian itu
mengandung Anggaran Dasar yang memuat aturan tentang
bagaimana badan hukum itu akan diatur, diurus, menurut batas

yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Sebelum suatu badan hukum berdiri dengan sah, maka akta
pendiriannya atau naskah rancangannya harus disampaikan lebih
dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh
persetujuan/ijin yang dikenal dengan pengesahan (Pasal 36 ayat
(2) KUHP)

3. Para persero dalam PT (biasanya diwakili oleh direksi atau kuasa
yang ditunjuk dalam akta pendirian) berkewajiban mendapatkan
akta pendirian dan perubahannya dalam register umum yang
tersedia di kantor Panitera Pengadilan Negri dimana PT itu
berkedudukan, dan mengumumkannya dalam berita negara

(Pasal 38 ayat (2); (3); (4) dan Pasal 39 KUHP).

Akibat dari tidak didaftarkan dan diumumkan tersebut bahwa semua

Y8 1hid., him. 22-23.
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pengurus (direksi) bertanggungjawab renteng tindakan terhadap pihak ketiga.

Dalam konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2012 dalam Buku I, Bab
Il Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, tidak dijelaskan
secara terperinci mengenai pengertian Korporasi. Pada bab tersebut, dalam
Pasal 47 hanya menyebutkan bahwa Korporasi merupakan subyek tindak
pidana, yang dijelaskan lebih lanjut pada Rancangan Penjelasan KUHP 2012,
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut korporasi telah diterima sebagai subjek
hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas

perbuatan yang dilakukan.

Kemudian di pasal selanjutnya baru menjelaskan mengenai tindak
pidana yang dilakukan korporasi, dengan bunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-
orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi
korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi
kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan
hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri
atau bersama-sama. (Pasal 48)”

Pasal tesebut kemudian diperinci dalam Rancangan Penjelasan KUHP
2012, dimana kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut
mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan

kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut.
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Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang
menyuruhlakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tidak

pidana tersebut.

Rumusan mengenai korporasi juga bisa kita jumpai dalam Pasal 51

W.v.S. Belanda, yang berbunyi:
1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;

2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan
tuntutan pidana, dan jika diang-gap perlu dapat dijatuhkan pidana dan
tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:

a. Badan hukum; atau

b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan
perbuatan  itu, demikian pula terhadap mereka  yang
bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan

yang dilarang itu; atau

c. Terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.

3. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum

perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

Dengan demikian, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas

pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum
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perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum
atau non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi

mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

Kalau menengok ke belakang tentang pengertian korporasi dalam
perundang-undangan khusus di luar KUH Pidana seperti dalam Pasal 15 UU

No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dinyatakan bahwa:

Avyat (1): Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama
suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan,

maka ... dan seterusnya.

Dalam Pasal 17 UU No. 11 Pnps Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi
(catatan: UU ini telah dicabut dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 1999,

tanggal 19 Mei 1999), dinyatakan bahwa:

Ayat (1): Jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama
suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan, atau organisasi
lainnya, maka tindakan peradilan dilakukan, baik terhadap ... dan

seterusnya.

Pasal 70 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang.Psikotropika, berbunyi:

“Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal
61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping

dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda
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sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut

dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.”

Subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak
tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang.
Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal
15 ayat 1 UU No.7 Drt Tahun 1955). Selain itu juga dapat kita temukan dalam
Pasal 17 ayat 1 UU No.11 PNPS Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana Subversi,
atau pada Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana
Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Psikotropika, dan masih banyak yang
lainnya. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia
hanya ditemukan dalam per-undang-undangan khusus di luar KUHP, yang
merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu
sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum, yaitu manusia

(Pasal 59 KUHP).
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B. Sejarah Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Subyek

Delik/Tindak Pidana

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan

tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik hidup dalam suatu

kelompok (group), sebenar-nya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas

dari suatu kelompok masyarakat. Pada zaman dahulu perkembangan korporasi

berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia

Kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-

kelompok tersebut di Romawi membentuk suatu organisasi yang ban-yak hal

mirip fungsinya dengan korporasi seperti yang sudah kita kenal sekarang.

Bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer,

dan perdagangan. Organisasi ini memiliki kekayaan yang terpisah dari anggo-

tanya. Pada masa ancient time ini mulai dikenal perbedaan kedudukan individu

dalam organisasi dan kedudukan individu yang terlepas dari organisasi.

Pada Abad Pertengahan dengan ditandai mulai menurunnya kekuasaan

Romawi, dan perdagangan pun mulai suram karena pada masa itu orang tidak

mungkin melakukan suatu usaha/perdagangan tanpa didukung oleh perlindung-

an militer dan tertib sosial. Sehingga pada masa itu di Eropa perkembangan

korporasi ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang dipengaruhi oleh hukum

Romawi. Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para

154



anggotanya dan berbeda dengan subjek hukum manusia. Gereja sebagai suatu
korporasi yang berdiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Paus Innocent IV
(1243-1254). Gereja sebagai suatu korporasi memberikan suatu sumbangan
yang sangat besar terhadap the concept of corporate personality, yaitu dalam
bentuk kota praja yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara umum.
Pada abad ini (abad XIV) mulai dikenal apa yang disebut quasi corporate

character dengan adanya bentuk kota praja.

Perkembangan korporasi di awal abad modern lebih dipengaruhi
oleh bisnis perdagangan yang makin kompleks di benua Eropa, sehingga
negara-negara Eropa mulai mendirikan serikat-serikat dagang Yyang
merupakan embrio dari korporasi modern sekarang ini, seperti misalnya

beberapa serikat dagang dari negara berikut:

The English East India Company (Inggris)

- The Muscory Company (Rusia)

The Turkey or Levant Company (Turki)

Verinigde Oast Indische Company (Belanda)

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi
oleh bisnis perdagangan yang sifatnya makin kompleks. Misalnya, Inggris sejak
abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke

daratan Eropa. Pada tahun 1599 dibentuk The English East India Company dan
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diresmikan oleh Ratu Elisabeth | pada tahun 1600. Sebelumnya ditandai dengan
didirikan be-berapa usaha dagang di beberapa negara seperti The Muscovy
Company pada tahun 1555, merupakan wadah usaha dagang bangsa Rusia.
Pada tahun 1581 dibentuk The Turkey or Levant Company sebagai usaha
dagang bangsa Turki. Pembentukan beberapa usaha dagang/perusahaan ini

merupakan embrio korporasi pada zaman sekarang ini.

Pada zaman Raja James | (1566-1625) di Inggris mulai dikenal
korporasi sebagai subjek hukum (legal person), yang berbeda dengan mausia.
Akan tetapi, bentuk korporasi merupakan awal dari bentuk korporasi yang
bersifat modern di Inggris dikenal dengan nama Hudson's Bay Company yang
diresmikan oleh Raja Inggris pada tahun 1670, yang ber-operasi di Kanada,
yang mempunyai hak monopoli di bidang perdagangan sebagai salah satu
sumber dana dari pemerin-tah kolonial Inggris.

Dengan adanya perkembangan akibat Revolusi Industri di Inggris, maka
perkembangan di bidang teknologi industri pemintalan benang dan revolusi di
bidang tenaga dengan ditemukannya mesin uap, maka diperlukan suatu modal
yang besar dengan organisasi yang mapan serta perangkat hukum yang
memadai, maka pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap
pertanggungjawaban korporasi. Pada tahun 1862, korporasi memakai nama

untuk asosiasinya dan di belakang nama tersebut sebagai tanda adanya
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pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan Kkata
"limited."”

Perancis baru memasukkan korporasi dalam kodifikasi Code de
Commerce pada tahun 1807. Bagaimanapun juga, karena Perancis pernah
menjajah Belanda, maka jika kita hubungkan dengan pembuatan rancangan
W.v.K. Nederland yang dibuat pada tahun 1809 atau tanggal 8 Juli 1809 dan
kodifikasi Code de Commerce Perancis yang dibuat pada tahun 1808.

“Pada permulaan abad XVII terjadi perkembangan atas pengaruh

semakin meluasnya perdagangan pelayanan ke Indonesia di mana

banyak yang menanamkan modalnya pada perusahaan pelayanan
dengan cara meminjamkan uang (eeldschieters) dengan sistem
kepercayaan (toevertrouwen). Dalam tahun 1602 terbentuk VOC yang
terdiri antara peng-usaha-pengusaha (voorcompagnieen), dan pada
saat inilah pertama kali terbentuk dengan "Societe Anonyme" seperti
yang diatur di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUH

Dagang.,’llg

Sesudah tahun 1838, bentuk badan usaha CV maupun Firma dan NV
masing-masing diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 36
sampai dengan Pasal 56 KUH Dagang secara berturut-turut karena
perkembangan perekonomian mengalami banyak perubahan kecuali bentuk CV.
Di samping itu, berkembang pula perusahaan pemerin-tah sejak tahun 1925

yang didirikan berdasarkan I.C.W. Stb. 1925 Nomor 106 dan seterusnya dengan

I.B.W Stbh. 1927 Nomor 419. Kedua peraturan ini setelah Indonesia merdeka

19 M. Natsir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan), Alumni, Bandung, 1987,
him. 3.

157



mengalami perubahan dan diadakan pembaruan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi Indonesia merdeka, tetapi pada dasarnya tidak mengalami perubahan
yang prinsipiil kecuali lebih disederhanakan prosedur kerjanya dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 1954, L.N. No. 6 tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor
12 tahun 1955 L.N. 49 Tahun 1955. Perusahaan pemerintah yang modalnya
sebagian ikut serta dalam suatu perusahaan terdapat pula dalam bentuk
perseroan terbatas atau NV yang tunduk pada hukum per-data dan dagang,
antara lain PT Jakarta Loyd dengan Akta Notaris No. 81 Tahun 1851, PT
Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dengan Akta Notaris No. 92 Tahun
1952, dan sebagainya. Sesudah perusahaan-perusahaan milik Belanda
dikenakan nasionalisasi dengan UU Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958, L.N. 162
Tahun 1958, maka berkembanglah perusahaan-perusahaan pemerintah dalam
bentuk perseroan terbatas negara yang berkedudukan hukumnya diperlakukan
sama dengan perseroan terbatas swasta yang tunduk pada KUH Perdata dan
LUH Dagang, namun kemudian dengan UU No. 19 Prp Tahun 1960 tentang
Perusahaan Negara, maka bentuk perusahaan negara dengan bentuk perseroan
terbatas negara maupun yang tunduk pada I.C.W. dan 1.B.W. kesemuanya diatur

menurut undang-undang ini.

Akan tetapi, perkembangan perseroan terbatas negara ini sangat
menyedihkan dengan banyak mengalami kerugi-an, sehingga perlu diadakan

reorganisasi perusahaan negara dengan dikeluarkannya UU No. 1 Prp Tahun

158



1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, ditetapkan dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 1969. Pasal 1 undang-undang terse-but menetapkan adanya tiga

macam bentuk usaha negara, yaitu:*?°

a. Perusahaan Jawatan (Perjan);
b. Perusahaan Umum (Perum); dan

c. Perusahaan Perseroan (Persero).

Dewasa ini, sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003
bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) hanya ada dua macam, yaitu

perusahaan perseroan (Pesero) dan perusahaan umum (Perum).

Demikianlah sejarah korporasi yang akhirnya menjadi subjek hukum di
samping subjek hukum manusia. Dalam nerkembangannya korporasi ternyata
tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi saja, akan tetapi sekarang ini
ruang lingkupnya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan,
kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan agama. Perkembangan itu
sendiri tidak dapat lepas dari peranan perkembangan teknologi itu sendiri, dan
perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad XVIII ditandai
terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Dengan demikian sejak Revolusi
Industri di Inggris, peranan teknologi dalam sejarah perkembangan korporasi
merupa-kan pengaruh yang sangat fundamental (fundamental influence) dalam

rangka pertumbuhan korporasi itu sendiri.

120 M. Natsir Said, op.cit, him. 5-8.
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”Atas dasar tersebut, ternyata peranan korporasi makin penting
sebagaimana dalam Kongres PBB VII dalam tahun 1985 telah
dibicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan dalam
Konteks Pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan
suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di mana
korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan
pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pe-malsuan
invoice yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu
negara. Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya
dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai
bergeser dari subjek hukum biasa menjadi subjek hukum pidana.
Walaupun sebelumnya pertanggungjawaban secara kolektif dari suatu
kota atau glide (kumpulan tukang ahli) pada masa sebelum Revolusi
Perancis sudah dikenal.”***

Hal tersebut diterangkan pula oleh Hazewinkel-Suringa yang menyatakan
pada masa itu, apa yang dinamakan gilde di Eropa Barat, jadi semacam badan

hukum atau korporasi pada waktu itu, sudah dijatuhi pidana.'?

Menurut J. E. Sahetapy dalam penelitiannya pada 1988 tentang
permasalahan pidana denda dalam hukum adat kita menyatakan, "Soepomo...
menulis bahwa di beberapa daerah di kepulauan Indonesia, sering kali terjadi
bahwa kampung si penjahat atau kampung terjadinya suatu pembunuhan atau
pencurian terhadap orang asing, kewajiban membayar denda atau kerugian

kepada golongan familinya orang yang dibunuh atau yang kecurian. Jadi, pidana

21 CHJ. Encshede dan A. Heijder, Beginselen van Strafrecht, derde druk, Alih Bahasa R.
Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982, him. 271

2.3, E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi Ditinjau dari Sudut Kriminologi,
makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23-24 November
1989, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), him. 7
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terhadap kolektivitas atau untuk masa kini korporasi bukanlah suatu yang baru

bagi kita di Indonesia."**

Hal tersebut didukung pula oleh Andi Zainal Abidin yang menyatakan
bahwa di sebagian daerah di Indonesia dahulu kala dikenal hukum adat (pidana)
yang mengancam pidana bagi keluarga atau kampung seseorang yang diper-
salahkan  melakukan  kejahatan. Hukum adat pidana  menge-nal

pertanggungjawaban kolektif.**

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas
dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial
dampaknya pertama harus di-akui, bahwa semakin modern masyarakat itu
semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan polotik yang terdapat di situ,
maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi
semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola
aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi
terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin
memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun
persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya. Tanda-tanda
adanya modernisasi tersebut di atas antara lain perlunya terutama yang
menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum

pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya

2 1bid.,
124 A Z. Abidin, op. at., him. 50
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korporasi. Pada era” 1990-an muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama
"konglomerasi*, merupa-kan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai

macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam*®

Sedangkan subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai
dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan
Barang-barang.’?® Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), juga kita
temukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak
Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Lingkung-an Hidup,
Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, korporasi
sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam per-undang-
undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk
hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum

pidana secara umum, yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai
sekarang masih menjadi permasalahan sehingga timbul sikap setuju/pro dan

tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi,

125 satjipto Rahardjo, op.cit, hlm. 3-4.
126 A, Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1977), him. 48.
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Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai

berikut:?’

Menyangkut ~ masalah  kejahatan  sebenarnya  kesengajaan
dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah;

Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat
dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh
persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan
sebagainya);

Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas ke-bebasan
orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;

Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan
sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah; dan

Bahwa dalam praktiknya tidaklah mudah menentukan norma-norma
atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau
korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai

subjek hukum

1.

pidana menyatakan: *%

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan
represi terhadap delik-delik yang dilaku-kan oleh atau dengan suatu
korporasi. Karenanya diper-lukan pula untuk dimungkinkan
memidana korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi
semakin memainkan peranan yang penting pula

Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu
melindungi masyarakat dan menegak-kan norma-norma dan
ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya
ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia,
maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk
selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu
upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai

127 Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,
(Jakarta: BPHN, 1984), him. 52.

%8 1bid.,
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korporasi itu sendiri.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap dapat dipertanggungjawabkan
korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum pidana menurut Oemar
Seno Adji, "... kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan di-
dasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, melainkan pula atas dasar-dasar

teoretis dibenarkan.*?°

Dalam Konsep Rancangan KUHP 2004-2005, korporasi diatur dalam

Pasal 47 sampai dengan Pasal 53.

Berdasarkan Pasal 47, korporasi merupakan subjek tindak pidana.
Sedangkan Pasal 48 Konsep Rancangan KUHP Tindak Pidana dilakukan oleh
korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49 menyatakan, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi,
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Sedangkan Pasal 50 Konsep Rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu per-buatan yang

dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk

160.

129 Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 1984, him.
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dalam lingkup usaha seba gaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau
ketentuan lain.

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang
pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi
(lihat Pasal 51 Konsep Rancangan KUHP). Sedangkan Pasal 52 ayat (1): "Dalam
mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian
hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada
menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.” Ayat (2): "Pertimbangan sebagai
mana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim."

Pasal 53 Konsep menyatakan, alasan pemaaf atau alasan pembenar yang
diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat
diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan

perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Ternyata perkembangan rumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana
dan pelaku tindak pidana dari mulai Konsep Rancangan KUHP 1987/1988 tidak

jauh berbeda dengan Konsep Rancangan KUHP 2004-2005.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas ternyata Indonesia sebagai salah satu
negara yang mengalami proses moderni-sasi dan merupakan salah satu bagian
dari masyarakat in-ternasional, sejalan dengan laju perkembangan di berbagai
bidang, dengan melihat sejarah pertumbuhan korporasi sampai menjadi subjek

tindak pidana sudah merupakan suatu keharusan. Tepat sekali apa yang dikatakan
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Glanville Williams dalam bukunya Textbook of Criminal Law yang menyatakan

bahwa dapat dipertanggungjawabkan korporasi.

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaksana Tindak
Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua
pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon
yang merumuskan strafbaar feit sebagai "eerie strafbaar gestelde, onrechtmatige,
met schuld in verband stdande handeling van een torekening-vatbaarpersoon
(suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan
dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap
bertang-gung jawab atas perbuatannya). Menurutnya, unsur-unsur strafbaar feit
itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun
unsur pembuat, yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu,
dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan
bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana,
sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti
pelakunya dapat dipidana.

Contoh kasus hipotesis di bawah ini akan menunjukan bahwa pandangan
monistis terhadap suatu delik tidak memuaskan. A, direktur suatu perusahaan

swasta berusaha sehingga B, seorang sakit jiwa, mengangkut hasil buminya ke

166



sebuah kapal asing yang berlabuh di luar pelabuhan kapal. Hasil bumi itu tidak
dilindungi oleh dokumen bea cukai dan surat-surat ekspor lain. Kasus hipotetis
tersebut menyangkut doen pleger, yaitu pembuat pelaku, pembuat tidak langsung,
serta pembuat materiil yang tak dapat dipertanggungjawabkan, manus ministra,

yang melakukan delik penyelundupan fisik menurut the man in the street.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban
pidana Kkorporasi, terdapat model pertanggungjawaban Kkorporasi, sebagai
berikut:

a.  Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah
yang bertanggung jawab;

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung
jawab; dan

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang  ber
tanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu.
Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi.
Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana.
Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana.

Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat
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dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu
penguruslah Halah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

Ketentuan dalam KUHP jelas menganut subjek dalam hukum pidana
adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59
KUHP. Kalau dihubungkan dengan tahap perkembangan korporasi, merupakan
tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena
pengaruh yang sangat kuat asas societes delinquere non potest, yaitu bahwa
badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas universitas
delinquere non potest, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.
Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka
ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk
sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi
adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut
wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus
dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana
itu adalah onpersoonlijk.

Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas
dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan

Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.'*°

130 Roeslan Saleh, op. cit. him 43
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Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab
motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri,
yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus
saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi
bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus
dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan
melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat,
atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah

lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

”Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa
korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh
undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup
untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu
koorporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana
korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.”!

Sehubungan dengan hal tersebut Oemar Seno Adji, Guru Besar
Hukum Pidana Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Agu: g Rl,
menyatakan ... kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, ia
didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar-dasar
yang teoretis dapat dibenarkan.*2

Contoh ketentuan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum

pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

L bid., him. 51-52.
132 Oemar Seno Adji, op. cit, him. 160
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Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
(Pasal 15);

Undang-Undang No. 6 Tahun 1984, tentang Pos (Pasal 19ayat(3)).
Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotro-pika (Pasal 5 ayat (3))
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20);
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang No. 9 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika; dan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Psikotropika.

Dua undang-undang tentang Psikotropika dan Narkotika sama-sama memberi
definisi Korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Untuk Undang-Undang
Psikotopika pengaturan mengenai tindak pidana korporasi tercantum dalam pasal:

1. Pasal 59; dalam hal menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan
dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor selain untuk
kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki,
menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1. Jika tindak
pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping
dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana

denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
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2. Pasal 70; yang mengatur mengenai tindak pidana psikotropika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64
(Undang-Undang no.5 Tahun 1997) dilakukan oleh korporasi, maka
disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan
pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak
pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan

izin usaha.

Sedangkan pengaturan mengenai korporasi pada Undang-undang Narkotika
tercantum dalam pasal 130 ayat (1), yang mengatur mengenai tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,
Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129
dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Pidana tambahan juga dicantumkan dalam Undang-Undang ini, yaitu dalam Pasal
130 ayat (2), yang mengatur bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum
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BAB V
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN

PSIKOTROPIKA

A. Kesesuaian Kebijakan Formulasi tentang Perbuatan Mengedarkan sebagai
Tindak Pidana yang Dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika dengan Dasar-dasar Pembenar Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di
Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende
Middelen Ordonnantie) 1927. Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU
N0.9/1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam
perkembangannya, UU No0.9/1976 ini pun kemudian diganti dengan UU
N0.22/1997, dan terakhir dikeluarkan UU No0.35/2009 sebagai pengganti UU
sebelumnya. Sementara itu untuk menanggulangi penyalahgunaan obat/zat
psikotropikatelah pula dikeluarkan UU No0.5/1997 Tentang Psikotropika. Lahirnya
undang-undang itu didahului dengan keluarnya UU N0.8/1996 tentang Pengesahan
Konvensi Psikotropika 1971 dan UU No0.7/1997 tentang Pengesahan Konvensi
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Pskotropika 1988. Perangkat

perundang-undangan untuk memberantas narkotika dan psikotropika itu juga



dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain
tentang Peredaran Psikotropika (Permenkes No0.688/Menkes/Per/V11/1997) dan
tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes No.

785/Menkes/Per/\V11/1997).1%

Penetapan berbagai peraturan perundang-undangan diatas, tentulah sudah
melalui proses pemikiran dan pertimbangan yang matang. Khususnya untuk
perbuatan mengedarkan narkotika maupun psikotropika, negara dalam hal ini
menggunakan kekuasaannya untuk mengkriminalkan perbuatan tersebut karena
berbagai alasan. Menurut Moeljatno™*, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana

jika memenuhi beberapa unsur, yaitu:
1. Ada pelaku tindak pidana atau subyek tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari
tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam KUHP, yang dianggap
sebagai subyek tindak pidana adalah manusia. Akan tetapi dalam
perkembangan hukum pidana, bukan lagi hanya manusia yang dianggap

sebagai subyek tindak pidana, tetapi juga korporasi.

133 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan....op. cit, hal 191
134 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 56
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2. Perbuatan yang melawan hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah adanya sifat melanggar hukum dari
suatu perbuatan itu. Dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan
dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi
perumusan tindak pidana dalam undang-undang baik unsur melawan hukum
itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan
hukum. Walaupun ada yang tidak tegas dirumuskan, unsur melawan hukum
harus selalu dianggap ada, terutama jika perbuatan tersebut dirasakan

bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.

3. Unsur kesalahan

Untuk menentukan seseorang dapat dipidana karena suatu perbuatan, harus
ditentukan apakah yang didakwa melakukan suatu tindak pidana itu benar-
benar melakukan perbuatan tersebut sehingga ia dapat dijatuhi pidana

sebagaimana yang diatur dalam perumusan undang-undang.

Bentuk kesalahan dalam hukum pidana adalah:

a. Kesengajaan

Seseorang dikatakan melakukan kesengajaan apabila ia sadar atas apa
yang telah dia lakukan. Perbuatan dan apa akibat yang ditimbulkan dari

perbuatan itu memang dikehendaki olehnya.
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b. Kelalaian

Kelalaian atau kealpaan adalah kebalikan dari kesengajaan. Bila dalam
kesengajaan suatu akibat yang timbul itu dikehendaki oleh pelaku, maka
dalam Kkelalain akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat

memperkirakan sebelumnya.

c. Dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku

Di dalam hukum pidana, bila seseorang melakukan tindak pidana maka
ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, atau
disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban

pidana menurut hukum pidana terdiri dari 3 unsur, yaitu:

e Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku

e Adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatannya, yaitu

adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dari pelaku.

e Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus

pertanggung jawaban perbuatan pidana kepada si pelaku.

Tindak pidana mengedarkan narkotika dan psikotropika dalam UU
N0.5/1997 dan UU No0.35/2009 merupakan delik formal yang menitik beratkan

pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
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Berikut tabel mengenai unsur-unsur tindak pidana perbuatan mengedarkan yang

terdapat pada undang-undang narkotika dan psikotropika:

Tabel 1.1

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Mengedarkan dalam Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal Tindak Pidana Unsur-Unsur Tindak Pidana
113(1) | Setiap orang yang tanpa hak atau - Orang
melawan hukum memproduksi, - Tanpa hak
mengimpor, mengekspor, atau - Melawan hukum
menyalurkan narkotika Gol.| - memproduksi,  mengimpor,
mengekspor, atau

113(2)

Dalam hal sebagaimana yang
tercantum dalam ayat (1) untuk
narkotika dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1kg atau 5
batang pohon, atau dalam bentuk
bukan tanaman beratnya melebihi

Sgram.

menyalurkan narkotika Gol.l
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114(1)

114(2)

Setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi  perantara
dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Gol.1

Dalam hal sebagaimana yang
tercantum dalam ayat (1) untuk
narkotika dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1kg atau 5
batang pohon, atau dalam bentuk
bukan tanaman beratnya melebihi

5gram.

Orang

Tanpa hak
Melawan hukum
menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Gol.1

118(1)

118(2)

Setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memproduksi,
mengimpor,mengekspor, atau

menyalurkan narkotika Gol.ll

Dalam hal sebagaimana yang
tercantum  dalam ayat (1)

beratnya melebihi 5gram.

Orang

Tanpa hak

Melawan hukum
memproduksi,
mengimpor,mengekspor, atau

menyalurkan narkotika Gol.ll
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119(1)

Setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi  perantara
dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Gol.Il

Orang

Tanpa hak
Melawan hukum
menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, atau
119(2) | Dalam hal sebagaimana yang menyerahkan Narkotika
tercantum  dalam ayat (1) Gol.ll
beratnya melebihi 5gram.
123(1) | Setiap orang yang tanpa hak atau Orang
melawan hukum memproduksi, Tanpa hak
mengimpor, mengekspor, atau Melawan hukum
menyalurkan narkotika Gol.lll memproduksi,  mengimpor,
mengekspor, atau
menyalurkan narkotika Gol.Ill
123(2) | Dalam hal sebagaimana yang

tercantum dalam ayat (1)

beratnya melebihi 5gram.
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124(1)

Setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi  perantara
dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Gol.llI

Orang

Tanpa hak
Melawan hukum
menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika
Gol.llI
124(2) | Dalam hal sebagaimana Yyang
tercantum dalam ayat (1)
beratnya melebihi 5gram.
129 Setiap orang yang tanpa hak atau Orang
melawan  hukum;  memiliki, Tanpa hak
menyimpan, menguasali, Melawan hukum
menyediakan, memproduksi, memiliki, menyimpan,
mengimpor, mengekspor, menguasai, menyediakan,
menyalurkan,menawarkan untuk memproduksi,  mengimpor,
dijual, menjual, membeli, mengekspor,
menerima, menjadi  perantara menyalurkan,menawarkan
dalam jual beli, menukar, untuk dijual, menjual,
menyerahkan, membawa, membeli, menerima, menjadi

mengirim,  mengangkut, dan
mentransito Prekursor Narkotika

untuk pembuatan Narkotika.

perantara dalam jual beli,

menukar, menyerahkan,
membawa, mengirim,

mengangkut, dan mentransito
Prekursor Narkotika untuk

pembuatan Narkotika.
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Tabel 1.2

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Mengedarkan dalam Undang-

Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Pasal Deskripsi Pasall Unsur-Unsur Tindak Pidana
59 (1) | Barang siapa mengedarkan - Orang
huruf ¢ | psikotropika  golongan |  tidak - Tanpa hak
memenuhi  ke-tentuan sebagaimana - Melawan hukum
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) - Mengedarkan
(adapun isi pasal 12 ayat (3): psikotropika golongan |
Psikotropika golongan | hanya dapat
disalurkan oleh pabrik obat dan
pedagang besar farmasi kepada
lembaga penelitian dan/atau lembaga
pendidikan guna kepentingan ilmu
pengetahuan.
60 (1) | Barang siapa memproduksi atau - Orang
huruf b | mengedarkan  psikotropika  dalam - Tanpa hak

bentuk obat yang tidak memenuhi
standar dan/atau persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
(adapun isi pasal 7: Psikotropika, yang
diproduksi untuk diedarkan berupa
obat, harus memenuhi standar
dan/atau  persyaratan  farmakope

Indonesia atau buku standar lainnya.)

- Melawan hukum

- Memproduksi atau
mengedarkan
psikotropika dalam
bentuk obat
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60 (1)

huruf ¢

60 (2)

Barang siapa memproduksi atau

mengedarkan
berupa obat yang tidak terdaftar pada

psikotropika  yang

departemen yang bertanggung jawab
di bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

(adapun isi pasal 9 ayat (1):
Psikotropika yang berupa obat hanya
dapat diedarkan setelah terdaftar pada
departemen yang bertanggung jawab

di bidang kesehatan)

Barang siapa menyalurkan
psikotropika selain yang ditetapkan
dalam Pasal 12 (2)

(adapun isi pasal 12 (2): Penyaluran
psikotropika hanya dapat dilakukan
oleh; Pabrik obat, Pedagang besar
farmasi, dan Sarana penyimpanan

sediaan farmasi Pemerintah kepada

apotek, rumah  sakit, lembaga
penelitian dan/atau lembaga
pendidikan, puskesmas dan balai

pengobatan Pemerintah)

Orang

Tanpa hak
Melawan hokum
Memproduksi atau
mengedarkan
psikotropika dalam
bentuk obat

Orang
Melawan hukum
Menyalurkan

psikotropika
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60 (3)

60 (4)

Barang siapa menerima penyaluran

psikotropika selain yang ditetapkan
dalam Pasal 12 ayat (2)

Barang siapa menyerahkan
psikotropika selain yang ditetapkan

dalam Pasal 14(1), (2), (3), (4)

(adapun isi pasal 14(1), (2), (3), (4) :
Penyerahan  psikotropika  dalam
rangka peredaran hanya dapat
dilakukan oleh apotek, rumah sakit,
puskesmas, balai pengobatan, dan
dokter  kepada  pengguna/pasien

berdasarkan resep dokter)

Orang
Melawan hukum
Menerima  penyaluran

psikotropika

Orang

Melawan hokum
Menyerahkan
psikotropika

Berdasarkan tabel-tabel tersebut diatas, penulis disini ingin menganalisis

menggunakan tiga pendekatan dari Sudarto mengenai dasar-dasar pembenar

kriminalisasi, untuk menguji apakah tindakan negara untuk mengkriminalkan

perbuatan mengedarkan narkoba sudah sesuai atau belum dengan prinsip dasar-

dasar pembenar kriminalisasi. Adapun secara lengkap pendekatan dari Sudarto

adalah:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil
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dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan inimaka
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu
perubuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau sprituil) atas

warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip ”biaya dan

hasil” (cost benefit principle).

4. Hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya
kerja dari badan-badanpenegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan

beban tugas (overblasting).

Diantara empat hal diatas, tiga pendekatan mengenai dasar-dasar

pembenar kriminalisasi dari pendapat Sudarto yang akan dipakai penulis adalah:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil
dan spirituil  berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan inimaka
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
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2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu
perubuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau sprituil) atas

warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan

hasil” (cost benefit principle).

Parameter diatas dipakai peneliti sebagai pisau analisis dikarenakan lebih
sesuai dengan pokok bahasan penulisan ini, yaitu mengenai kebijakan formulatif
hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Digunakan tiga parameter saja bukan berarti parameter yang lain tidak benar.
Parameter yang tidak digunakan penulis adalah mengenai hukum pidana yang
harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan
penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overblasting).
Karena pembahasan tulisan ini adalah mengenai kebijakan formulatif, penulis
berasumsi bahwa parameter mengenai kemampuan daya kerja badan-badan
penegak hukum ini sudah masuk ke ranah kebijakan aplikatif. Sehingga tidak

terlalu berkaitan dengan pokok bahasan dari karya ilmiah ini.

Berikut adalah analisa mengenai kesesuaian kebijakan formulasi tentang
perbuatan mengedarkan sebagai tindak pidana yang dianut dalam undang-undang

narkotika maupun psikotropika dengan dasar-dasar pembenar kriminalisasi:
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1. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan

yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.

Pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjabarkan betapa bahayanya
perbuatan mengedarkan narkoba dibandingkan perbuatan-perbuatan lain yang
dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Narkotika dan
Psikotropika. Pengedar merupakan kepanjangan tangan dari bandar, atau sebagai
perantara antara bandar dengan pengguna. Jika tidak ada pengedar, maka bandar
tidak bisa menyebarkan narkotika secara ilegal, karena dalam berbagai modus,
hubungan langsung antara bandar dengan pengguna adalah suatu hal yang
dihindari oleh masing-masing pihak dengan alasan keamanan. Sehingga
ketergantungan hubungan antara pengguna dengan pengedar cukup tinggi.
Karena itu jika ingin melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika secara menyeluruh, hal yang paling utama adalah memotong
akses antara bandar dengan pengguna, begitu juga sebaliknya, dengan
melakukan pemberantasan terhadap para pengedar. Pentingnya perbuatan
mengedarkan narkotika dan psikotropika ini dikriminalisasi karena perbuatan
para pengedar hampir bisa disejajarkan dengan seorang pembunuh. Pembunuh
disini tidak hanya menghilangkan nyawa dengan merusak raga para pengguna
dengan gerogotan narkoba yang dikonsumsinya, tetapi juga membunuh masa

depan, membunuh rencana-rencana kehidupan, dan membunuh cita-cita anak
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bangsa, tanpa memandang bulu korbannya, semata hanya untuk keuntungan
mereka pribadi.

Karena pengedar dalam segala kegiatannya tersebut menimbulkan
bahaya yang sangat kompleks, tidak hanya secara moral, sosial, ekonomi, tetapi
juga secara fisik baik manusia sebagai individual, maupun masyarakat dan
bangsa ini, maka kebijakan formulasi tentang perbuatan mengedarkan sebagai
tindak pidana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika telah sesuai dengan dasar-dasar pembenar kebijakan kriminalisasi

yang pertama.

2. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan
spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan)
hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteran dan

pengayoman masyarakat.

Ditengah melajunya globalisasi, kejahatan narkotika yang sejak lama
menjadi musuh bangsa kian mengkhawatirkan. Geliat mafia seakan tak mampu
terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia yang
berkomitmen bersama untuk memberantas peredaran narkotika oleh seluruh

dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun peredaran narkotika
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terus merajalela. Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika
merupakan extra ordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu
kejahatan yang berdampak besar dan multi-dimensional terhadap sosial, budaya,
ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan

oleh kejahatan ini.

”Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai The
United Nations Decade Againts Drug Abuse dengan membentuk The
United Nations Drug Control Programme (UNDCP). Badan ini secara
khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan
internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara
anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika
yang Dbersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII
tentang Prevention of Crime and the Treament of Offenders pada 27
Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Kebijakan penanggulangan
penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara disepakati
dalam ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of
Drug Abuse yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di
Manila. Dalam rangka ini kemudian dibentuk The ASEAN Senior
Officials on Drugs dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-
negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk
menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN.
Selain iru, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk Narcotic
Board dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum,
rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan
kelompok kerja di bidang penelitian. Kemudian pada tahun 1992
dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit 1V yang
menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan
hukum terhadap kejahatan narkotika dan lalu-lintas perdagangan
narkotika ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.
Dan di Indonesia sendiri, sebagai bukti keseriusan pemberantasan
peredaran narkoba diterbitkan Undang-undang yang mengatur Khusus
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yaitu UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan UU 9/1997 tentang
Psikotropika.”**®

Di Indonesia, negara menganggap serius upaya-upaya pemberantasan
peredaran gelap narkotika dan psikotropika ini. Bukan hanya karena sekadar
mematuhi konvesi-konvensi internasional sehingga diterbitkan peraturan-
peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikarenakan perbuatan mengedarkan
narkoba dianggap tidak selaras dengan tujuan nasional. Dengan kata lain,
kriminalisasi terhadap perbuatan mengedarkan narkotika dan psikotropika
bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam mewujudakan amaah
pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, sehingga terwujud kehidupan yang aman, tertib, damai,
dan sejahtera bagi masyrakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa kriminalisasi
terhadap perbuatan mengedarkan narkotika dan psikotropika dilakukan dalam
kerangka mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteaan (social welfare policy)
dan perlindungan masyarakat (social defense policy) mengingat kejahatan
narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang
mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang

beradab.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan

hasil” (cost and benefit principle).

135 | Nyoman Nurjana, Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Perspektif Sosiologi
Hukum, Makalah, 2007
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Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan
terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap
pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat
perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Saat ini peredaran gelap
dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah
menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh
strata sosial masyarakat.

“Sejak merebaknya peredaran gelap narkotika, bangsa negeri ini pun

tidak tinggal diam. Komponen pemerintahan, praktisi, kalangan

intelektual ~ maupun  kelompok  masyarakat  telah  gencar
memberantasnya. Sayangnya kasus kejahatan narkotika dari waktu ke
waktu terus meningkat. Tengok saja prevalensi (penyebarluasan) kasus
peredaran narkotika sejak lima tahun terakhir 2007-2011 menunjukkan

trend peningkatannya, dari 1,75% menjadi 1,99%. Prevalensi 1,99%

setara dengan 3,6 juta-an jiwa menjadi pengguna narkoba. Dikaitkan

dengan fenomena gunung es,, bahwa yang muncul ke permukaan
hanyalah 10% dari yang berada di bawah permukaan.”®

Narkoba memang bisnis yang menggiurkan. Lihat saja dengan satu
kilogram shabu-shabu, bisa mengantongi satu miliar rupiah. Sedangkan dampak
penggunaan narkoba adalah tumbuhnya budaya malas, konsumtif, eforia, foya-
foya, yang tak terarah. Dari aspek ekonomi,kegiatan ini menghancurkan
ekonomi, ratusan triliun rupiah hilang sia-sia dalam setahun sekedar untuk

mengejar barang haram. Dan bila dilihat dari aspek poltik, secara politis negara

yang menjadi konsumen narkotika akan dikendalikan oleh mafia narkotika dan

13%6gyaiful Bakhri, //tindak-pidana-narkotika-dan.html, diakses 7 Maret 2012
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akan kurang prospektif dalam membangun kepercayaan dunia dalam berbagai

aspek kemajuan bangsa.

Bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan peredaran narkoba sebagaimana
diuraikan diatas juga dapat menjadi dasar pertimbangan untuk melihat apakah
biaya yang harus dikeluarkan untuk menegakkan UU Narkotika dan UU
Psikotropika sebanding dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Jika dilihat dari
bahayanya yang bersifat multidimensi, maka hasil yang diharapkan tidak ternilai
harganya, yaitu berupa rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Sedangkan dilihat dari aspek biaya penegakannya, penegakan terhadap tindak
pidana narkoba, khususnya utuk perbuatan mengedarkan , masih tetap dapat
dilakukan oleh  Badan Narkotika Nasional, korps kepolisian, kejaksaan,
kehakiman dan lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak memerlukan biaya
untuk membentuk dan mengoperasikan badan baru. Dengan demikian, maka
kriminalisasi terhadap perbuatan mengedarkan narkotika dan psikotropika

memenuhi prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
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B. Kesesuaian Kebijakan Formulasi tentang Sanksi Pidana terhadap Pengedar
Narkoba dalam Ketentuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
dengan Prinsip-prinsip Kebijakan Penalisasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa zat dalam narkotika dan
psikotropika mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan. Oleh sebab itu penggunaannya hanya diperboehkan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan
termasuk didalamnya kepentingan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan
penelitian serta pengembangan. Bahkan di dalam penelitian pun jenis narkotika
golongan | hanya dapat digunakan secara terbatas. Lembaga ilmu pengetahuan
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, yamg
kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya adalah melakukan kegiatan
percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam,
menyimpan dan menggunalan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Namun tentu saja harus memperoleh ijin resmi terlebih dahulu dari Menteri
Kesehatan. Selain penggunaan, peredaran narkotika dan psikotropika pun juga
harus diawasi secara ketat. Peredaran menurut Pasal 1 ayat 5 UU No0.5/1997
adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan
psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun
pemindahtanganan. Sedangkan Peredaran gelap menurut Pasal 1 ayat 6 UU

N0.35/2009 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan
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secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika. Karena itu, untuk pembahasan mengenai
tindak pidana mengedarkan narkotika maupun psikotropika sebatas pada pasal-
pasal yang didalamnya mengatur perbuatan menyalurkan dan menyerahkan
narkotika dan psikotropika secara melawan hukum.

Kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba dipandang sangat
membahayakan bangsa dan negara, kepada pelakunya diancam dengan hukuman
yang sangat berat, baik pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Pada
kejahatan psikotropika ancaman pidananya lebih berat dibandingkan kejahata
narkotika. Peredaran narkotika untuk semua golongan merupakan kejahatan
sedangkan untuk psikotropika yang dapat dipidana hanya yang mengedarkan
psikotropika golongan 1 saja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis tindak
pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan psikotropika beserta
bobot sanksi dan sistem perumusan sanksi pidananya akan diuraikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.1

Jenis, Bobot, dan Sistem Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana

Mengedarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau 5 batang pohon, atau

dalam  bentuk bukan

tanaman beratnya

melebihi 5gram.

dan

pidana denda maksimum
sebagaimana pada ayat (1)

ditambah 1/3.

Pasal Tindak Pidana Bobot Sanksi Sistem
Perumusan
Sanksi Pidana
113(1) | Setiap orang yang tanpa | Pidana penjara paling singkat Kumulatif
hak atau melawan hukum | 5 s/d 15tahun
memproduksi, dan
mengimpor, mengekspor, | pidana denda paling sedikit
atau menyalurkan | 1Miliar s/d 10Miliar Rupiah
narkotika Gol.l
113(2) | Dalam hal sebagaimana | Pidana Mati, Alternatif
yang tercantum dalam | Pidana penjara seumur hidup,
ayat (1) untuk narkotika | Atau
dalam bentuk tanaman | Pidana penjara paling
beratnya melebihi 1kg | singkat 5 s/d 20 tahun Kumulatif
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114(1) | Setiap orang yang tanpa | Pidana penjara seumur hidup, Alternatif
hak atau melawan hukum | Atau
menawarkan untuk | Pidana penjara paling singkat
dijual, menjual, membeli, | 5 s/d 20 tahun Kumulatif
menerima, menjadi | dan
perantara dalam jual beli, | pidana denda paling sedikit
menukar, atau | 1Miliar rupiah s/d 10Miliar
menyerahkan Narkotika | rupiah.
Gol.1
114(2) | Dalam hal sebagaimana | Pidana mati, Alternatif
yang tercantum dalam | Pidana penjara seumur hidup,
ayat (1) untuk narkotika | Atau
dalam bentuk tanaman | Pidana penjara paling singkat
beratnya melebihi 1kg | 6 s/d 20tahun Kumulatif
atau 5 batang pohon, atau | dan
dalam bentuk bukan | pidana denda maksimum
tanaman beratnya | seperti dalam ayat (1)
melebihi 5gram. ditambah 1/3.
118(1) | Setiap orang yang tanpa | Pidana penjara paling singkat Kumulatif

hak atau melawan hukum
memproduksi,
mengimpor,mengekspor,

menyalurkan
narkotika Gol.ll

atau

4 s/d 12tahun

dan

pidana denda paling sedikit
800 juta Rupiah s/d 8Miliar
Rupiah
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118(2) | Dalam hal sebagaimana | Pidana mati Alternatif
yang tercantum dalam | Pidana penjara seumur hidup,
ayat 1) beratnya | Atau
melebihi 5gram. Pidana penjara paling singkat
5 s/d 20 tahun Kumulatif
dan
pidana denda maksimum
sebagaimana pada ayat (1)
ditambah 1/3.
119(1) | Setiap orang yang tanpa | Pidana penjara paling singkat Kumulatif
hak atau melawan hukum | 4 s/d 12tahun
menawarkan untuk | dan
dijual, menjual, membeli, | pidana denda paling sedikit
menerima, menjadi | 800 juta Rupiah s/d 8Miliar
perantara dalam jual beli, | Rupiah
menukar, atau
menyerahkan Narkotika
Gol.ll
119(2) | Dalam hal sebagaimana | Pidana mati, Alternatif
yang tercantum dalam | Pidana penjara seumur hidup,
ayat 1) beratnya | Atau
melebihi 5gram. Pidana penjara paling singkat
5 s/d 20 tahun
dan Kumulatif
pidana denda maksimum

sebagaimana pada ayat (1)
ditambah 1/3.
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123(1)

123(2)

Setiap orang yang tanpa
hak atau melawan hukum
memproduksi,
mengimpor, mengekspor,
menyalurkan
narkotika Gol.lll

atau

Dalam hal sebagaimana
yang tercantum dalam
ayat 1)

melebihi 5gram.

beratnya

Pidana penjara paling singkat
3 s/d 10tahun

dan

pidana denda paling sedikit
600 juta Rupiah s/d 5Miliar
Rupiah

Pidana penjara paling singkat
5 s/d 15 tahun

dan
pidana denda maksimum
sebagaimana pada ayat (1)

ditambah 1/3.

Kumulatif

Kumulatif
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124(1) | Setiap orang yang tanpa | Pidana penjara paling singkat Kumulatif
hak atau melawan hukum | 3 s/d 10tahun
menawarkan untuk | dan
dijual, menjual, membeli, | pidana denda paling sedikit
menerima, menjadi | 600 juta Rupiah s/d S5Miliar
perantara dalam jual beli, | Rupiah
menukar, atau
menyerahkan Narkotika
Gol.ll
124(2) | Dalam hal sebagaimana | Pidana penjara paling singkat Kumulatif
yang tercantum dalam | 5 s/d 15 tahun
ayat 1) beratnya | dan
melebihi 5gram. pidana denda maksimum
sebagaimana pada ayat (1)
ditambah 1/3.
129 Setiap orang yang tanpa | Pidana penjara paling singkat Kumulatif

hak  atau melawan
hukum; memiliki,
menyimpan, menguasali,

menyediakan,memprodu
Ksi, mengimpor,
mengekspor,

menyalurkan,menawarka
n untuk dijual, menjual,
membeli, menerima,
menjadi perantara dalam
beli,

jual menukar,

4 s/d 20tahun
dan denda paling banyak
5Miliar Rupiah
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menyerahkan, membawa,

mengirim, mengangkut,

dan mentransito
Prekursor Narkotika
untuk pembuatan
Narkotika.
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Tabel 2.2

Jenis, Bobot, dan Sistem Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana

Mengedarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika

Sistem
Pasal Deskripsi Pasal Ancaman Pidana Perumusan
Sanksi
Pidana
59 (1) |Barang siapa mengedarkan | Pidana penjara paling Kumulatif
huruf ¢ | psikotropika golongan | tidak | singkat 4 s/d 15tahun
memenuhi ke-tentuan | dan
sebagaimana dimaksud dalam | pidana denda paling
Pasal 12 ayat (3) sedikit 150  juta
(adapun isi pasal 12 ayat (3): | Rupiah s/d 750 juta
Psikotropika golongan | hanya | Rupiah
dapat disalurkan oleh pabrik
obat dan pedagang besar farmasi
kepada lembaga penelitian
dan/atau lembaga pendidikan
guna kepentingan ilmu
pengetahuan.
60 (1) | Barang siapa memproduksi atau | Pidana penjara paling Kumulatif
huruf b | mengedarkan psikotropika | lama 15 tahun
dalam bentuk obat yang tidak | dan
memenuhi  standar  dan/atau | pidana denda paling
persyaratan sebagaimana | banyak 200 juta
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60 (1)

huruf ¢

60 (2)

dimaksud dalam Pasal 7
(adapun isi pasal 7
Psikotropika, yang diproduksi
untuk diedarkan berupa obat,
harus memenuhi standar
dan/atau persyaratan farmakope
Indonesia atau buku standar

lainnya.)

Barang siapa memproduksi atau

mengedarkan psikotropika yang
berupa obat yang tidak terdaftar

yang
bidang

pada departemen

bertanggung jawab di
kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
(adapun isi pasal 9 ayat (1):
Psikotropika yang berupa obat
hanya dapat diedarkan setelah
terdaftar pada departemen yang
bertanggung jawab di bidang

kesehatan)

Barang siapa  menyalurkan
selain yang
ditetapkan dalam Pasal 12 (2)

pasal 12 (2):

psikotropika

(adapun isi

rupiah

Pidana penjara paling
lama 15 tahun

dan

pidana denda paling
200

banyak juta

rupiah

Pidana penjara paling
lama 5 tahun
dan

pidana denda paling

Kumulatif
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60 (3)

60 (4)

Penyaluran psikotropika hanya
dapat dilakukan oleh; Pabrik
obat, Pedagang besar farmasi,
dan Sarana  penyimpanan
sediaan  farmasi  Pemerintah
kepada apotek, rumah sakit,
lembaga penelitian  dan/atau
lembaga pendidikan, puskesmas
dan balai pengobatan

Pemerintah)

Barang siapa menerima
penyaluran psikotropika selain
yang ditetapkan dalam Pasal 12
ayat (2)

Barang siapa  menyerahkan
psikotropika selain yang
ditetapkan dalam Pasal 14(1),
(2), 3), (4)

(adapun isi pasal 14(1), (2), (3),
(4) : Penyerahan psikotropika
dalam rangka peredaran hanya
dapat dilakukan oleh apotek,
rumah sakit, puskesmas, balai
pengobatan, dan dokter kepada
pengguna/pasien  berdasarkan

resep dokter)

Pidana penjara paling
lama 3 tahun

dan

pidana denda paling
banyak 60 juta rupiah

Pidana penjara paling
lama 3 tahun

dan

pidana denda paling
banyak 60 juta rupiah

Kumulatif

Kumulatif
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Dikaji dari kacamata hukum pidana materiil maka UU
Narkotika/Psikotropika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi
pidana (strafsoort) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana
(strafmaat). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal
beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem
perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan
kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan
sistem perumusan buta/blanc. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan
lamanya sanksi pidana (strafmaat) dikenal adanya definite sentence system
berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, fixed/indefinite sentence
system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara
maksimum, kemudian determinate sentence system berupa ditentukan batas
minimum dan maksimum ancaman pidana dan indeterminate sentence system
berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU
menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-
aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya
dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan

tertentu.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997)
untuk pengedar dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana

(strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana
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denda, dan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara

pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda.

Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat)
dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan Yyaitu
fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum (Pasal 60, 61 UU
Psikotropika) dan determinate sentence system yaitu ditentukan batas minimum
dan maksimum ancaman pidananya (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 59 UU

Psikotropika).

Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak
dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana
penjara dan pidana denda, karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana
pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka
untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk
menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya
berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana
penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak
pidana dapat ditanggulangi dalam masyarakat. Dihubungkan dengan pencegahan

kejahatan dan perlindungan masyarakat, sanksi-sanksi yang diterapkan dalam
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tindak pidana pengedaran narkotika dan psikotropika sudah sesuai dengan tujuan

pemidanaan.

Kebijakan legislasi sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort)
mempergunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan)
dalam UU Narkotika/Psikotropika dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:

o Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem
perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan
implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.

o Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan
yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum
dan nuansa keadilan. **'

Kemudian dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana

(strafmaat) maka UU Narkotika/Psikotropika menganut 2 (dua) jenis strafmaat

yaitu:

1. Menganut sistem fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum.
Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan
absolut/tradisional” dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan
“bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman
pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak

pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana

37 Totok Yuliyanto, Kedudukan hukum pengguna narkotika dalam uu no 35 tahun 2009
tentang narkotika, Paper, 2009, him. 8
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penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata
“paling lama/paling banyak”. Dianutnya sistem fixed/indefinite sentence
system atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif.
Menurut Collin Howard, segi positifnya adalah sebagai ; dapat menunjukan
tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana, memberikan fleksibilitas
dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan, dan melindungi kepentingan si
pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari

kekuasaan pemidanaan.

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan
masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan
ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol
kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan
delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan
diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam

batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan.

Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah akan membawa
konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk
tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-
undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan

menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan
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maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak
pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan
pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai
dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum
yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum

yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.

2. UU Narkotika/Psikotropika strafmaatnya juga menganut sistem determinate
sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya

ancaman pidana.

Pada dasarnya sistem determinate sentence ditinjau dari segi teoretis dan
praktik juga memiliki kelemahan. Adanya pembatasan limit pidana minimal
khusus secara teoritis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna
memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan
aplikatif sistem determinate sentence ini praktik peradilan menyikapi dengan
2 (dua) pandapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh UU
dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian
hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan UU.
Kemudian pendapat kedua Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang

dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan UU berdasarkan
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asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang

dijatuhkan.

Berdasarkan analisis di atas, jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika
dan Psikotropika sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan, yaitu prinsip
humanis dan prinsip ekonomis. Disamping prinsip-prinsip pemidanaan yang lain,
penulis lebih menekankan analisa menggunakan dua parameter saja dikarenakan
dua prinsip tersebut, humanis dan ekonomis, sudah mewakili secara keseluruhan
mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh pidana. Dimana pidana bertujuan untuk;
Pertama, pemeliharaan tertib masyarakat. Kedua, perlindungan warga
masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat
dibenarkan, yang dilakukan orang lain. Ketiga, memasyarakatkan kembali para
pelanggar hukum; Keempat, memelihara atau mempertahankan integritas
pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan

keadilan individu.

Berikut analisa mengenai kesesuaian jenis sanksi pidana dalam UU

Narkotika dan Psikotropika terhadap prinsip prinsip pemidanaan:

a. Prinsip humanis, karena jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika dan
Psikotropika yang berupa pidana mati, penjara, dan denda telah sesuai
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab karena sama sekali tidak

mengandung unsur penyiksaan dan tidak merendahkan harkat dan
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martabat terpidana. Pidana penjara diharapkan dapat membangkitkan
kesadaran para pengedar narkoba akan nilai-nilai kemanusiaan yang
mereka rusak sebelumnya karena perbuatan mereka. Pidana mati atau
seumur hidup dapat diterapkan ketika tindak pidana pengedaran
narkotika terjadi dalam skala yang besar, sehingga memungkinkan
jatuhnya korban yang besar pula, dan pelakunya sudah sulit untuk
diperbaiki.

. Prinsip ekonomis, yaitu sanksi pidana yang diancamkan benar-benar
dapat berfungsi sebagai alat pencegah. Pidana penjara dan kurungan
dapat berfungsi sebagai prevensi khusus, yaitu sebagai sarana untuk
memperbaiki  terpidana  pengedar narkoba, sehingga tidak
mengulanginya lagi setelah keluar. Pidana denda dapat memberikan
efek jera bagi pelakunya, bahwa semua keuntungan yang didapat dari
perbuatan mengedarkan narkoba adalah sesuatu yang haram, yang
dilarang untuk dinikmati baik secara norma maupun hukum yang
berlaku. Pidana mati atau seumur hidup juga dapat difungsikan sebagai

pencegah bagi terpidana yang dipandang sudah sulit untuk diperbaiki.
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C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Narkotika dan
Psikotropika terhadap Pengedar yang Melibatkan Korporasi dalam
Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Kata korporasi dalam bahasa Belanda “corporatie” atau badan hukum
adalah sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang
sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai
subyek hukum tersendiri dan oleh hukum diangap menjadi satu kesatuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “badan hukum” diartikan sebagai:
“perkumpulan yang didalam hukum diakui sebagai subyek hukum seperti
perseroan, lembaga, yayasan, dsb.”

Tindak pidana korporasi oleh Sutherland disebut sebagai “white collar
criminals”. Sutherland merumuskan “white collar criminals” sebagai legal
violation in the course of his or her occupation. Dari definisi tersebut
mengindikasikan bahwa “white collar criminals” adalah merupakan kejahatan
kelas atas berkaitan dengan pendidikan, keuangan, kedudukan sosial dan ekonomi,
sehingga kadang-kadang kejahatan jenis ini dikoordinir, terorganisasi dan

termanajemen dengan baik.
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Menurut Satjipto Rahardjo**®

, penempatan korporasi sebagai subyek
hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, bahwa semakin
modern masyarakat dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem
pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan
sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan
dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan
terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan
kehidupan masyarkat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang
ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.

Is Susanto™® dengan mendasarkan pendapat dari Kriesberg mengemukakan
tiga model korporasi melanggar hukum:

1. Rational actor model, dimana korporasi dilihat sebgai unit tunggal
yang merupakan kepentingan korporasi.

2. Organization process model, dimana korporasi dilihat sebagai suatu
sistem unit-unit yang terorganisir secara longgar, dimana macam-
macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena
menghadapi  kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang
ditargetkan, sehingga untuk memenuhi mereka melakukannya
dengan melanggar hukum.

3. Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan
yang dibuat secara individual untuk kepentingan pribadi.

Melihat ciri kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan yang

dilakukan perorangan membuat perlu dikembangkannya teori-teori tentang

pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini bukan saja karena korporasi

138 gatjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, hal. 3
139 |5 Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim ORBA, B.P Undip,
Semarang, 1999, hal. 86
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merupakan organisasi, tetapi juga karena tujuan korporasi adalah untuk melakuan

bisnis dan bukan untuk melakukan kejahatan. Dewasa ini dikenal dua teori tentang

pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:**°

a. Teori Identifikasi
Teori ldentifikasi menyatakan bahwa tindakan dari orang (personel
korporasi) benar-benar merupakan tindakan korporasi. Dasar dar
teori ini adalah bahwa tanggungjawab adalah langsung, dan bukan
mewakili.

b. Teori Imputasi
Hakekat dari teori ini adalah “yang mewakili” (vicarious liability).
Berdasarkan pemikiran ini korporasi bertanggung jawab terhadap
maksud dan tindakan pegawainya yang dipandang sebagai suatu
kesatuan. Dalam konsep imputasi, maka hubungan pegawai dengan
korporasi merupakan hal yang utama, artinya pegawai harus
bertindak dalam ruang lingkup ataubagian dari pekerjaan untuk
kepentingan korporasi.
Tanggung jawab korporasi juga diperluas dengan konsep
“pengesahan” (ratification) dan “pembiaran” (toleration) oleh
korporasi terhadap tindakan atau pola tindakan yang dilakukan oleh
pegawainya. Dengan melihat ciri-ciri tindakan korporasi, maka
terhadap tindakan korporasi yang melanggar hukum dapat
dipertanggungjawabkan kepada Korporasinya saja, Korporasi
bersama-sama dengan pegawainya, atau Pegawainya saja.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban
pidana korporasi, terdapat model pertangungjawaban korporasi, sebagai berikut:
a. Pengurus Kkorporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggung jawab.
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung

jawab.

140 1hid; hal. 80
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Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban
tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dai
korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana.
Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun
dasar  pemikirannya adalah: korporasi itu  sendiri tidaka dapat
dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah
yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan
dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab,
maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk
sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah
apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang
berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari
badan hukum tersebut.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebgai yang bertanggung jawab
motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri,
yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja
sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dipidanaya pengurus tidak

memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak lagi melakukan perbuatan
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yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Karenanya diperlukan pula untuk
dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban terhadap korporasi pada tindak
pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia mengalami metamorfosis seiring
perkembangan undang-undang yang berlaku. Dari mulai Undang-Undang
Narkotika 1927 no. 278 jo 536 atau yang lebih dikenal dengan Ordonansi Obat
Bius (Verdoovende Middlelen Ordonnantie), Undang-Undang No.9 tahun 1976 ,
hingga yaang sekarang berlaku yaitu Undang-Undang No0.35 Tahun 2009 dan
Undang-Undang No.5 tahun 1997. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi tiap
Undang-Undang berbeda-beda, dan hal tersebut akan diuraikan pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3
Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Narkotika dan

Psikotropika dengan Pelaku yang Melibatkan Korporasi

VMO UU No.9/1976 UU No.5/1997 UU No.35/2009
Pasal 27 (7): Pasal 49: Pasal 59 (3): Pasal 130 (1):
“Jika suatu | “Jika suatu | “Jika tindak pidana | “Dalam hal tindak pidana

perbuatan yang | tindak  pidana | dalam pasal ini | sebagaimana dimaksud dalam

dapat dihukum | mengenai dilakukan oleh | Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,

dalam Pasal 25 | narkotika korporasi, maka di | Pasal 114, Pasal 115,
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ini  dilakukan

oleh suatu badan

hukum,  maka
penuntutan
ditujukan  dan
hukuma
dijatuhkan

kepada pengurus
dan  komisaris

yang tinggal di

Indonesia, dan
bila orang-
orangnya

berhalangan,

kepada
perwakilan
badan  hukum
tersebut  yang
ada di
Indonesia.

Ketentuan ini

juga berlaku
dalam segala
hal, dimana
suatu badan
hukum

bertindak
sebagai

dilakukan

atau atas nama

oleh
suatu badan
hukum, suatu
perseroan, suatu

perserikatan

orang yang
lainnya atau
suatu yayasan,
maka tuntutan
pidana

dilakukan  dan
hukuman pidana
serta  tindakan
tata tertib

dijatuhkan, baik
terhadap badan
hukum,
perseroan,
perserikatan
atau yayasan itu,
maupun
terhadap mereka
yang
perintah

memberi

melakukan
tindak  pidana

narkotika itu

samping

dipidananya pelaku

tindak pidana,
kepada  korporasi
dikenakan pidana

denda sebesar Rp.

5.000.000.000,00
(lima milyar
rupiah).”

Pasal 70:

“Jika tindak pidana
psikotropika
sebagaimana
dimaksud  dalam
Pasal 60, Pasal 61,

Pasal 62, Pasal 63,

dan  Pasal 64
dilakukan oleh
korporasi, maka
disamping

dipidananya pelaku
tindak pidana,
kepada korporasi
dikenakan pidana
denda sebesar 2
(dua) Kali

denda yang berlaku

pidana

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,
Pasal 119, Pasal 120,
Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,
Pasal 124, Pasal 125,
126, 129

dilakukan oleh korporasi, selain

Pasal dan Pasal

pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana
yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana

denda dengan pemberatan 3
(tiga) kali dari pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal-Pasal tersebut.”

Pasal 130 (2):

“Selain pidana denda
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),

korporasi dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha;
dan/atau
b. pencabutan status badan
hukum.
Pasal 147:
“Dipidana  dengan pidana
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pengurus,
komisaris, atau
perwakilan dari
badan  hukum

lain.”

atau yang
bertindak
sebagai
pemimpin  atau
penanggungjawa
b dalam
perbuatan atau
kelalaian itu,
ataupun

terhadap kedua-

duanya.”

untuk tindak pidana

tersebut dan dapat

dijatuhkan pidana
tambahan  berupa
pencabutan izin
usaha.”

penjara paling singkat 1 (satu)
tahun

dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah), bagi:

a. pimpinan rumah sakit, pusat
kesehatan masyarakat, balai
pengobatan, sarana
penyimpanan sediaan farmasi
milik

pemerintah, dan apotek yang
mengedarkan Narkotika
Golongan Il dan 1l bukan untuk

kepentingan pelayanan

Kesehatan”

b. pimpinan lembaga ilmu
pengetahuan yang menanam,
membeli, menyimpan, atau

menguasai tanaman Narkotika

bukan untuk kepentingan
pengembangan ilmu
pengetahuan;
C. pimpinan Industri Farmasi
tertentu yang memproduksi

Narkotika Golongan | bukan

215




untuk kepentingan
pengembangan

pengetahuan; atau

Narkotika Golongan
bukan untuk kepentingan

pengembangan

bukan untuk kepentingan

bukan untuk kepentingan

pengembangan

pengetahuan.

farmasi yang mengedarkan

ilmu

d. pimpinan pedagang besar

yang

ilmu

pengetahuan atau mengedarkan

Narkotika Golongan Il dan Il

pelayanan kesehatan dan/atau

ilmu

Masing-masing undang-undang diatas berbeda dalam pengaturan
mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, walaupun tidak berbeda secara
keseluruhan. Perbedaan yang paling mencolok terutama antara Ordonansi Obat
Bius dengan undang-undang setelahnya, ini dapat dimaklumi karena latar belakang
dan tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah berbeda. Ordonanasi
obar bius dibuat pada masa penjajahan, sehingga kepentingan penjajah lebh
mewarnai. Sedangkan undang-undang setelahnya dimaksudkan untuk

kesejahteraan masyarakat.
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Verdoovende Middelen Ordoanntie (VMO) dibuat oleh pemerintah jajahan
Belanda pada waktu itu untuk mempersatukan di dalam suatu undang-undang
berbagai ketentuan mengeai candu dan obat-obat bius lain yang tersebar di
berbagai undang-undang yang terpisah atau diluar ketentuan yang mengatur
perbuatan menghisap candu di wilayah Hindia Belanda. Sebagaimana yang terlihat
dalam tabel diatas, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi tertuang
dalam Pasal 27 ayat (7) yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal 25 ini dilakukan
oleh suatu badan hukum, maka penuntutan ditujukan dan hukuma
dijatuhkan kepada pengurus dan komisaris yang tinggal di Indonesia, dan
bila orang-orangnya berhalangan, kepada perwakilan badan hukum
tersebut yang ada di Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku dalam segala
hal, dimana suatu badan hukum bertindak sebagai pengurus, komisaris,
atau perwakilan dari badan hukum lain.”

Adapun pasal 25 VMO berisi ketentuan-ketentuan mengenai sanksi pidana
terhadap pelanggaran ordonansi obat bius. Dari 11 ayat dalam pasal 25 VMO
tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi terdapat dalam ayat 2(a),
ayat 3(a), ayat 4, dan ayat 5.

Ayat 2(a) Pasal 25 VMO memberikan ancaman pidana denda 1000 Gulden
terhadap pelanggaran pemeliharaaan dan penanaman papaver atau indische
hennep, selain itu terpidana juga dibebani biaya pemusnahan tanaman tersebut.

Ayat 3(a) Pasal 25 VMO mengatur tentang impor, ekspor, memiliki,

mempunyai, menyimpan, atau dalam persediaaan, mengangkut, menggunakan,

membuat, mengolah secara pabrik, pengolahan, menjual, dan menyerahkan obat-
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obat bius, papaver dan indische hennep, juga impor dan ekspor daun Coca,
bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, yang diadakan dengan:

1. Tidak melebihi dari 100 gram candu kasar, olahan atau medis.

2. Obat-obat bius lain daripada yang disebut sampai jumlahnya tidak melabihi

dari 10gram.

3. Papaver, indische hennep dan daun-daun Coca sampai jumlahnya tidak

melebihi dari 10 kilo.

Dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau hukuman denda maksimal 100

Gulden.

Ayat 4(a) Pasal 25 VMO mengatur apabila jumlah narkotika melebihi dari
ketentuan ayat 3(a) , yakni mengatur hukuman kurungan dinaikkan menjadi 4
bulan atau hukuman denda maksimal 100 Gulden dan dalam hal ini kedua

hukuman itu juga bisa dikumulasikan.

Pada ayat 5(a) ditegaskan tentang tindak pidana sebagaimana disebut
dalam ayat 4 sub a yang dilakukan dengan sengaja, ancaman hukuman kurungan

dinaikkan menjadi 4 bulan dan denda maksimal 60.000 Gulden.

Ayat 5(b) menaikkan ancaman pidana menjadi:

“jika jumlah dengan mana pelanggaran tersebut dilakukan, melebihi 30
kilo candu kasar, olahan atau medis, 3 kilo obat-obat bius lain atau 3.000
kilo papaver, indische hennep atau daun Coca, hukuman denda dapat
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dinaikkan dengan maksimal 2000 Gulden untuk tiap kilo candu kasar,
olahan atau medis, tiap 100gram obat bius laindan tiap 100 kilo papaver,
indische hennep atau daun Coca melebihi jumlah tersebut dimuka.”

Demikian ketentuan tentang tindak pidana yang “mungkin” dapat
dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 VMO. Yang dapat
disimpulkan dari kebijaka pertanggungjawaban korporasi yang diatu oleh VMO
adalah bahwa VMO tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud atau
dikategorikan sebagai badan hukum. Jadi pengertian badan hukum dalam hal ini
secara tersirat dapat ditafsirkan sebagai pabrik obat, pedagang besar obat-obatan,
apotek, atau rumah sakit yang diberi kewenangan untuk mengimpor, memiliki,
menguasai, mempunyai dala persediaaan, menyimpan, mengangkut, menediakan,
mengolah, menjual, mengekspor narkotika (maupun psikotropika) untuk

kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini VMO memandang korporasi tidak dapat
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi dengan suatu

pemikiran bahwa penguruslah yang secra de facto melakuakn perbuatan.***

VMO tidak memberikan perbedaan terhadap tindak pidana yang dilakukan
oleh korporasi maupun perorangan baik dalam hal jumlah/lamanya pidana maupun
jenis pidana. Hal ini dapat dimengerti karena secara riil VMO belum mengakui

bahwa korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

L ibid
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Undang-Undang Narkotika 1927 no. 278 jo 536 atau Ordonansi Obat Bius
(Verdoovende Middlelen Ordonnantie) yang berlaku hampir empat puluh tahun
akhirnya dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang
Narkotika. Perbuatan yang dilarang oleh UU No0.9 Tahun 1976 meliputi dua hal;
yang pertama yaitu bersifat umum yang berlaku pada semua orang (Pasal 23) dan
yang kedua adalah bersifat khusus, yang berlaku hanya bagi dokter (Pasal 24).

Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 23:

(1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam
persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver,

tanaman Koka atau tanaman Ganja.

(2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi,

mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.

(3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk

persediaan atau menguasai narkotika.

(4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau

mentransito narkotika.
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(5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk
dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.

(6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau

memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.

(7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Pasal 24:

Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk pengobatan

dilarang.

Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang diatas, maka yang memungkinkan
untuk dilakukan oleh korporasi hanyalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23.
Mengenai siapa yang harus mempertanggungjawabkan apabila korporasi
malkukan tindak pidana sebagaimana yang diatu dalam Pasal 23m maka akan

mengacu pada ketentuan dalam pasal 49 yang berbunyi:

“Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas
nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang
lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman
pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang
memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang
bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau
kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.”
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Dalam ketentuan pasal tersebut apabila dikaitkan dengan model

pertanggungjawaban korporasi maka dapat dikelompokkan sebagai:

-Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.

-Korporasi sebagai pembuat dan penanggungjawab.

Penggunaan dua model pertanggungjawaban korporasi yang melakukan
tindak pidana narkotika tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan dipidananya
pengurus korporasi saja tidaklah cukup dibandingkan dengan kerugian yang
diakibatkan ataupun keuntungan yang diperoleh korporasi. Dengan kata lain,
hanya dengan memidana pengurus belum cukup mebuat efek jera kepada

korporasi untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Ketentuan pertangguangjawaban pidana bagi korporasi dalam UU

N0.9/1976 mengandung beberapa kelemahan, diataranya:

1. Tidak adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud korporasi/badan
hukum. Padahal dalam KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban
korporasi.

2. Tidak adanya jenis sanksi pidana serta jenis tidakan yang bisa
dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tidak pidana.

3. Tidak adanya pembertan hukuman bagi tindak pidana narkotika yang

dilakukan oleh korporasi. Hal ini mengindikasikan bahwa UU
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N0.9/1976 memandang kualitas kejahatan narkotika yang dilakukan

oleh korporasi dianggap sama oleh pelaku perorangan.

Setelah berlaku selama 21 tahun, pada tahun 1997 diterbitkan Undang-
Undang yang khusus mengatur mengenai tindak pidana Psikotropika yang diatur
dalam UU No.5 Tahun 1997. Dalam undang-undang ini sudah menjelaskan
mengenai korporasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (13) yang

berbunyi:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan,

baik merupakan badan hukum maupun bukan.”

Di dalam UU Psikotropika, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi

dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70.

Pasal 59 (3):
“Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping
dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar

Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Pasal 70:

“Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61,

Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping
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dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar
2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat

dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.”

Dalam kedua pasal tersebut tidak ada ketentuan mengenai kapan atau
dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan
kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut undang-undang ini, jika
tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku
tindak pidana, korporasi dikenakan pidana. Tidak ada penegasan dalam pasal lain,
maupun penjelasan pasal, bahwa pengurus korporasi dapat dipidana. Adapun
sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut UU Psikotropika

adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 59 (3), korporasi yang melakukan tindak pidana dalam
pasal 59 hanya dikenakan denda 5 (lima) Miliar Rupiah.
b. Menurut Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam

pasal 60 s/d 64 dikenakan:

- Pidana denda sebesar 2 kali yang diancakan, dan

- Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Terlihat suatu kejanggalan disini, bahwa ada perbedaan sistem pemidaan Pasal 59

(3) dengan Pasal 70. Tidak jelas mengapa tidak ada pidana tambahan dalam Pasal
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59 (3). Seyogyanya pidana tambahan itu juga dicantumkan dalam Pasal 59 (3) agar

ada konsistensi sistem pemidanaan.

Selain Undang-Undang Psikotropika, diterbitkan kemudian Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika sebagai
pembaharuan dari undang-undang yang berlaku sebelumnya. Banyak perubahan
dalam undang-undang ini, yang dilakukan dengan maksud agar undang-undang
narkotika yang baru lebih dapat memenuhi kebutuhan hukum di bidang narkotika.
Salah satu perubahan yang dilakukan adalah ketentuan tentang perbuatan yang

dilarang dan tentang pemidanaan dijadikan satu dalam tiap pasal.

Terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang korporasi, undang-
undang ini juga sudah memberikan penjelasan mengenai apa itu korporasi (pasal 1
ayat 21) sebagaimana halnya yang terdapat dalam undang-undang psikotropika.
Akan tetapi dalam undang-undang ini belum juga diatur mengenai kapan korporasi
dikatakan telah melakukan tindak pidana, yang ada hanya siapa yang dapat
mempertanggungjawabkan. Untuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban
pidana oleh korporasi, dalam undang-undang ini diatur dalam dua pasal yaitu Pasal
130 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 147. Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh korporasi dalam undang-undang berupa pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya. Kemudian pidana yang dapat dijatuhkan

terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari
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pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,
Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. Selain
pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin

usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Subyek hukum dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh
korporasi dalam undang-undang ini dapat berupa pimpinan Kkorporasi,

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 147 yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan,
sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang
mengedarkan Narkotika Golongan Il dan Il bukan untuk kepentingan
pelayanan

Kesehatan”

b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli,
menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan;
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c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika
Golongan | bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
atau

d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika
Golongan | yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan 1l dan Il bukan
untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan
ilmu pengetahuan.”

Dari rumusan tersebut diatas, maka pertangungjawaban pidana sudah

sesuai dengan model pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Pengurus Kkorporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggung jawab.

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung
jawab.

Yang menjadi permasalahan adalah pada perumusan pasal 147. Dalam
pasal tersebut yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah pimpinannya (dalam hal
ini dikategorikan juga sebagai pengurus). Sanksi pidana yang dikenakan adalah
pidana penjara dan pidana denda. Karena system perumusan sanksinya adalah

kumulatif, sehingga tidak dapat memberikan peluang kepada hakim untuk memilih

227



salah satu sanksi yang tepat dan dapat dijatuhkan terhadap korporasi.
Kesimpulannya, karena hanya pengurus yang dikenai sanksi, maka pabrik obat,
pedagang besar farmasi, atau lembaga ilmu pengetahuan sebagau korporasi tidak

dapat dijatuhkan sanksi pidana.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh

kesimpulan:

1. Kesesuaian kebijakan formulasi tentang perbuatan mengedarkan sebagai
tindak pidana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang  Psikotropika dengan dasar-dasar pembenar  kebijakan

kriminalisasi. Prinsip-prinsip kriminalisasi yang telah terpenuhi, yaitu:

a. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”,
terbukti bahwa perbuatan mengedarkan narkotika dan psikotropika
merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan

spirituil) atas warga masyarakat.

b. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata
materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini

maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi



kejahatan, demi kesejahteran dan pengayoman masyarakat.
Kriminalisasi terhadap perbuatan mengedarkan narkotika dan
psikotropika bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam
mewujudakan amaah pembukaan UUD 1945, vyaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
sehingga terwujud kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera
bagi masyrakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap
perbuatan mengedarkan narkotika dan psikotropika dilakukan dalam
kerangka mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteaan (social welfare

policy) dan perlindungan masyarakat (social defense policy.

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip
“biaya dan hasil” (cost and benefit principle). Jika dilihat dari
bahayanya yang bersifat multidimensi, maka hasil yang diharapkan
dari pemberantasan tindak pidana mengedarkan narkotika dan
psikotropika tidak ternilai harganya, yaitu berupa rasa aman dan
kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sedangkan dilihat dari aspek
biaya penegakannya, penegakan terhadap tindak pidana narkoba,
khususnya utuk perbuatan mengedarkan , masih tetap dapat dilakukan
oleh  Badan Narkotika Nasional, korps kepolisian, kejaksaan,
kehakiman dan lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak memerlukan

biaya untuk membentuk dan mengoperasikan badan baru. Dengan
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2.

demikian, maka kriminalisasi terhadap perbuatan mengedarkan
narkotika dan psikotropika memenuhi prinsip biaya dan hasil (cost and

benefit principle).

Parameter diatas dipakai peneliti menjadi ukuran prinsip-
prinsip kriminalisasi dikarenakan lebih sesuai dengan pokok bahasan
penulisan ini, yaitu mengenai kebijakan formulatif hukum pidana
dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Digunakan tiga parameter saja bukan berarti parameter yang lain tidak
benar. Parameter yang tidak digunakan penulis adalah mengenai
hukum pidana yang harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan
daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada
kelampauan beban tugas (overblasting). Karena pembahasan tulisan
ini adalah mengenai kebijakan formulatif, penulis berasumsi bahwa
parameter mengenai kemampuan daya kerja badan-badan penegak
hukum ini sudah masuk ke ranah kebijakan aplikatif. Sehingga tidak

terlalu berkaitan dengan pokok bahasan dari karya ilmiah ini.

Kesesuaian kebijakan formulasi tentang perbuatan mengedarkan sebagai
tindak pidana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika dengan dasar-dasar pembenar kebijakan Penalisasi.

Prinsip-prinsip yang terpenuhi yaitu:
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a. Prinsip humanis, karena jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika dan
Psikotropika yang berupa pidana mati, penjara, dan denda telah sesuai
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab karena sama sekali tidak
mengandung unsur penyiksaan dan tidak merendahkan harkat dan
martabat terpidana. Pidana penjara diharapkan dapat membangkitkan
kesadaran para pengedar narkoba akan nilai-nilai kemanusiaan yang
mereka rusak sebelumnya karena perbuatan mereka. Pidana mati atau
seumur hidup dapat diterapkan ketika tindak pidana pengedaran
narkotika terjadi dalam skala yang besar, sehingga memungkinkan
jatuhnya korban yang besar pula, dan pelakunya sudah sulit untuk
diperbaiki.

b. Prinsip ekonomis, yaitu sanksi pidana yang diancamkan benar-benar
dapat berfungsi sebagai alat pencegah. Pidana penjara dan kurungan
dapat berfungsi sebagai prevensi khusus, yaitu sebagai sarana untuk
memperbaiki  terpidana pengedar narkoba, sehingga tidak
mengulanginya lagi setelah keluar. Pidana denda dapat memberikan
efek jera bagi pelakunya, bahwa semua keuntungan yang didapat dari
perbuatan mengedarkan narkoba adalah sesuatu yang haram, yang
dilarang untuk dinikmati baik secara norma maupun hukum yang
berlaku. Pidana mati atau seumur hidup juga dapat difungsikan
sebagai pencegah bagi terpidana yang dipandang sudah sulit untuk

diperbaiki.

232



Jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika dan Psikotropika
sebagaimana yang dianalisa dalam penulisan ini, sudah sesuai dengan
prinsip-prinsip pemidanaan, yaitu prinsip humanis dan prinsip
ekonomis. Disamping prinsip-prinsip pemidanaan yang lain, penulis
lebih menekankan analisa menggunakan dua parameter saja, humanis
dan ekonomis sebagai ukuran prinsip-prinsip penalisasi dikarenakan
dua prinsip tersebut sudah mewakili secara keseluruhan mengenai
tujuan yang ingin dicapai oleh pidana. Dimana pidana bertujuan untuk;
Pertama, pemeliharaan tertib masyarakat. Kedua, perlindungan warga
masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak
dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain. Ketiga,
memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum; Keempat,
memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu
mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan
individu.

3. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam kasus narkotika dan
psikotropika terhadap pengedar narkoba yang melibatkan korporasi
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika.
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Sistem pertangungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang
Narkotika  dan  Psikotropika  sudah  sesuai dengan  model

pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Pengurus Kkorporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggung jawab.

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung
jawab.

Akan tetapi dalam hal pengurus saja yang dikenakan sanksi pidana

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terkesan kurang

memberi efek jera terhadap korporasi itu sendiri. Tidak ada jaminan

bahwa dengan dipidananya pengurus (pemimpin) korporasi tidak akan

mengulangi perbuatannya, karena korporasinya sendiri tidak dipidana.

B. Saran

1. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang merugikan dan
merupakan bahaya yang sangant besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara. Untuk itu kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang yang
kontradiktif peru diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan
tujuannya. Selain kebijakan penal, perlu juga menerapkan kebijakan Non

Penal yakni melalui identifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya

234



kejahatan narkoba, untuk selanjutnya faktor-faktor penyebab tersebut
diatasi dengan menerapkan berbagai kebijakan di luar hukum pidana
sebagai langkah preventif.

. Khususnya terkait dengan pertanggungjawban korporasi model kedua
dimana korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab,
perlu dipertimbangkan mengenai pemberian sanksi pidana denda juga

kepada korporasi.
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